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Diadopsinya ide tentang MK dalam Perubahan UUD 10 Agustus 2002

1945 oleh MPR pada 2001 [Pasal 24 ayat (2) dan MPR menetapkan MA untuk menjalankan fungsi MK
Pasal 24C hasil Perubahan Ketiga yang disahkan untuk sementara wakiu, yakni sejak disahkannya
pada 9 Nopember 2001]. Pasal Ill Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan

Keempat, pada 10 Agustus 2002, sampai terbentuknya
MK.

2003 yang memberlakukan secara surut (retroaktif) ol S Keluarnya Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004
Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Tindak Pidana Terorisme, secara khusus kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali, tidak
berlaku.

Pelantikan Janedjri M. Gaffar “[HsEUEL

eqistrast e lisihan Hasil Pemilu Eksekutif
: ; ; . Sekretaris Jenderal MK.
2004 dari pasangan calon Presiden Wiranto dan Wakil = = 5

Presiden Salahuddin Wahid.
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Pembentukan UU No.' 24 Tahun 2003 tentang MK
yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah
dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (LN
Tahun 2003, Nomor 98, TLN Negara Nomor 4316).

«“ Registrasi perkara Perselisihan Hasil Pemilu |!

Legislatif 2004 pertama kali dari Partai Damai

Sejahtera.

J—

Ketua MK menyampaikan laporan MK tentang
pelaksanaan putusan MPR dalam Sidang MPR Akhir

Masa Jabatan Periode 1999-2004.
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Putusan MK menyatakan bekas anggota PKI dan organisasi

massa yang bernaung di bawahnya mempunyai hak
memilih dan dipilih dalam Pemilu.

RUtuSans abtifian sebagian permohonan
Pemohon yang menggugat beberapa pasal dalam UU ’l
Ketenagakerjaan yang dianggap memasung hak

fundamental pekerja dan serikat pekerja.




, _ , Mulai digunakannya ruangan di Hotel Santika, ...
Pengucapan sumpah jabatan 9 (sembilan) Hakim . 2% , , _ o
W _ , _ T Jakarta sebagai ruang kerja sementera Hakim .
Konstitusi di Istana Negara, disaksikan Presiden N
onstitusi.

Megawati Soekarnoputri.

Untuk pertama kali MK memutus perkara, yakni
Putusan Perkara PUU No. 14 Tahun 1985 tentang
MA terhadap UUD 1945. Amar putusan MK adalah

Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Departemen menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

; Registrasi perkara Sengketa Kewenangan Lembaga . il e : _ :
. Putusan MK menyangkut pembentukan Provinsi < -

Irian Jaya Barat tetap berlaku.

< “Negara pertama kali yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir.
Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD).
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Rapat pertama MK denga bagenda pemilihan Ketua dan

Wakil Ketua MK yang dilaksanakan dengan menggunakan

sistem pemungutan suara. Terpilih sebagai Ketua, Prof.
Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. dan Wakil Ketua, Dr. Mohamad

Laica Marzuki, S.H. (sekarang bergelar profesor).

Presiden menerbitkan Keppres No. 238/M Tahun 2003
yang mengangkat Anak Agung Oka Mahendra, S.H.

*

sebagai Sekretaris Jenderal MK dan mengangkat Drs.
Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Panitera
MK.

K memutuskan menolak permohonan perkara SKLN
yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita =
(Ketua DPD).

25Juli 2006 —NRER
":u"g’" J_"

K membatalkan kalimat pertama pada

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak *
Pidana Korupsi, dengan demikian tindak pidana

korupsi hanya dapat diperoleh apabila melanggar
hukum formil.
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— Sidang pertama MK bertempat di gedung Nusantara
IV (Pustaka Loka), Komplek MPR/DPR, Senayan,
Jakarta.

N

Pelantikan Janedjri M. Gaffar s

MK.

utusa MK membatalkan berlakunya UU
Ketenagalistrikan. Untuk pertama kalinya MK memutus “»

permohonan pengujian undang-undang bidang
ekonomi.

Putusan MK menyatakan UU APBN Tahun 2006 sepanjang
menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma
satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD
1945.




o e Lo o

MK mulai berkantor dengan menyewa dua lantai di
gedung Plaza Centris, JI. HR. Rasuna Said, Kav. B-5,
Kuningan, Jakarta Selatan.

->

o

MK menerima peIimpahab 14 (empatbelas) perkara

WS PUU dari MA menandai mulai beroperasinya kegiatan
MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
menurut ketentuan UUD 1945.

Iam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
(Pilkada), Mahkamah Konstitusi dalam salah satu
amarnya berpendapat bahwa KPUD tidak memper—
tanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada <35
DPRD karena dana yang digunakan tidak hanya \
bersumber dari APBD tetapi juga dari APBN. Pembacaan
putusan perkara pengujian UU Nomor 32 Tahun 2003
tentang Pemerintah Daerah.

asangan cal on Walikota dan Wakil Walikota Kota

Sengketa antara F
Depok dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok

(KPUD

: ). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa baik
: segi subjek Pemohon dan Termohonnya, maka permohon
quo bukanlah termasuk lingkup perkara sengketa kewenanga
konstitusional antarlembaga negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b juncto
Pasal 61 UU MK. Dalam amarnya, MK menyatakan permohonan

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

W “dari segi objek sengketa kewenangan konstitusional maupun dari _
: ﬁrﬂarnya menyatakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan

8

4 A

Rekrutmen pertama pegawai Sekretariat -

Jenderal dan Kepaniteraan MK.

.. Penetapan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera
MK, serta Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.
sebagai PIt. Wakil Panitera MK.

Pembacaan pu usan perkara pengujian UU Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan ini
merupakan putusan penguijian formil dan materiil UU SDA.
Dalam pengujian formil, Pemohon mendalilkan prosedur

pengesahan undang-undang a quo bertentangan dengan
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan persidangan ini,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses
pembentukan UU SDA telah sesuai dengan prosedur
pembentukan undang-undang, dan tidak menemukan
adanya unsu-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945. 4

-

=X 19 Oktober-2005-

Pembacaan putusan perkéra”pengjian UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi dalam

etentuan konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 telah
menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus
diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh
direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis
berada di bawahnya.
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VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan
cita negara hukum dan demokrasi

demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
yang bermartabat

MIST

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
yang modern dan terpercaya.

2. Membangun konstitusionalitas Indonesia
dan budaya sadar berkonstitusi.



Wewenang & Kewa]ilban
Mahkamah Konstitusi
Republik Trdonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945,
dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
dan berkewajiban memeriksa, mengadili, dan
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagail Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Sambut anketuaMiKk

Ei syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
atan dan petunjuk kepada kita semua sehingga dapat
menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
untuk meraih cita-cita bersama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegaskan prinsip
supremasi konstitusi dan mekanisme checks and balances. Tiga
tahun keberadaan MK tentu bukanlah waktu yang memadai untuk
mewujudkan konstitusionalitas Indonesia. Namun demikian, MK
telah berupaya menjalankan amanat konstitusi, baik melalui
kewenangan yang diberikan maupun melalui berbagai kegiatan
lain.

Selama tiga tahun keberadaannya, MK telah menerima dan
memutus permohonan yang terkait dengan tiga kewenangan, yaitu
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil
pemilihan umum. Permohonan yang paling banyak diterima adalah
perkara pengujian undang-undang sebanyak 86 perkara dan telah
diputus sebanyak 81 perkara. Hingga saat ini terdapat 24 perkara
yang permohonannya dikabulkan oleh putusan MK. Permohonan
yang mengabulkan tersebut telah menyatakan ketentuan tertentu
dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan terdapat putusan
yang membatalkan satu undang-undang secara keseluruhan, yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan
Perpu Nomor 2 Tahun 2002. Secara keseluruhan, terdapat 17
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagian tertentu
saja maupun keseluruhan dari suatu undang-undang.

Selain pengujian undang-undang, MK juga telah menangani
perkara terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara dan
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Profil ek

ejak perjalanan Kepaniteraan dalam memberikan dukingen

admnistrasi justisial keeada Mehkareh Kastitusi Republik Tdesia
(MK-RT) dalam tica tahn terakhir ini, Khususnya dalambal penerinean
permchonen perkara, proses persidangan, mendanpingi hakim dalam
maroust putusan, hinooa pamuatan putusen tertentu dalam Berdita Necpra
Repblik Trdyesia, telsh terekam sacara aik den rinci dalam buku Tica
Taln Mehkameh Kastitusi Reaublik Tidesia ini . Belaksanean tuges-
tugas tersebut terkait erat dengen proses peradilan di bidang
ketatanegaraan dalam rangka mengewel kanstitusi dard negara hukum
yarg denckratis atan negara danckrasi yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan hasil evaluesi paelarmpraan sistamperadilan VK-
RI peda ticp tahin ini, Kepeniteraan dalamupaya manpertaiki kinerja
seluruh jajaran dencen menerapkan bertacai. keboi jakan strategis pada
talin 2006, di antaranya dencen mencedakan pelatihen intensif begi
seluruh tenaga administrasi justisial MK-RT, pembuatan MOCCA

(Management of Constituticnal Court Administration), hingga
peryenpumean penterian pelayaren prine kepada publik telah tarpsk
menouahkan hasil meski harus diakui di sana-sini mesih terdapat
kelkrancen-kekirangen. Terlaksananya keboijakan strategis tersdout
dengan baik atas bimbingan dan arahan dari Pimpinan dan Hakim
Kxstitusi serta kerja sam yarglaik dard selunh Jjajaren Sekretariat
Jerderal dan Kepaniteraan, bahkan juga dukungen stakeholder MK-RT
yarg telah bersanma-sama berusaha menampatkan Mehkansh Kanstitusi
seoapi. lenbaga peradiilan yerg modem den terpercaya i terpph-terpsh
nesyarakat .

Dalamtica tahin ini, MK-RT telah menanceni baryek perkara yarg
terdiri atas perkara pagujisn undarg-uncerg terhadap Unoeng-Undarng
Dasar Negara Republik Indonesia Talum 1945, perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talum 1945 dan
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Uhum talin 2004. Penangernan
perkara tersaout dilakikan dencen proses sedertana dan aspat. Hal
tersshuit daoet ditelusrd kaik celamlel jarga vekiuparelessianmapn
dalambel jurlsh siderg yarg diselengoarakarrya.

Prof. Dr. Jimly
Asshiddig
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Iehir i Palenarg, 17 Aaril 1956. Manperoleh oelar sarjana hukum
dori Fekultas HkumUhiversitas Tndoesia (1982) den kanudiannagadi
peroajar di almamsterya itu. Bendidiken S-2 (1987) diselesaikan di
| Fekulltas HikamUL (1987) . Gelar Doktar TlmiHikumdiraih dard Fakultas

Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan

Redhit-ssfaculteit Rijks-Thiversiteit dan Van Wolen-hoven Tnstitute,

- ILeiden (1990) . Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Pervh Tl
- Hikum Tata Negara Fakultas Hukum UL dan dipercaya sebagai Ketua

dan Penanooungjawelo Program Pasca Sarjana Bidang Tlmu Hikum Tata

Necpra Fekultas HkumUL. Takaryek merngikuti pendidiken cenpelatiben

usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua

Vehkameh Kanstitusi dengen meraih line suara dard delapan anggota
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-T- N . i : - ’
Prof . Dr. H.Muleica Marzuki “S.H: .
s i .
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Iehir di Tekolanpe, Sirjai, Sulawesi Selatan, 5Mei
1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hikum
Universitas Hasaruddin (1979) dan kenudian menjadi
pEoEjar di alnenetenyya itu. Magikuti Sadi Iamut di Leiden
(Sandiwich Program, 1984-1985) dan Utredht (1989-1990),
Belarda. Gelar Doktar divaih derd Universitas Padjajaran,
Bandirg. Ta persh menjadi Jaksa Mida Kejaksaan Negerd
Sungoumiresa, Sulawesi Selatan (1961) den lame berkiprah
atas usul Mehkash 29y (MB) , sejak 2000 hinggs Aqustus
2003 ia merjaksat saoagpi hekimagung di MA. Delam sideng
perdana MK yerg tidek dapat ditedirinya karena sakit, ia




-

Brof B 2ot
M=l iar, S.H., M.S.
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Tica tahin bersanma MK, sdoagpi Hekim Kmnstitusi pertama, Iehir di Yogyekarta, 24 Desarber 1942. Gelar sarjare hikum
merupakan pengalamen luar biasa yang tak terbayangkan diperoleh dari Fakultas HiumUhiversitas GadjshMada (1970) .
sebelumrya, Sejak 1971 merTjadi. pengaijar &i Thiversitas Rrawijaya, Malarg.
peplaen irtelekhal, spiritel, dnewsiael, Rardidiken S-2 diselesaikan di Uhiversitas Airlancgg, Surebeya
melalui sidang-sidang dan diskusi-diskusi mesalash-mesalah (1965) . Di kenpus tenpet: 2 mergebdiken imya it ia dipercaya
koretin siarEl. sekacpi Ketua Jurusan Hikum Tata Negpra, (1983-1989) dan Deken
Dalam kecersanean, dalam suka cen da. Felaultas Hia (1988-1992) . Sekelun bexpilih rerjadi hekim
kanstitusi, Guru Besar Fakultas HiumUhiversitas Brawijaya ini
Iqustus 2003) . Ta terpilihmerjadi rekimkanstitusi MK atas usul
PresidenRI.

Di tengph skeptisre dan ketidekpercayean terhadep institusi
peadilan,

Vehkaneh Knstitusi acklsh harapen pencari keedilan,

begi mereka yarg hek-hek kanstitusiaslnya dinugikan.

Samoga. tidak mengecewakan.

A. Mikthie Fadjar
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Komentaré&Harapan
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Selagpi. herapen, ke depen perlu dipertinbergken

T _|..I mengatbengkean atau mamodifikasi perougisan undeng-
h undang (PUU) tidak hanya UU saja melainkan juga

merouji agpek kanstitusiaalitas sems janis peratran
perurdarg-undercan baik yang dibuet i Busat (eerlaku
secara nasianal) maupun di daerah (berlaku secara
regiael) sehingo terdapat kesatuen hukum (legal
wnity) dari semua pernundang-undangen  yeng dalam
pelaksanaarmya bermuara kepada konstitusi (UUD

23 H.A.S. Natabaya

Prof §H.
Natalbay#, S.H.,

LI MER

Setelah berjalan 3 talum, MK telah melaksanskan tiga
kewenangen dari empat kewenangan dan satu kewajilen. Dari
tiga kewenangan tersebut paling bartyak adalah kewenangan
Pergujian WU (PWU) den sengiketa PamiluIegislatif.

Kita tidsk mengharapkan perkara “inpeachment” diajuken
ke MK karera biayarya netel dilitet dari aspek apapn (persatuen
denkesatuenlargss, politik, yuridis, scsiclogis (sosial-ticya) ,
psikologis, den finensial) . Adkuplah da Presiden saja yarng di-
Inpeacht dalam sefjareh Repdbl ik yarg kita cintai ini . Kalau tch
kemurngkinan aken terjadi juoa inpeachment presiden dan/atau
wakil presiden, tenturnya dard sekarang MK harus marper—sigokan
hikum acaranya yang 1ebih rinci demikian pula dengan hukum
acara sefjenis dalam Peraturan Tata Tertib DER, DED, dan MER.
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G
Ayvam Jantan '

Konstitusi =

Untuk menjadi seekor anak ayam
sebutir telur perlu dierami

selama dua puluh satu hari

Untuk mencapai kematangan Mahkamah Konstitusi,

memerlukan masa pembelajaran

menurut hitungan tahun, bukan hitungan hari

Selama tiga tahun ini

nafsu mencari popularitas sejauh mungkin kita hindari

Dengan kesabaran dan kesadaran akan jati diri

kita bangun reputasi dan tradisi

Kita telah melangkah mantap dan pasti
“on the right track” dalam mewujudkan visi dan misi

Insya Allah, Mahkamah Konstitusi
akan bertumbuh menjadi

seekor ayam jantan, bukan menjadi telur mata sapi

H. Achmad Roestandi
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Iahir i Nogrmjuk, Jewa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gglar
sarjana hikum dard Fekiiltas Hikum Universitas Airlancgoa
(1977) . Gelar Master of Caparative Law (ML) diperolerya
cerd Southtem Methodist University, Dellas, Averika Serikat
(1981) . Doktar TinuHikimdiraihya dard Universitas Airlaomg,
Surakaya. Iamercajar di sejunlsh universitas di Tidoesia.
Perrsh merjakat seagai Dekan Fekultas Hikum Universitas
Bargkalan, Medura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RT
Utusan Daerah Jawa Timuar sebelum dipilih menjadi hakim
kanstitusi lewet val Presidn RI.

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI

This is just blind text, terasa balma tidak adarya
kewenangen Mahkameh untuk mengadili perkara pengaduan
kastitusiasl (castitutiarl anplaint) telshmercgkitatkan
laryek pencard keadilan (justitiabelen) permahanya ticek
et diterimaaliasN.O. (et atvarkelijk verklaard) .

Hal ini tentu saja mergurengi ideal negara hukim yarng
dardkatis (daoaatisde redisstaat) yargnagedi rah selurih
substansi UD 1945. sekab, dalam ideal negpra hukum yang
darckratis, perlindnoen terhadap hek-hek dasar warcp Necgra
merueekan salah satu tujuan utama yang hendak diwjudkan,
karera itulah Mehkameh diberikan kewereroen merguji underg-
underg tertedep underng-uceng desar (Judicial review) Jjika
termyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses
penbentikarmya bertentansen dengsn undeng-undeng Gasar.

Setelah tiga tahn berjalan, terasalalwa tidek adarya
kewenancen Mahkameh untuk mengadili perkara pengaduan
kastitusiasl (castitutiarl anplaint) telshmercpkibatkan
Tanyak pencari keadilan (justitiabelen) permdranya ticek
et diterimaaliasN.O. (et atvarkelijk verklaard) .

Hal ini tentu saja mergurangi ideal negera hukum yang
dandaatis (daoaatisde reditsstaat) yargmatedi rhsshunh
merueekan salah satu tujuan utama yang hendak diwajudkan,
karera itulah Mehkameh diberiken keweneroen merguji underg-
underg tertedep udeng-ucerng desar (Judicial review) Jjika
termyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses
penbentikarmya bertentansen dengsn undeng-undeng Gasar.

Setelah tiga tahn berjalan, terasalalwa tidek adarya
kewenancen Mahkameh untuk mencadili perkara pengaduan
kastitusiasl (castitutiarl anplaint) telshmercpkibatkan
Tanyak pencari keadilan (justitiabelen) permdranya ticek
et diterimaaliasN.O. (et atvakelijk verklaard) .

Harjono




Selama tiga talin Mehkameh Konstitusi telah mermnjukkan
prestasinya dalamnenyelesaikan perkara-perkara kanstitusianal
dengan terus menyempurnakan kinerjanya seiring dengan
meninokattyakesadaran berkanstitusi di kalangen mesyarakat. Hal
ini teroukti dard mekin meningkatrya perkara-perkara yang yang
masuk baik secara kuentitatif maupun kualitatif, di mera putusan-
putusan Mahkameh Konstitusi selalu direspon baik oleh pihak
penerintsheuon legislatif cen pitek-pitek yarg terkait, sehingga
dampak putusannya dapat dirasakan oleh segenap lapisan
nesyarakat .

Mergingat mesa bhakti lima tahin pertame hekim konstitusi
sudah hampir habis, padahal masih baryak pekerjaan yang harus
diselesaikan cen ditingkatken, mermjadi kewejilen moral egi Fekdm-
hekimkmstitusi yang sekarang untuk meletakken dasar-dasar kerja
yarg baik di bidang litigasi meupun administrasi, sehingog dapat
mewariskan hal-hal yang berguna dan dapat dirjadiken pedaven untuk

Dengen semencat tarnpa mernyerah dalammencari solusi dari
secpla “nmet rentenge negord” Mehkameh Kanstitusi, akan dapat
tetap berdiri kakah dalammenjalankan tugasiya sebecai pengeval
kaetitsi. IsyaAllsh. 3

Iehir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjara
hukum diselesaikan di Fekultas Hikm Universitas Tujuh
Belas 2gustus (1967) . Karir seoacpi hekim telsh ia jalani
selam 35 tahn sejak 1968 dergpn berlecpi posisi . Taperreh
mergikutl perdidikendi fstitit Ttenatianal d/Adnnistratian
Rublique, Paris (1989) dan Judicial Training Australia

(Federal (ot of Australia) . Savpat merjadi pencgjar di
beergea universitas di Surakaya. Jabetan terakhinya achlsh
Ketua Pergpdilan Tinogi Tata Ussha Necpra Surabaya. (2002-
2003) sekelundipilihmaTjedi lekimkanstitusi lewat usulan
Mahkameh Aqung.
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‘ ‘ This is just blind text, terasa balwa tidak adarya
kewenangan Mahkameh untuk mengadili perkara pengeduan
kastitusiasl (aastitutiarl anplaint) telshmecekilatkan
baryak pencard keadilan (justitiabelen) pemchaarnya tidek
Cheet diterimaaliasN.O. (et atvakelijk verklaard) .

Hal ini tentu saja mergurergl ideal negara hukum yerng
dadkatis (daoaratisde reditsstaat) yargmagedi rhselhimh
Substansi UD 1945. sebab, dalam ideal negara hukum yang
dardkratis, perlind rnoen terhedsp hek-hek dasar werca Necpra
merupekan salah satu tujuen utane yang hendak diwajudkan,
karena itulah Mehkaneh dileriken kewenanopn nenguji underg-
undarg tertedap udarg-undarg desar (Fudicial review) jika
temyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses
pententukarmya bertentangen dengen undang-undeng dasar.

Setelah ticp tahn berjalan, terasa balwa ticek adaya
kewenancan Mahkameh untuk mengadili perkara pengaduan
kastitusiasl (aastitutiar] anplairt) telshwecgkilatkan
baryak pencard keadilan (justitiabelen) pemdhoenya tidek
Capet diterimaaliasN.O. (niet atvarkelijk verklaard) .

Hal ini tentu saja merngurangl ideal necpra hukum yerng
dardkratis (damoaratisde reditsstaat) yargmatedi rhsehimh
merupekan salah satu tujuen utane yang hendak diwajudkan,
karena itulah Mehkaneh dileriken kewenanopn nenguji underg-
undarg tertedsp udarg-undarg desar (Fudicial review) jika
temyata ketentuan undang-undang itu dan/atau proses
pententukarmya bertentangen dengen undang-undeng dasar.

Maruarar Siahaan
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ILshirpeda tangmpl 16 Desanber 1942. Gelar sarjara hukumdiraih
i Fakultas HkumUniversitas Tidresia (1967) . Magikutd perdidiken
hukum intermasional dan perbandingan hukum di Intermational
Qnparataive Law Gaiter South Westem Lepl Fan-catian, thiversity
of Texas, Dallas (1976) , Up Gradinghakim negara begian Arerika
Serikat di Natio1ml llee far State didiciary, University of Nevedh,
Reo (19%) , VisitingSdvlar, Sdool of Iaw, University of Glifamia,
Berkeley (1990-1991) , dan Jidicial Qrientatian, New Santh Wiles,

alb

Jdudicial Gomissian, Wollapgayg, Australia (1997) . Magalani kardir
seloacpi hakim di peradilan unm. Rosisi terakhir sebelumdipilih
mergjadi hakim kanstitusi lewat usulan Mehkameh 2Zoung yaitu Ketua
Perppdilan Tinogi Bergiullu,



‘ ‘ Setelah tica tahin berjalan, terasa balwa tidek adaya
kewenangen Mahkameh untuk mengadili perkara pengaduan
kastitusiasl (aastitutiarl anplaint) telshmercgkitatkan
Yearyyak pencard keadilan (Fustitiabelen) pemchaanya tidsk
caeet diterdmaaliasN.O. (niet atvarkelijk verklaard) .

Hal ini tentu saja mengurandi. ideal negara hukum yang
danckratis (democratische rechtsstaat) yerg menjadi rch
seluruh substansi UD 1945. Seheb, dalam ideal negpra hukum
yarg davckratis, perlindingen terhadap hek-hek dasar warca
negara nerupakan salah satu tujuan utama yang hendak
diwujudkan, karena itulah Mehkameh diberikan kewenanoen
menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
(Judicial review) jika temyata ketentuen udang-underng itu
dary/atan proses penbentikarrya bertentaroen derpen underg-
underg dasar.
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Iehirdi Bargli, Bali, 24 Desanber 1961. Meraih oelar sarjara
hikmdari Fakultas HkumUniversitas Wayare, Bali (1987) . Sejek
1988 merjadi pencpjar di almemetentya itu. Padidikan S-2 Hikum
Intermasiarl diselesaikarmya di thiversitas Padjajaran, Banding

(1994) . Rosisi terakhir sdeehmterpilihmamedi bekimkarstitusi lewet

usulan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Anggota Majelis
Permusyawaratan Rekyat RT Utusan Deerah Bali (periode 1999-2004) .

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI



IHSnbentukan MK




Hans Kelsen, penggagas ide Mahkamah

Secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)
diperkenalkan oleh pakar hukum Austria Hans Kelsen (1881-1973).
Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional
tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ
selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguiji apakah suatu
produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak
memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut
tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti
pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi (constitutional
court), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang
(judicial review) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya
Mahkamah Agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat

2 8

menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak
konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.
Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi
menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam
bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus kongkret ketika
menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional
sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Pada tahun 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan
kewenangan menangani sengketa yuridis terkait dengan
perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah.
Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong
yang diberi
Verfassungsgerichtshoft atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional

dibentuknya suatu lembaga nama
Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga
model ini sering disebut sebagai The Kelsenian Model. Gagasan
ini diajukan ketika Kelsen diangkat
sebagai anggota lembaga
pembaharu Konstitusi Austria
(Chancelery) pada tahun 1919 -
1920 dan diterima dalam Konstitusi
Tahun 1920. Inilah Mahkamah
Konstitusi pertama di dunia. Model
ini menyangkut hubungan antara
prinsip supremasi konstitusi (the

principle of the supremacy of the

»
Muhammad Yamin, sempat meng-
usulkan adanya lembaga penguji

UU di luar MA, namun usul tersebut
ditolak oleh Soepomo.

Constitution) dan prinsip supremasi
parlemen (the principle of the
supremacy of the Parliament).
Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah
Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia
ketatanegaraan. Sebagian besar negara hukum demokrasi yang
sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang
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berdiri
Mahkamah Agung. Hingga saat ini baru

sendiri terpisah dengan
terdapat 78 negara yang membentuk
mahkamah ini secara tersendiri. Negara-
negara ini pada umumnya adalah
negara-negara yang mengalami
perubahan dari otoritarian menjadi
negara demokrasi.

Ide Hans Kelsen mengenai pengujian
undang-undang di atas sebangun
dengan usulan yang pernah diungkapkan
oleh Muhammad Yamin dalam sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). la
mengusulkan bahwa seharusnya Balai
Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk
“membanding” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin
ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa (i) konsep dasar
yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep
pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep
pembagian kekuasaan (distribution of power); selain itu, (i) tugas
hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguiji
undang-undang; dan (i) kewenangan hakim untuk melakukan
pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep
supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga ide akan
pengujian UU terhadap UUD yang diusulkan oleh Yamin tersebut
tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Perwujudan gagasan pengujian undang-undang terhadap UUD
mengalami proses panjang. Sebagai awal perwujudan gagasan
pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) oleh
Mahkamah Agung, dimulai dengan pemberian kewenangan
kepada MA untuk menguiji secara materiil peraturan perundang-
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Gedung MPR sebagai saksi proses perubahan UUD 1945.

undangan (dibawah UU) dengan diterbitkannya Ketetapan MPR
Nomor VI/MPR/1973. Kemudian diterbitkan pula Ketetapan MPR
Nomor llI/MPR/1978 yang mengatur hal yang sama. Baru, pad
ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, MPR diberi kewenangan
untuk menguiji UU terhadap UUD. Tetapi praktek ini tidak dapa
disebut sebagai judicial review mengingat bahwa MPR tida
termasuk dalam cabang kekuasaan yudisial. Praktek ini, lebih
merupakan legislative review. Dan sampai masa berlakuny
Ketetapan MPR nomor [1I/MPR/2000 berakhir, MPR tidak pernah
melakukan praktek pengujian tersebut karena memang tidak ada
mekanisme yang memungkinkan penguijian tersebut secara teknis
dapat dilaksanakan.

Kemudian seiring dengan momentum Perubahan UUD pada
era reformasi (1999-2002), ide pembentukan MK di Indonesia
makin menguat. Gagasan pembentukan MK ini didorong oleh
adanya alasan:
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1. Bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya
ketentuan sebagai akibat Perubahan UUD 1945, menyebabkan
potensi sengketa antarlembaga negara menjadi semakin
banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari
supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak
ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi
kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa
antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga
yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.
Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang
demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang
berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD.

3. Ada kasus aktual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu

pemakzulan (impeachment) Presiden K.H. Abdurrahman Wahid

Salah satu ruang di Hotel Santika Jakarta sempat menjadi kantor sementara MK

0

Pembentukan MK

dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada Sidang Istimewa
MPR Tahun 2001. Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran
untuk mencari cara agar ada mekanisme hukum yang
membingkai proses pemberhentian Presiden (dan/atau Wakil
Presiden) yang tidak didasarkan atas alasan politis semata.
Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga
yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh Presiden (dan/atau Wakil Presiden) yang dapat
menyebabkan Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat
diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Proses pembentukan MK-RI

Panitia Ad Hoc (PAH) | Badan Pekerja (BP) MPR yang bertugas
mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 sebelum
diajukan ke dalam sidang-sidang MPR membahas gagasan ini
secara intensif. Akhirnya setelah melalui pembahasan yang
mendalam, dengan mengkaji berbagai lembaga pengujian
konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta
mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar
hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga ini dapat disahkan
pada Sidang Tahunan MPR 2001 sebagai salah satu hasil yang
dimuat dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Ketentuan mengenai
lembaga ini yang diberi nama Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut MK) ini dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C
UUD 1945.

Mengingat lembaga ini membutuhkan waktu untuk
pembentukannya, PAH | BP MPR merumuskan Pasal Il Aturan
Peralihan UUD 1945 yang menegaskan batas waktu paling akhir
pembentukan MK pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk
segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Rumusan ini kemudian disahkan dalam Sidang Tahunan MPR
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MK sempat berkantor di Lantai 4 dan Lantai 12A Plaza Centris di JI. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan sebelum pindah ke JI. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

2002 dan menjadi salah satu materi Perubahan Keempat UUD
1945,

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat
konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas
Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya
RUU tersebut dapat disepakati bersama oleh pemerintah bersama
DPR dan disahkan dalam siding paripurna DPR pada tanggal 13
Agustus 2003. Pada hari itu UU tentang MK ini diundangkan oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran
Negara pada hari itu juga dan diberi Nomor UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang MK (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu,
Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK-RI dan
sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk
lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah
yang kemudian disepakati para Hakim Konstitusi menjadi hari lahir
MK-RI.

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu
pada prinsip keseimbangan antarcabang kekuasaan negara,
dilakukan rekrutmen Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh tiga
lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan MA. Setelah melalui
tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-
masing lembaga tersebut, DPR, Presiden, dan MA menetapkan
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tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya
diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan
sebagai Hakim Konstitusi.

DPR mengajukan nama-nama Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H., Letien TNI (Purn) H. Achmad
Roestandi, S.H., dan | Gede Dewa Palguna, S.H.,

M.H. Presiden mengajukan nama-nama Prof. H.
Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.
Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono,
S.H., M.C.L. Adapun MA mengajukan nama-nama Dr. H. Mohamad
Laica Marzuki, S.H., (sekarang bergelar profesor), Maruarar
Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. Masa jabatan Hakim Konstitusi
adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pada tanggal 15 Agustus 2003, pengangkatan Hakim Konstitusi
untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia
ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003
yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim
Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003 disaksikan
Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputi. Sehubungan dengan
itu, Ketua MK-RI Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. dalam berbagai
kesempatan seringkali mengatakan bahwa dirinya memulai bekerja
sebagai Ketua MK-RI hanya dengan bermodalkan tiga kertas, yaitu
UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Keputusan
Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003. Setelah mengucapkan
sumpah, para Hakim Kontitusi langsung bekerja menunaikan tugas
kontitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para Hakim
Konstitusi membutuhkan dukungan teknis administrasi aparatur
pemerintah, baik yang bersifat teknis administrasi umum maupun
administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya
dukungan teknis administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretariat
Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris
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Pesawat handphone Communicator milik Ketua MK yang menjadi alamat pertama MK.

Jenderal MPR, sejumlah pegawai Sekretariat Jenderal MPR
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional
para Hakim Konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala
Biro Majelis MPR Janedjri M. Gaffar ditetapkan sebagai Pelaksana
Tugas (PIt) Sekretaris Jenderal MK-RI sejak tanggal 4 September
2003 hingga 31 Desember 2003. Dalam perkembangannya pada
tanggal 2 Januari 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri secara
definitif menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai
Sekretaris Jenderal MK-RI.

Sejalan dengan itu ditetapkan pula Kepaniteraan MK-RI yang
mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang
MK-RI di bidang administrasi yustisial. Di bidang ini, Panitera
bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran
permohonan dari para Pemohon, pemeriksaan kelengkapan
permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan
membantu pelaksanaan persidangan MK-RI. Bertindak sebagai
Pelaksana Tugas (PIt.) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK-RI

d Pembentukan MK

adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif
digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Kewenangan dan kewajiban MK-RI

Secara konstitusional, MK-RI memiliki 4 (empat) kewenangan
dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C dan
Pasal 7B UUD 1945. MK-RI berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguii
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

MK-RI berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, susunan MK-RI terdiri atas seorang Ketua
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan
7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi. Kesembilan Hakim
Konstitusi mengadakan acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
MK-RI pada rapat MK-RI pertama pada tanggal 19 Agustus 2003
bertempat di ruang rapat Ketua MA di Gedung MA, Jakarta. Dalam
pemilihan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi tertua Letjen TNI
(Purn) H. Achmad Roestandi, S.H. dan menggunakan sistem
pemungutan suara itu, pada mulanya hadir 8 (delapan) Hakim
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Konstitusi karena Hakim Konstitusi Dr. Mohamad Laica Marzuki,
S.H. (sekarang bergelar profesor) berhalangan hadir karena sakit.

Berdasarkan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK
yang sebelumnya telah disepakati para Hakim Konstitusi, dilakukan
dua tahap pemilihan, yaitu tahap pertama pemilihan Ketua dan
tahap kedua pemilihan Wakil Ketua MK-RI. Demikian pula
disepakati bahwa Hakim Konstitusi yang memperoleh suara
terbanyak terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK-RI. Setelah
dilakukan pemungutan suara, akhirnya terpilih menjadi Ketua
adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. yang memperoleh lima
suara. Adapun Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. menjadi Wakil
Ketua dengan perolehan lima suara, setelah dilakukan tiga kali
pemungutan suara karena pada dua kali pemungutan suara
sebelumnya Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. dan Dr. Harjono,
S.H., M.C.L. masing-masing mendapatkan empat suara. Dalam
pemungutan suara tersebut para Hakim Konstitusi menuliskan
pilihannya pada selembar kertas yang kemudian dimasukkan
dalam tas hitam milik Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

Setelah terpilih pimpinan MK-RI, Ketua dan Wakil Ketua MK
melakukan kunjungan kehormatan kepada jajaran pimpinan
lembaga-lembaga negara pada Agustus-September 2003.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan diri
sekaligus mendorong terjalinnya hubungan baik, saling pengertian
dan kerjasama antarlembaga negara dengan tetap menghormati
kemandirian masing-masing lembaga negara. Kunjungan tersebut
dilakukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Wakil
Presiden Hamzah Haz, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan pimpinan MPR lainnya, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ir. Akbar Tanjung dan pimpinan
DPR lainnya, serta Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Prof.
Dr. Satrio Budihardjo Joedono dan anggota BPK lainnya.
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Suasana Sidang Pleno.

Berdasarken keterttuen Pasal 24Cayat (1) dan (2) UD 1945, yarg
kemudian diatur pula dalam Pasal 10 ayat (1) den (2) Undarg-Undarg
r 24 Talun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) , MK
i1iki empat kewenangan dan satu kewajilan. Keanpat kewenangen
tersshuit achlahneoedili pech tirgkat pertama dn terakhirub knerg gi
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memitus sengketa
kewerenoen lenteca necara yerg kewerancarrya dilerikan oleh Undarng-
Dasar, memitus pamoubaren partai politik, dan memutus
isihan tentang hasil pamilihen unm. Sedanokan kewajien MK
adalah memberikan putusan atas pendapat Dewen Perwaki lan Rakyat
1 dugean pelangoaran oleh Presiden dan/atau Wekil Presiden
Undarg-Undarng Desar.

Seoecpi lartaca peradilan, pelaksansan keweranoen MK di lakiken
berdasarkan permohonan yeng disampaikan kepada MK sesuai dengen
hukim acara yarng diatur dalam Undang-Undang Nonor 24 Talim 2003
tentang Mehkameh Kanstitusi den Peraturan Mehkameh Kanstitusi yarng
dibuat untuk melengkapi. underg-undarg tersehut . Selars tica talin
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keloeradaan MK, permchonan yarng diterine neliputi ticga kewenangen
MK, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
serpketa kewenercan lentech necara, den perselisihen hesil pamiliten

unm.

A PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR

Selama wektu tica tahn sejek parbentukaryya, MK telsh menerima
86 permohonan perkara pengujian undeng-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Hingoa saat ini, dard 86 permohoren penourjian undang-
undarg terhecap Undang-Underng Dasar tersaaut telah diputus seoaryak
81 perkara (94,19%) , dan sisanya sebaryak 5 perkara (5,41%) mesih
dalam proses pareriksaan.

Perkara-perkara pargujian undeng-undarg tertadep Udeng-Undarng
Dasar yang telah diputus tersebut dapat dibagi menjadi 4 macam
berdasarken putusanrya, yaitu putusan yang mernyataken pemdhaeanya
dikalulkan, putusan yang meryataken pemchanarya ditolak, putusan
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yargnenyataken pemdharerya ticek dapst diterima, den putusan berupa
peretapen perarikan kanali permchonan oleh pandhon. Putusan yarg
mertyatakan permchonen dikaloulkan adalah seoartyak 24 perkara atau
29, 63%, putusan yang menyatakan permohanan ditolak sebeartyak 24
perkara atau 29, 63%, dan putusan yearg meryatakan permohonen tidek
dapat diterimga sebaryak 27 perkara atau 33,33%. Sedangkan putusan
berupa peretapen pararikan kenoali adalah 6 perkara atau 7,41%.
Butusan MK kersifat final denmengikat. Dalam putusan MK-1ah
dapat diketahi apskeh suatu ketanuen undeng-urdarg yarg dindharkan
bertentancen atau tidek dengen Undarng-Undang Desar. Hal ini dengen
dalam UD 1945 ditafsirken terkait dengen ketentuen underng-underng
varg dindaken tersdat. Di sisi 1ain, kares paisen MKlersifat firel
dan mengikat, meka putusan MK yeng mengaloulkan suatu permohonan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik
mengabulkan sebegian meupun selurdlnya, dengan sendirinya telah
mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan meryatakarrya
bertentangen dengen D 1945 dan tidek memiliki kekuatan hukim
mergikat. Oleh karem itulah putusan yerng mencelulken tersaaut harus
dimuat dalam Berdta Negara dalamwekiu 30 hard sejak dilacskan agar
diketahui oleh mesyarakat umm. Putusen MK mulai berlaku sejak saat
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setelah dilacekan dalam sidang pleno paracasn putusan yang tertuka
itk unum. Bagi putusan yeng mersgioulken permchaen, hal ind berarti
sejak setelah pantacaan putusan tersdaut, ketentuen undang-undang
Cen werca negara tidek lagi dapat mamjadikarmya sebacai dasar hukum
kebijekan atau tircekan.

Di sisi lain, terdapst banyak putusan MK yang walaupan aneniya
adalah meryatakan permchaen ditolak atau pemchaen ticek diterdims,
namn menuat substansi yang penting terkait dengen perafsiren UD
1945, Rutusan ini misalrya adalah Rutusen Perkara Naror 012/B0U-111/
2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahin 2004 tentang
APEN Tahim Anggeren 2005 den Putusan Perkara Nomor 058-059-060-
063 /FUU-T1,/2004 den Rerkara Noror 008/EUJ-ITT/2005 tentang pergujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surber Daya Alr.

Hingog saat ini, ketentuan undang-undang yang dirnyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mergikat oleh putusan-putusan MK yarg aerya mergebulken meliputd
17 uderg-udarg. Tujuh kelas udbrg-underg tersdaut adalah:

No UNDANG-UNDANG TENTANG

UU Nomor 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan
UU Nomor 22 Tahun 2001 Migas
UU Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran

UU Nomor 12 Tahun 2003 Pemilihan umum

UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

o A W NP

UU Nomor 16 Tahun 2003 Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang terorisme

Pembentukan Prov. Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat,
Kabupaen Paniai, Kabupaten Mimika, Kab. Puncak Jaya
dan Kota Sorong;

Advokat

7 UU Nomor 45 Tahun 1999

8 UU Nomor 18 Tahun 2003

9 UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi

Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

10 UU Nomor 5 Tahun 2004
11 UU Nomor 37 Tahun 2004

12 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

13 UU Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional

14 UU Nomor 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan Nasional

15 UU Nomor 13 Tahun 2005 | APBN Tahun Anggaran 2006

16 UU Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

17 UU Nomor 31 Tahun 1999

37



1 Ketentuan Undang-Undang yang Dinyatakan
Bertentangan Dengan UUD 1945

Listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

a. Undang-Undang Naror 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Putusan pergujian terhadap Undeng-Undang Naor 20 Tahun 2002
Perkara Naror 001-021-022/PUU-1/2003 tangoal 15 Desarber 2004 dan
telah dimuat dalam Berdita Negara Naror 102/2004 tangogl 21 Desarber
2004.

Ketentuan yang dipendang bertentangan dengan UD 1945 pada
dasanya adalah kansideran ‘Meninkerng” hivuf bdan ¢, Pasal 16, 17
ayat (3), serta 68 WJ Keteraeplistrikan yaitu sistem uibrdling yarg
i atara sektar-sektar pabargdt, tranamisi, dndistrilusi,

Listrik merupsken calerg produksi yarg penting kegi negara
menincang luruf a WU Ketenagalistrikan yang menyebutkan, “balma
tar listrik saxpt bemenfaat untuk maajukan kesejahteraan unm,

dan gpiritual berdasarkan Pancasila dan Udbrng-Udarg Dasar 1345 .
Oleh karena itu, sesuai dengen Pasal 33 ayat (2) UD 1945 cabang

Permasalahen yarng mnaul kemudian adalsh becpinera
“dikuasai oleh Neggra” . Dalamputusan ini, Mehkarsh meryataken betwa
Pasal 33 ayat (2) WD 1945 manpuyai daya berlaku normetif saoacai
ekt

1 Konstitusi manberikan kewensnoen kepada negpra untuk nenguasai
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yarg
merguesal hejat hidup ararg beryek;

2 Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan
den yargmergesai hejat hidp ararg beryek. Paca caarg prodiksi
yarg jenis produksinya belum ach atau baru aken divusaheken, yearg
Jenis produksi tersdaut penting kegi negara denmerguasai hejat
yaitu necara mergusahekan sendivi denmerguasal caloang produksi
terssaut serta pach seat yang bersamean nelarang perarancen ataul
swasta untuk mengusalhekan caloang produksi. tersdout;

3 Padh caargprodiksi yarg telah divsshekan oleh perarancen atai
swesta dan termyata prodksinya pentingbegi negara danmerguasai
hejet hidp ararglayek, atas kewereroen yarg diberikan oleh Pasal
33 ayet (2) UD 1945, necara dapat merpanbi 1 alih calearg prodiksi

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI



Ketentuan UD 1945 yang manberikan kewenangen kepada necpra
untuk merpuasai. calerg-caberg produksi. yarng penting begi negera den
menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimeksudkan demi
kekuassan samata dari necara, tetapi mempunyai meksud agar negara
dapat memenuhi kewajibamnya sebagaimana disebutkan dalam
Parboukaan UD 1945, “....melindingd segengp bargsa Indonesia dan
seluruh tinpah darah Trdanesia dan untuk mamajukan kesejahteraan
unm..” dan Juop. “memriuckan suatu keadi 1an sosial begi selurih rakyat
Idoesia” . Misi yarg terkanding dalam penguassan necpra. tersaout
dimeksudkan balwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap
caleerg produksi yeng dikuasainya itu untuk memeruhi tica hal yang
merjadi kepetincenesyarakat, yaitu: (1) ketersedisanyargakp, (2)
distribusi yargerata, dn (3) terjargkarya berga begi ararg beryek.
Hiorgen antara perguesean negera. atas cabarg produksi. yerg perting
begi. negara den hejat hidup arang beryek, sertamisi yarg terkandag
dalam penguasaan negara nerupekan keutuhan paradigns yarng diarut
olehUD 1945, kehken dapat: dikataken seoegpi cita hikum (rechtsides)
dard UD 1945. Dengen damikian jelas alwa UD 1945 tidsk mamilih
sistem ekanani. pasar untuk nencapai. cita hukum tersdout sdoacpinera
teroarmin Gelam Pasal 33 ayet (4) .

Berkataan “dikiesai oleh necpra”
haruslah diartikan mencakup mekna
pergussaan oleh necpra dalamarti lues
yang bersumber dan berasal dari
knsepsi kedatlatan rakyat Tndoesia
atas secpla surber kekayean Yo dan
air cn kekayaan alan yarg terkardrg
di calanye’, temesikpula di delanya
peroertian kepami likenpiolik aleh kalektivitas rekyet atas sunber-snber
kekayaan dineksud. Rakyat secara kolektif dikanstruksikan oleh D
1945 memberikan merdat kepada negara untuk mengadakan kebijakan
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(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad) , pengaturan
(regelendaad) , pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarmya kemskmuran
1k,

Fungsi pengurusan (bestuwrscaad) oleh negara dilakukan oleh
parerintah dengen kewenanoarrya untuk mengeluarkan dan mencalut
fesilitesperizirm (ergumiry), lisasi (licatie), dnkaeesi (@aressie).
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakikan melalui
kewerercen legislasi oleh DER bersama dergen Parerdintah, den regulasi
melalui mekanisre pemiliken saham (share-holdirg) den/ataumelalui
keterlilatan langsung dalamnensjeren Bacen Usaha Milik Neggra atau
Baden HikimMilik Necpra seoacpi. instrumen kelenbacpen melalui mera
negara mendayagunakan penguasaarttya atas sumber-suroer kekayaan
itk digrekenlegi seoesar-besanya karekmuran rakyet . Damikian
pula furpsi pergewesan oleh necpra. (toezichthoudensdaad) dilakuken
oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar
pelaksareen parguessan oleh negpra atas caberg produksi yerg penting
dary/atan yarg werguesai. hejat hidip arang beryek dineked berer-berar
dilakikan untuk sehesar-besanya kaskmran seluruh rakyet .

Dalam kerangka pengertian tersebout, penguasaan dalam arti
Jpublik berkenaan dengen caberng-cabeng produksi yeng penting begi
regpra dery/atau yerg merguesad hejat hidip ararg beryek yerg menmut
ketentien Pasal 33 ayat (2) UD 1945 dikuasai olehnecara, tercantrg
Yarg harus dikuasai oleh negara adalah calang-calerg produksi. yang
dinilai pentingkegi necpra dary/atau yarg mergesai hejat hidip ararg
Leryek, yaitu: (i) catargprodksi yerg pentingbegi necara denerguesai
Tejat hidpararglanyek, (i1) pentingbegi necpra tetapi. ticek mergesai
tejat hidp ararg banyek, atau (111) tidsk pertirg begi negara tetapt
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Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai Ahli memberikan keterangan dalam sidang
Pengujian UU Ketenagalistrikan.

menguasai hajat hidup orang aryak. Ketigarya harus dikuasai oleh
necara dan diperaunekan untuk seboesar-besarya karekmiran rakyat .
Nemun penentuan tersaout kenoali kepada keputusan Parerintah
bersama lentaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan
suatu caberg produksit it dindlad penting kegi negpra dany/atau yerg
i hejjat hidup arang keryak. Cabarg produksi. yerng peca. suatu
vekiu penting begi negara denmerguesai hejat hidp arargenyek, paca
ticek lagi menguasai hajat hidup arang keryek. Dalamhal ini Mehkaeh

Jika cdagprodiksi lisrik sooph-sroghdindlai oleh Barerdirtsh

bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan
mengewasinya agar sungouh-sungouh dipergunsken untuk sebesar-
besarmya kemekmiran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu
menpertahankan tingkat perguasaan oleh negara dalam pengelolaan
cargproduksi. 1istrik dimeksud. Oleh seeb itu, necpra tidek berwarerg)
memiliki sahem dalam suatu badan usaha yang menyanckut calbeng-
cbarg prodiksi yarg pertirg begi negara dan/atan yargmergesad. begat

dalam Pasal 33 ayat (4) UD 1945, yang meryatakan, “perekananian
nasiarl diselenggarakan berdasar atas damokrasi ekanami dergan
Jxinsip kebersarean, efisiensi berkeadi lan, berkelatjutan, berwenasan
Lirgkrgen, kererdirian, serta dergen marjage keseinbargen kemejuen
abn kesatven ekanani nasiarl” , weka parguasaan dalamarti pamilikan
harus 100%, asalken perguasaan oleh necpra atas pergelolaan sunber-
tetap menentukan dalam proses penganioi lan keputusan atas penentuan
keloijaken dalambeden usate yarg bersargkutan, neka divestasi atapn
recara yarg bersargkutan tidek dapat dianggep bertentangen dergen
Pasal 33 UD 1945.

Dergen damikian, ketentuen Pasal 33 UD 1945 tideklsh menolak
untuk menjadi. penentu utame: kebijakan usaha dalam cabeng produksi
yargpentingegi negpra dan/ataumerguesai hejat hidp arerg beryek.
Pasal 33 UD 1945 juga tidek menolak ide konpetisi di antara para
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pelakuusaha, separjang karpetisi itu tidek meniadekan penguasaan
oleh necpra yarng nmencakup kekuasaan untuk mencptur (regelaxkad) ,
mergurus (bestuursdaad) , mengelola (beheersdaad) , dan mengewasi
(toezidithadnsthad) cabarg-caleargprodiksi yarg parting begi necpra
cen/atau yarg mergusai hejat hidup ararg beryek untuk tugjuen sebesar-
Pesarrya kemekmiran rakyat .

prodiksi yarg penting begi negera den merguasai hajat hidup orerng
leryak, meka merunut Pasal 33 ayat (2) TUD 1945 harus tetap dikuasai

Demo menolak UU Ketenagalistrikan di depan gedung MK.

olehracpra, dalamarti harus dikelola oleh necpra melalud perusahean
necpra yarg didenai oleh penerintah (negpra) atau dencen kemitrasn
bersama swasta nasianal atau asing yang meryertakan derna pinjanen
Gard dalamden luer negerd atan dangennel ikatkanmodel swestaresiasl/
asing derpen sistemkemitraan yarg baik den saling mergunbungkan.
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Hal ini berarti batmwa harya BN yarg boleh mengelola usaha
tearecp listrik, sedangkan perusalean swesta resiasl atau asing haya
ikt serta apelila diajsk kerjasams oleh BV, baik dengpn kemitraan,
penyertaan saham, pinjarennodal den lain-lain. Perscalarya adalah
hartyalah BUMN, dalamhal ini PIN, ataukah bisa dibegi dengen
perusahean necpra yarg lain, kehken dengen perusahean deersh (BIVD)
sesuai dengan savencat otanami. deerah’? Mahkameh berperndapat, jika
PIN meneng mesih mempu dan bisa 1ebih efisien, tidsk ada salahiya
jika tuggs 1tu tetap diberiken keeedh BN, tetani jika
tidek, dapat Juga bertegi tugas derpen BIW lairrya
atau BUVD dengan PIN selagpi “holding aanpary” .

Bahkan dengan menujuk pandangen Hatta dan
percercen para ahli tantang patjabaran Pasal 33 UD
1945, meka nmekra dikuasai oleh necpra ialsh kelwa
terhadap caloang prodiksi yang telah dimi1iki oleh
negara, maka negara harus memperkuat posisi
perusahean terssout agar kamudian secara bertahap
akhinya dapat meryediakan sendird keboutuhen yarng
merupakan hajat hidup orang banyak dan
mengoentikan kedudukan perusahsan swasta, baik

Selain itu, uhk meryelanetkan denmelind rgi
serta nerpaterckan lebih larjut perusahean negara

(BUMN) sebagei aset negara dan kergsa agar 1ebih
sehat yang selama ini telah berjasa
pelayaren kelistriken kepedanesyarakat, barpsa, denresera Irdresia,
baik yang beraspek karersiil meupun non-kamersiil sdoagale
perouBsaan necara, sehingop ketentuen Pasal 16 UJ
yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha
keterecplistriken (utadling systan) darppnpelaku usala yarg berbech
akan semekin memouat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada
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yarg bersifat kaversial maupn non-karersial . Dengen damikian yeang
aken merugikan mesyarakat, bengsa den necpra. Ketevanoen ahli yang
Ercea, Averika Iatin, Korea, danMeksiko, sistem unbudlingdalam
efisien dan malah menjadi leban berat bagi negara, sehingmgm oleh
karenarnya Mahkameh berpendapat belwa hal tersaut bertentangen
dencen pasal 33 UD 1945. Cabarg produksi dalam Pasal 33 ayat (2)
UD 1945 di bideng keteracalistrikan harus ditafsirken sebecpi satu
kessthen antara pentargkit, transmisi, dndistrdbosi.

pada dasarmnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU
akan tetapi karena pasal pasal tersdout merupskan Jjantung dard WU
Ketenagalistrikan dan seluruh paradigma yang mendasari UU
opn sistem uburdlingyerg tercermin dalamkansideran ‘Meninterg”
ruf b den c Wketascplistrikan. Hal tersdour tidsk ses |l daopn jiva
savencpt Pasal 33 ayat (2) UD 1945 yarg merupekan nome dasar
conamian nesianal Indoesia. Dengen damikian, meskipun harya
tersdaut mengekilatkan TUNo. 20 Talin 2002 secara keselunian
idek dapat dipertahankan, karena akan meryacalken kekacauan yerng
Guna menoegeh tintulnya kesalahpshamen dan keregu-raguan yerg
' tintulrya kesan tidek adarya kepastian hukumdi biderng
istrikendi Tndxesia, sesai dengen Pasal S8 WUMK, Pubusan
Konstitusi mempunyai akibat hukum sefjak diucapkan dan
laku ke depen (prospective) sehingog tidek mempunyai daya laku
bersifat st (retroactive) . Deppndanikian, samaperjarianatal

kotxek dn ijinussta di bicagketaepl isriken yarg telsh ditacetacan

Demo menuntut dicabutnya UU Migas di depan gedung MK mewarnai proses
pemeriksaan persidangan.

Tahin 1985 tentang Ketereopl istrikan berlaku kendoal 1 karena Pasal 70
W Keterecplistrikan yarg meryatakan tidek berlakuma UWNo. 15 Tehn
1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dengan dinyatakannya keseluruhan UU
Keterpcplistrikan tidek menpuryai kekuatan hikumnengikat, disararkean
agar parbentik underg-undarg menyiapkan RIU Keteregalistrikan yarg
karu yarng sesuai dengen Pasal 33 UD 1945.

b. UU Narnor 22 Tahun 2001 tentang Minyak den Gas Bumi

BPutusan paengurjian terhadap Undang-Undang Naror 22 Taln 2001
tentang Miryak dan Gas Buni (WU Migas) merupakan Putusan Perkara
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Naror 002/B0J-I,/2003 tanogal 21 Desarber 2004 den telzh dimet dalam

Berita Negara Nerror 01/2005 tancggl 4 Jarierd 2005.

Yang dinyatakan bertentangan dengan UD 1945 dan tidak
menpuyai kekuatan hukimmengikat dard WUMigas berdasarkan putusan
ini adalah Pasal 12 ayat (3) separgjang mengenai kata-kata “diberi
wewenang'”’, Pasal 22 ayat (1) separjarg mergenai kata-kata “paling
benyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) yargberbuyi “ (2) Harop Bahen
Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme
persaingen usahe yarg shet danwajar; (3) Pelaksanean kebijeksarean
heroa sekegainena dimeksud dalamayat (2) tidek mengurangi tanggung
Jjaweb scsial Parerintsh terhadep cplaren nesyarakat tertentat’ ;

Rutusan ini didasarken peck pertintencen pergertian penting yerg
terdapat dalamPasal 33 ayat (2) den (3) WD 1945, yarg neryatakan:
1 Ayat (2) : “Cabarg-caberg produksi yang penting begi negara dan

yargmerguesai hejat hidp ararg keryek dikuasai olehregara’;

2 Ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayean alam yarg terkandung di
dalanya dikuasal oleh necpra den diperg rekan untuk seoesar-besar
kamekmuran rakyat” ; Meninkerg ketwa titik pusat dard permesalaben
yarg terkandung dalam Pasal 33 UD 1945, khususya seoegaimena
tertuang dalamayat (2) dan (3) yeng dijadikan dasar permoren
Para Bardm, adblsh terletak pech kata-kata “dikesal dlehrecgra”,
meka Mahkameh terlebih dahuilu harus menjelaskan pengertian
“dikuesai clehnecpra” delamPasal 33 ayet (2) dn (3) tersdait;

Parertian “dikesai alehrnecpra” yarg digrekan acelah paroertian
sebagaimena tertuang dalam putusan Mahkameh Nomor 001-021-022/
BUJ-1/2003. Parertian “dikuesal cleéhrespra’ harya diartiken seoagpi
pamiliken dalamarti perdeta (privet) , meka el dimeksud tidek menaukupl.
dalam mengounakan perguasaan itu untuk mencapai tujuen “sebesar-
besarmya kamekmuran rakyat” , yeng dengen demikian berarti amenat
untuk rarejukan kesejahteraan unant’ den “rewujudken suatu keadilan
sosial kegi seluruh rakyat Trdresia” dalam Pendoukaan UD 1945 tidsk
murokin diwgudkan.
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Konsepsi kepami liken perdata itu sardivd herus diskind ssoecpi salzh
satu kansekuensi 1ogis penguasaan oleh negara yarng mencakip juca
peroartian kepami likenpidl ik aleh kolektivitas rakyet atas sinber-sunber
kelayean dineksud. Pargertian “dikiesai clehnegara” jugp tidek depat
suosh darcen sardirirya nelekat dalam fungsi -funosi necera tarea herus
disshuit secara khisus dilamUcerg-Uoerg Desar. Baroertian “dikuesal
untuk mencatur perekananian. Dengen damikian, aik pandengen yearng
merpprtiken perguasaan oleh negera identik dengen pemiliken dalam
kansepsi perdata meupun pancandgen yerg menafsirkan pengertian
perguasaan oleh necara it harnya sebatas kewerancen parcptiran oleh
necpra, keduenya ditolak oleh Mehkaeh.

Perpertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartiken mencakup
ekra parguesaan oleh necpra calam luas yarg bersunber den ditirurnkan
“oumi, air dan kekayaan alamyarg terkarding di calamya”, termesuk
puladi dalamya paroertian kepami liken puiolik cleh kolektivitas rekyat
atas sunoer-sunber kekayaan dimeksud. Rakyat secara kolektif itu
dikanstrniksikan oleh UD 1945 marberikan merdat kepada negara untik
mercpdekan kebijekan (beleid) den tirdeken prgrusan (bestirscbad) ,
percaturen (regelaraad) , paxelolaan (beheerscbad) , den percpwasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besanya kavekmiran
1aEL.

Kansiderans “Weninoang” hiruf b Undeng-undang Nomor 22 Tahin
2001 meryatakan, “talma minyak dan gas bumi meryoakan sunber daya
kanoditas vital yarg merguasal hajat hidp ararg baryek cenmenpuryal
harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat”. Dengen demikian Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat, selaku lenbaca necpra yang oleh Undang-Undang
Dasar dilerd. kewenangen merbentik urndarng-underg, berpendivian ketwa
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menguasai hajat hidup orang aryak, sehingog oleh karenanya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarya
kenekmuran rekyart .

Pasal 12 ayet (3) WMiges meryetakan, ‘Matteri maetapoken Bain
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja
sebagainena dineksud dalamayat (2)”. Mehkaeh menilai ketentuen
dimeksd tidek sespi dappn Pasal 4 ayat (2) WMiges 1t sedird yarg
menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh

Secara yuridis, wewenarng parguasaan oleh negara harya ada pada
Barerintah, yarg tidsk dapat dilerikan kepadh lecen usaha. Baden Usala
dan Bentuk Usaha Tetap hartya melaksanakan kegiatan tersebut
berdasarkan kantrak kerjasama dengen hek ekanomi terbatas, yaitu
pentegian atas sebagian nenfaat miryek den gas .. Dalam lapercen

Olehkarars i, kata-kata “diberd wewerery” ticek sejalan deropn
Pasal 33 ayat (3) UD 1945, di mena wilayah kerja sektor hulu
adalah mencakup loumi, air, dan kekayaan alam yang terkanding di
dalamya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang
hek negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi
(regelen) , mergrs (besturen) , mergelola (beheeren) , Gan
1 (toezichthoude) . Oleh kerera itu, adarya kata-kata “dileri
wewererny” celamPasal 12 ayat (3) dimeksud adalah bertentancen dengen
1945.

Pasal 22 ayat (1) WMiges yarg berourtyd. “Backn Usala atau Benik
Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lime
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bukan harya harga murah mevpun mutu yarg baik, tetapi juga adarya
Jaminen ketersadisan FRV den pasckan kegi. seluruh 1apisen mesyarakat .

Derngen ketentuen Pasal 22 ayat (1) UUMiges yarng mencantinkan
kata-kata “palinglaryek” meka herya ach peguatas (petdken persattase
tertinggi) tarpa menberiken katasan pegu teverdsh, hel ini dapat saja
digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk harya
menyerahkan bagianya dengen persentase serendah-rendahrya
(misalrya hirgpg 0,1%) . Qlehkerars itu, kata-kata “alirglaryek”

dimeksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jaweb sosial
Pemerintah terhadap golangan masyarakat tertentu. Kewenangen
pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi
kewenarnoen yarg diutamskan untuk caleng prodiksi. yeng penting den/
atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat
menpertinoangkan barryak hal dalam menetapkan kebijakan harca
tersahut termesuk harop yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.
Pasal 28 ayat (2) dan (3) UUMigas mengutamekan mekanisme
prinsip davdkrasi ekanami. sebecpimena diatur dalam Pasal 33 ayat (4)
UD 1945, guna mencegeh timoulnya praktik yang kuat marekan yang
lemeh. Seharustya harga Bahan Bakar Miryak dan harga Gas Bumi
dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan menperhatikan
kepentingan golongen mesyarakat tertentu dan mempertimoanckan
mekanise persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu
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Bisnis media di Indonesia diatur oleh UU penyiaran.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersdout dinyataken bertentancen dancpn UD
19A45.

c. UUNaror 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Rutusan pengujian terhadap Undang-Undang Naor 32 Tahun 2002
tentang Panydaran (UU Panyiaran) nmerupakan Putusan Perkara Navor
005,/EUU-I,/2003 yarg diputus peda hari Relou tangggel 28 Juli 2004 den
telsh dimet dalamBerita Necpra Noror 63/2004 tarogel 6 Agustus 2004.
Ketentuen yang dinyatakan kertentangen dengen D 1945 dan tidsk
meni liki kekuetan hukmmerngikat acklah Pasal 44 ayet (1) untuk begian
arek kalimet “..atau terjadi sargophar!’, den Pasal 62 ayet (1) dn (2)
untuk begian anek kalimet .. KPT bersam..” , UJ Paryiaran.

Rutusan tersdaut kerdasarkan pada pamikivan almwa kanstitusi
seoacpi landasan utams pengaturan kehidipen berangsa den bermecpra
lahir dard fahamkanstitusiarlisre, yaitu fabemmeroerei pendatasan
kekuasaan dan jaminen HMnelalui kanstitusi . Oleh karerna itu, salah
satumateri matan kanstitusi adalsh adanya pencptiran tentang M,
behkan kmnstitusi herus selalu berbasis HM (aastitutian bassd yom
humen rights) . TUD 1945, baik sebelum meupun sesudah mengalami
arercaren, jucr telah memuat jaminen tentang HIM yarg salah satuya
mengeel Ykarerdskean menceluarken pikiran dencgn lisan den tul isan”
yarg kemudian dipertecas lagi dengen ketentuen Pasal 28F UD 1945.
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Salah sati perwujuden keterien Pasal 28 UD 1945 adalzh lahinya
WU Penyiaran yang kansiderans mengingatrya menujuk Pasal 28F D
1945, Undang-Undeng Nomor 39 Tahin 1999 tentang Hek Asasi Merwsia,
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan
damikian, kelahiven W Payiaran tidek lepes kaitarrya dengan jaminen
peroekuan dan perlindingen hak asasi merusia mengerai kamerdekaan
selagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UD 1945.

Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaren menyatakan balwa lemaga
payiaranwajibnelakken ralat geeila isi siaran dayatankerita diketahin
terdapat kekelinuen dany/atau kesalahen, atau terjedi saroppten atas isi

2danya ketentuen wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan
Jeca saropehen atas isi siaran/berdta sgperti tercantumdalam Pasal 44
ayat (1) UU Penyiaren terseout telah menegasikan kebebasan dan
kamerdekaan panyiaran, karera sanooghen belum tentu benar. Sehingp
begian dard Pesal 44 ayet: (1) tevsebut yaitu arek kalinet “..atau terjadi
sangophen” bertentangen dengen Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28Gayat
(1) jo. Pasal 28F UD 1945. COleh karena itu harus dinyatakan tidek
manpuyai kekuatan hikummengikat, keauali gpebila panpertian ralat
erita yang didasarkan pada sancoehan tersaaut ditafsivkan saoacai
disiarkarmya sancgghen dimeksud oleh lencaca partyiaran dalammedia
Slaran.

Sargophen tideklah aukup untuk mentouktiken betwe suatu berita
atau siaren tidek berar atan kel ivu. Sesuai dagen prinsip “aoverboth
sices”, jika terdaoat antalhen atan sanopelhen tertedsp s ptu berita atan
siaran, meka dancpn menyiarken bentalen atau senogehen itu saja
adkuprerehi prinsip “Yaover both sices”, keasli Jika terdipet ukti-
bkt perdikurg 1ain yarg ket den sesiad dergen prinsip “de
of Iaw' . Iebih-1ebih denen adarya peregpsan peca ayet (3) Pasal 44
Pertyiaran yang menyatakan balwa ralat tidak menbebaskan suatu
lentacp payiaran dard tanogung jaweb atau tuntutan hukum dard pitek
dasar adanya sangophen atau kentahen, yeng kerarti sangoghen atau
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kentaben itulshyarghasr, skan tetaol dalampreses di paropdilan tenyata
terouktd ketwa saropphen atau entahen itilsh yarg salah.

Oleh karera ity, kewajjilen untuk melakuken ralat yarg didesarken
atas adanya sanggehan atan bentahen bevarti telah mengesanpinckan
asas praduop tak bersalah (presunptian of irmooare) , sdoeb nuusan
tersebut mengendlng ancoepen belwa. dengan adarya sangoahan atau
kentahen, suatu siaran atauberita sudeh pasti salsh, sehinogp harus
dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggehen atau
bantalen termeksud.

Belaroparan tertedgp asas prad op tak bersalah berarti pelarooaran
tertadsp “de process of Iaw den kareranya bertentangen derncen Pasal
1 ayat (3) UD 1945 yarg meryatakan balmwa Indoesia adalah necara
hukum. Hal itu dgest dilendinoken perscalan ini dencen gea yarg diatur
dalam Undang-undang Naor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dapat
merjadi rujuken untuk membedakan hak jaweb atas dasar tangoepen
atau saroppten dapenhek kareksi. (ralat) untuk menbetuilken kekel inen
infamesi yarg diberiken alehpers (vicePasal 1butir 11 dan 12, serta
Pasal 5 ayat 2 denayat 3 W Bers) .

Pasal 62 ayat (1) den (2) peda prinsipya menteriken kewereroen
kepada Komisi Paryiaran Indmesia (KPI) untuk memouat peraturan
lembaga negara yang independen, KPI memang seharusnya diberi
kewenangan untuk memouat regulasi. Nemm kewenangen tersebut
seharusnya tidak dituangkan dalam bentuk produk hukim Peraturan
Barerintah, karena berdasarkan ketentuen Pasal 5 ayat (2) UD 1945,
Perafiran Paverintah acklah prodk hikumyarng ditetackan cleh Presiden
untuk merjalanken undeng-undang seoecpinena mestinya.
Presiden dalam memouat peraturan pemerintah dapat saja
eh masukan dari beracai sunber yarg terkait dengen pokok
yarg akandiatur, tetapi sunber dineksud ticsk perlu dicantnkean
secara eksplisit dalamUU yang marerlvkan pevatran paverintah untk
aksanaamya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 TU
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Panyiaran tersebut di atas memeng bertentangen dengan D 1945,
sehingog harus diryatakan tidek manpunyai kekuatan hukummengikat .
Olehkarera itu, seyogianya kewenernoen regulasi di bidarng penyiaran
dikarbalﬂmkq)adaketammpasal7ayat (2) LUPenyiamyang

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur oleh Undang-Undang.

elwa, kewenancen menopinr yerg tersaout dilakiken melalui Peraturan
KPI dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai
pelaksanaan Undarg-undang Nomor 32 Tahin 2002 tentang Pernyiaran.
Berlu ditanalhkan, kalwa sestai dencen prinsip pantatasan kekuasaan
necara hukum, KPI sebagai lembega negara tidak boleh sekaligus
nelaksarsken furosi legislatif, fugsi eksskitif, dn fungsi yustisi,
sehingoa fungsi menuat peraturan penerintah harus dikentalikan
seperuimya kepeda Parerintah (Presiden) .

d UUNaror 12 Talum 2003 tentang Pamilihan Unum, Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
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Butusan pergujian terhadap Undang-Undang Naror 12 Tehin 2003
tentang Pemilihan Unum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewen
Perwaki lan Deerah, dan Dewen Perwekilan Rekyat Daerah (WU Pamilu)
merupakan Putusan atas Perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003 yang
diputus pada herd Selasa taroeal 24 Beanerd 2004 dan telah dimat dalam
Berita Negara Noor 18/2004 targgel 2 Maret 2004.

Ketentuan yang dinyatakan bertentang dengan UUD 1945 dan
dinyataken tidek mamiliki kekuatan hukimmengikat adalah Pasal 60
hruf g W Panilu. Pasal 60 hiruf g U Pemilu tersebut menentukan
syarat sebagai calan anggota DR, DFD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kammnis Indxesia, termmesuk argpnisasi messarnya, atau lukan arang
yarg terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau

UD 1945 melarang diskriminasi sebacgpinena dinyatakan dalam
Pasal 27ayet (1), Fesal 28 ayet (1), Besal 28T ayet (2) . Pesal 1ayet (3)
Underg-Undarng Nenor: 39 Tahin 1999 tentang Hek Asasi Marusia seoagpi
patjabaran ketertuen Pasal 27 dan Pasal 28 UD 1945 ticsk marbenarkan
diskriminesi berdasarken peroedean agane, suku, 1as, emik, kelapk,
oplaren stafis sosial, status ekaan, Jjenis kelamin, ketesa, keyekiren
politik. Nemmn Pasal 60 huruf g Undeng-undang Naor 12 Tahin 2003
tersaout di atas melarang sekelarpak Warca Necara ITndmesia (WNI)
ik dicalakan serta menogunskan hek dipi 11h berdasarkan keyekinen

Pasal 27 ayat (1) UD 1945 nenegpskan balia secpla wercp necpra
bersarean kedidikarmya di. dallamhukum den parerdintahen dengen tidek
ada keaalirtya. Pasal 28 Dayat (1) UD 1945 menegpskan, kelmwesarniya
setigp ararglertek atas parcpkien jamiren, perlindroan dan kepastian
hikumyarng adil serta perlakien yarg save dihedgeen hukum. Ditecpskan
pula dalam Pasal 28T ayat (2) WD 1945, kalmasarrya setiap orang
den bertek mendapatkan perlind roen terhadap perlakien yerg bersifat
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of HrenRights, den Article 25 Civil and Political Rights. Meka hek
kastitusiasl wercp necpra uttk memi lih dn dipilih (rdght tovote ad
right toke cadichte) adalahhek yarg dijamin cleh kanstitusi, udag-
peniadaan dan penghapusan akan hek dineksud merupekan pelangopran
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang memuat ketentuan
dimungkinkarmya penbatasan hak dan kebebasan seseorang dengan
uderg-urcery, tetapi parbatasan terhadep hek-Tek tersdaut haruslah
di dasarkan atas alasan-alasan yarg kuet, mesuk ekal den praparsiasl
dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormetan atas hak dan kebebasan orang 1ain dan untuk memerihi
tnbutan yargadil sestei dancpn pertintaroennoral, nilai-nilai acame,
keamenan, den ketertilben umm dalam suatu mesyarakat dandkratis” .
Banlatasen hek dipi 11h seperti ketentien Pasal 60 huruf gUU Pari lu
tersdauit justru karena hanya nencounskean pertinoerncen yang bersifat
palitis. Di sanping itu dalamperscalan pentatasenhek pilih (eadk aktif
meupun pesif) dalam pemilihan unm lazinnya hanya didasarkean atas
pertintancen ketidekeakapen misalnya faktar usia den keadean sakit
Jiwa, sertaketidskmrgkiren (inpossibility) misaliya keras telshdicghat
hek pilihrya oleh putusan pergpdi lan yarg berkekuatan hukum tetap dn
Pelarangan terhadap kelampok tertentu warga negara untuk
mencalankan dird sebegai anggota DPR, DD, dan DPRD, dalam Pasal
60 hiruf g jelas mengending ruensa hukuen politik kepada kelampok
tertentu. Sdegpi regara hikum, setizp pelararcen yargnenpuryed kaitan
langsung dengen hak dan kebebasan warcga negara harus didasarkan
Adanya ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Pantouboaran Partai Kannis Tndoesia, Penyatasn Sdoegpi Orognisasi.
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Terlarang di Seluruh Wilaysh Negara Republik Tndonesia Bagi Partai
atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninigre Juncto Ketetapen MR Naror I/MPR/2003 tentarng Penirrjavan
Terhadsp Materi dan Status Hikum Ketetapsn MPRS dan Ketetapsn MER
Talhin 1960 sampai dengan Talin 2002, yarg dijadikan alasan lukim
Pasal 60 huruf g U Pami Tu adalsh berkai tan dengen pandodceren Partai
Kannis Indmesia dan larangen penyeboarluasan ajaran kannisme/
ataupentetasan ek pilihaik sktif maupn pesif wercp recpra, temesk

Berdasarkan pertimcangan-pertincangen terseut di atas meka
ketenen Pasal 60 hiruf gUJ Bani lu yerg berbnyi. “ouken bekas arogota
atauluken ararg yarg terlibat langsung meupun tak langsung dalam
Gerakan 30 Septenber/Partal Kannis Tdyesia atau aroprisasi. terlararg
dengen hek asasi yang dijamin oleh UD 1945, seboagaimena dimeksud
dalamPasal 27 den Pasal 28 ayet (1), ayet (3), dnBasal 28T ayet (2) .

r

T

Demo kelompok buruh di depan gedung MK yang menyoal UU Ketenagakerjaan.
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Kuasa Pemohon pada Sidang Pengujian UU Ketenagakerjaan.

Di. sanping pertintencgn juridis, meterd ketaen yrg terkandirng
dalam Pasal 60 hiruf g U0 Banilu diperdeng tidek lagi releven dengan
Tndoresia menfju nmesa decen yarg lebih danckratis dan berkeadilan.
Oleh karera itu, meskipn keterlibatan Partai Kannis Indoesia dalam
peristiva G.30.S. pach tahin 1965 tidsk diragikan leh ssegian terbesar
Namor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MER Nomor I/MER/2003, crarng
yarg bermaung dilbewaltya, harus diperlakukan sama dengan warca

e. WUNaror 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjazn

Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Keteregakerjaan (WU Keteregekerjaan) yerg dinyataken bertentaroen
adalsh Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) separrjang mengenai
anak kalimat “... bukan atas pengaduan pergusaha ..” ; Pasal 170
separjang mergerel arsk kalimet ... kearmli Pasal 158 ayat (1) ..;
Pasal 171 sepanjarg neryarokut arek kalimet “.Pasal 158 ayat (1) ..";
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cen Pasal 186 separjarg mergerei arek kalinet .. RPasal 137 din Pasal
138ayat (1)..".

yang merupakan Putusan atas Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 yang
diputus peda herd. Kaniis tanggpl 28 Cktdoer 2004 den telah dimet dalam
Berita Necara Republik Tndmesia Naor 92/2004 tangggl 17 Noperber
2004.

Butusan tersdout sesunopubrya dapat dilihat menjadi dua egian
besar, yaiti Pasal 158 deanpasal-pasal lain yarg terkait dapenpasal
tersdaut, dan ketentuen Pasal 186 WU Keteragpkerjaan. Pasal 158 den
pesal-pasal lainyag terkait (yaituBasal 159, Pasal 160 ayet (1), Basal
170, dn Pasal 171) bersifar diskriminetif secarahikm, kererapasal -
pesal tersebut menbenarkan PK dengen alasan nelakuken kesalahan
berat yangmesuk kualifikasi tindek pidana, tarps penetapen latecs
melanoger prinsip parouktian terutama asas praduga tidek bersalah
(oresunptian of imooace) dan kesamean di depen hukum sebacpinerna
dijamin di dalamUD 1945. Seharusnya bersalah tidekiya sesecrang
diputuskan lewat pengadilan dengan hukum penouktian yeng sudsh
ditentukan dalam Undang-undang Nonmor 8 Tahin 1981 tentang Hukim
Pcara Pidara.

Pasal 158 manberi kewenanoen pada pengusaha untuk melakukan
BK darppn alasen bumihy/pekerja telah nelakuken kesalaben berat: tara
due process of lawmelalui putusan pengadilan yang independen dan
inparsial, melainkan cukup henya dengan keputusan perpusatha yarg
didkurng oleh ookt ookt yeang tidek perlu diri kegbsgharmya menmut
hkumacara yarg berlaku.

Meskipun Pasal 159 menentukan, apebila bunih/pekerja yarg telah
di-PHK karena melakuken kesalahen berat merurut Pasal 158, tidek
mernering penutusan hioungen kerja, pekerija/louh yang lersangkutan
dapat mengajukan qugatan ke larbaga penyelesaian perselisihan
industrial, meka di samping ketentuan terseout melahirkan beban
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patbiktian yarg tidsk adil danleerat kegi hmiby/pekerja uk ekt ikan
ketideksalaharrya, sdoacpi pihek yarng secara ekaxanis 1ebih lensh
pargusala. Pasal 159 tentang hal tersdaut jugp menintulken keranauen
perkara perdata secara tidek peca tarpstrya.

Pasal 186 WU Ketenacgakerjaan mencaiur tentang ancamen pidana
pegarmpalirg sirget 1 (sa) bhilandnpaling law 4 (eneet) tehnday
atau derda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupish) den
peling beryak Rp 400.000.000, 00 (enpst ratus juta nupiah) , begi yang

Pihak Kuasa Pemohon tengah mendengarkan keterangan Pihak DPR dan Pemerintah
pada sidang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 yang berkaitan dengan UU Anti
Terorisme.

el aroper ketentuen Pasal 35 ayet (2) danayat (3), Pasal B ayat (2),
Pasal 137, cenPasal 138ayat (1) .
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Kuasa Pemohon berdiskusi dalam sidang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 yang
berkaitan dengan UU Anti Terorisme.

Walaupun syarat-syarat untuk melakukan mogok terseout dapat
dipehami. sebacai penoatasan sesuai dengen UD 1945, nemmn sanksi
cblam Pasal 186 tersdout tidek proparsiasl kerera merediksi hek mogk
yang merupakan hak dasar uruh yang dijamin oleh TUD 1945 dalam
rargka kebebasan meryataken siksp (Pasal 28E ayet (2) denayat (3)
1945) dan hek untuk mendepat inbalan yeng adil dan laysk dalam
hiorncen kerja (Pasal 28D ayat (2) UD 1945) . Pelaksansan ek nogok

£ UUNaror 16 Talun 2003 tentang Penetapan Perpu Namor 2 Tahin
2002

Putusan Perkara Namor 013/PUU-I/2003 mernyatakan bahwa UU
16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002
hukum mengikat. Putusan ini dimiat dalam Berdta Negara Republik
Indonesia Navor 61 Talin 2004, tanggal 30 Juli 2004 . UUNowor 16

Tahin 2003 terseout bertentancen dengen D 1945 karena nenetapkan
Perpu Naror 2 Tahun 2002 tentang Parberlakuan Perpu Nonor 1 Talin

50

2002 tentang Terorisme untuk peristiwa bomBali, yang berarti
matberlakikarya secara st (retroektif) .

itu harus berlaku ke depan (rospectively) . Adalah ticek fair, jika
seseorang ditukum karena pertuatan yang pada saat dilakukarrya
sesaorarg diberlakikan suetu ketentien hikumyarng 1ebih berat terhacep
varg leoih rircen, kaik yerg berkereen daoenhikumacara (orocedral) ,

menbuka peluerg begi. rezimperguasa tertentu untuk menggureken
sebecpi sarana belas dendem (revarge) terhadap lawen-1awen politik
sdoelumya. Balas dadam savecam ini ticek loleh terjadi, olehkaram
itu harus dihindari pemberian peluang sekecil apapun yang dapat
mendoeriken kesenparan ke arsh itu.

di Parppdtilan Nurarnberg. Tetapd hel itudilakuken seoecpi perkecalian
den doraen encsianel yarg sancpt kuet untuk meandoerd. hukuen kepaca
selalu kentoali menekankan betma asas non-retroekti f ini tidek boleh
dilaomr.

Pasal 28T ayat (1) UD 1945 mengukuhkan peraturan penundang-
undancen sebelumya dan meneampatkan asas non-retroaktif dalam
tingkatan peraturan perundang-undancan yang tertinggi (hogere
wet | Negara tideklah dapat menecpsi UD, karara jika danikian belrya,
riscye kastitusi telshneyayetryayet doirgya serdivi. (e axstitutie
snijat zijn eigen vlees) . Dengpnmercpou pula kepeca pendepst: ahli Dr.
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Marda Farica Trdrafi, S.H., M.H. meka ketentien Pasal 28T ayat (2) UD
1945 yarg berisi kemuigkinen untuk melskikan paroatasan hek asasi
nerusia tidsk dapet diberlakiken tertedap Pasal 28T ayet (1), karas
adarya anek kalimet (frasa) 'Balamkeadaan apspn”. Semua hek asasi
capet dilatasi, kearli dinyataken ssal ikiya dalamUD.

Secpila bentuk terard sre mameng herus diberantas, kehkan sanpai
kepada akar permesalalen dan patyeceb awalrya, sesuai dencen harapen
yarg berkanterg dalamnesyarakat intermasiarl . Oleh karara itulerus
dibuat undang-undang yang memberikan jaminan untuk mencegah,
menghindari dan memberantasnya. Undang-Undang dimeksud selain
harus memberikan ancamen hukumen yang lebih berat, juga harus
menjamin kemudahen begi proses pengungkapen penanggulangan dan
penircekanya.

Undeng-undeng Noor 15 Tshun 2003 tentang Penetapsn Peratiran
Penerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Telhun 2002 tentang
Panberantasan Tindek Pidana Terariare menjadi Undang-Undarng telah
akup mameruhi. harapen para justisiabel . Nemmn Underg-urnceng Noor
15 Tehin 2003 tidek perlu diberlakiken simit, karens unsur-unsur cen
jenis kejahatan yarg terdapst dalam terarisre menrut uwoeng-urcarg
dimeksud seoelumya telah merupskan Jjenis kejjahatan yang diancam
derppnpidena berat.

Penberlakuan prinsip retrosktif dalam hukim pidana haryalsh
merupskan suatu pengecual ian yarg herya dilolehkan dan dikerlakikan
e perkara pelangopren BMbevat (gross viclation ar hen rights)
scoacpi kefjahatan yerg serdus, yang merucskan jaminen terhedep hak-
hek yerg tidek depet dikurargi. (mor-deraggble rights) .

Selain i, udagucarg saecpi prodik legislarif berisi kaidsh-
kaicsghhkmmeratur (regls) yargkersifat ummdmn aestrak (abstract
ard general norms) . Undeng-undang tidek memust kaideh-kaideh yerng
bersifat individual dan kankrit (irdividual and concrete nonns) ,
sebagpimera kaidsh-kaideh yarng terdapat dalam keputusan hukum yeng
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(beschikkirg) ataupn pradk hikumperoedilan beryoa putusen (vanis) .
Karers itu, dapat dikatakan kalwe pada pokakeya lukanlsh kewenancen
paentuk undang-undang untuk menerapkan sesuatu norme hukum yarng
seharugya bersi fat ummden aostrak ke cilam suatu perdstiva kakrit,
karena hal tersdaut sudeh seharusnya merupekan wilayah kewenangen
melalui proses pencambilan keputusan merurut ketentuan hukum

Undarg-underng Naror 16 Tahin 2003 yeng berasal dard PerpuNo.
2 Tahin 2002 bertanggal 18 Ckidber 2002 berisi kaidsh hikumbenuea
penyataan patberlakien Unoerg-udeng No. 15 Tehun 2003 yerg berasal
dari PerpuNo. 1 Tshun 2002 bertanggal 18 Cktdoer 2002. Penyataan
penberlakien stetu kaideh hukum terhedsp perdstive hikumyerg bersifar
karkrit ticsk tepat, dankarararya tidsk daeet dilererken unk dittargen
dalam bentuk produk legislatif berupa undang-undang, melainkan
seharusiya nerupskan naterial sohere pengadilan dalamnenerapkan
sesuatu kaideh hukum umum den ebstrak. Oleh karera itu, pendoerlakuen
Undeng-underng Naor 16 Tahin 2003 untuk menilai perdstive kankrit,
yaitu peristine peledekan bandi Bali pech taroppl 12 Cktdoer 2002 yarg
terjedi sselimudarg-udarg tersdour ditetaden, bertentarcen daoen
prinsip pemisahan dan penbegian kekuasaan yeng diarut dalam UD
1945. Dalamhal ini, pembentuk undeng-undang dapat dianooep telah
melakukan sesuatu yang merupekan kewensngen kekuasaan kehakinen
seboagpi keluasaan yarg merdeka, yarg terpisah dard calcerg kelkuasaan
penerintahen negara ataupun dari cabeng kekuasaan pembentukan
underg-undarg.

Jika parerlakuen kaidsh huikum oleh penoentuk undang-undang
tertechp sesptu peristive kakrit yarg terjadi sselhunya, sdecpinara
daroen penterlakuen Underg-urcerg No. 16 Tahin 2003 seperti terssaut
dibererken, ataudiarogppkastitisiasl, nekaltel tersdart akenmagedi
preseden buruk yerg dijadiken rujuken belmwa panbentuk underg-underng
dapat memberlakukan sesuatu kaidah hukum dalam undang-undang
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Kewenangs

Sidang Perkara Pengujiam UU Pemekaran Provinsi Papua.

secara ekgplisit atan exaressis verbis tertedap satu atau da persitiva
(political judbamat) olen R bersame-save Barerintsh belwa persitiva
hikumyerg telsh terjadi sdeelunya 1tu termesuk kategori kejahatan
yarg sarcpt berat begi kanerusisen. Pacelel, dalankayataantya utuk

Para penecek hikum Indoesia perlu diyakinkan kalwa penindekan
hium (lawenfarcanat) secara adil denpasti, buken dagen
cara membuat norma hukimbaru (Iaw meking) melalui perbentukan
Perpu ataupun Undang-Undang baru. Apalagi jika temyata kebijakan
legislasi savacam it dicasarkan atas pertincaroan yarg bersi fat politis
(political fudamat) . Jkalankejaetan yarg terjedi di deeeneta, selalu
dihadspi dengen mendouat hukum karu, meka niscaya tidek akan permsh

ikle=Wik1a 8ol Pe ] aksanaan
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Oleh sebab itu, meskipun penbaruan hukum Indonesia yang
meryelurih mendesak untuk dilakikan dalam upsya menoernoun si

Dasar Necgra Republik Tndmesia Tahin 1945, materi muatan Undang-
undang Nomor 16 Tehin 2003 tersebut mameng tenyata dapet: dikataken
sebacpi undang-urdarg yerg diberlakikan sumit (expost facto lawatan
rectroactive legislatian) sdoecpinera dineksud oleh ketertuen Pasal
28T ayat (1) UD1945.

g UUNaror 45 Tahun 1999 tentang Panekaran Provinsi Papua
Putusan ini menyatakan balwa dengen divndangkartya Undang-
undang Nomor 21 Tahin 2001 tentang Otanomi. Khusus Bagi Provinsi
Papua (WU Otsus Papua) , penberlakuen Undang-undeng Nomor 45 Tahin
1999 tentarg Parbentiken Provinsi Trian Jaya Terggh, Provinsi Trian
Jaya Barat, Kaoupaten Paniai, Kaoupaten Mimika, Kalupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorang (UUJ Panekaren Provinsi Papua) , bertentangen
dengen Undang-Undeng Dasar Negara Republik Tndonesia Tahin 1945.
oleh WU Peekaran Provinsi Papua dan UU Otsus Papua yang dalam
dalam pelaksanaamya. Perbedaan penafsivan itu secara yuridis
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knflik dalammesyarakat, perbectan parefsiven tinkul kares terjadirya
perushan atas UD 1945, yang mengekibatkan seoagian neteri muatan
UU Penekaran Provinsi Papua tidek sesuai lagi dengan UD 1945,
kKusustya Pasal 18B ayat (1) yang bertunyi, “Negara mengakunl dan
merghormeti satuen-satuen Parerintahen Daerah yarg bersifat kKhuisus
atau bersifat istimewa yarg diatir dengen U7 . Nemun demikian, Pasal
18B ULD 1945 yarg mertjadi dasar perbentukan UU Otsus Papua. tidek
dapat dipergunakan sebagai dasar kanstitusional untuk menilai
keberlakuan UU Panekaran Provinsi yang telah diundanckan sebelum
perubshan kedua UUD 1945.

Bersyaratan tentarg parekaran Provinsi Papua yarg tercantum
dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UJ Otsus Papua adalsh berlaku setelsh
divrdergkan tetapi tidek berlaku tertedap penbbentuken Provinsi Trian
Jaya Tenggh dan Irian Jaya Barat yang secara normetif dibentuk
Jaya Barat secara fakinel telahberjalanefektif, yagatara lain terooktd
terbentuknya DPRD hasil Pemilu 2004 beserta kelengkapan
adninistrasinya termasuk angoaran belanja dan pendepatan daersh
(2PD) , serta terpilitrya Anggota DED yang mewskili Provinsi Trian
Jaya Barat . Sarattara itu, pendaitken Provinsi Trian Jaya Taoeh hitora

Dengpn demikian, keberadaan provinsi den kabupaten/kota yerg
telah dimekarkan berdasarken WU Pamekaren Provinsi Papua adalah
sah adanya kecuali Mahkamah menyatakan lain. Berdasarkan
pertimangen tersebut di atas, Mahkameh harus menyatakan balwa
dengen diundangkarrya UJ Otsus Papua, panberlakien WU Parekaran
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Provinsi Papua bertentangan dengen Undang-Undang Dasar Negara
Repdblik Trdesia Tehn 1945.

Dengen diundang-karmya UU Otsus Papua, paroerlakuan UU
Parekaran Provinsi Papua bertentangen dengen UD 1945. Namn, MK
Juga meryatakan balmwa. Putusan berlaku sejak diucapkan, karenarya
UU Pemekaran Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum
mergikat juog sanarjak telah diucapkarmya Putusan ini . Sanme halnya
dengen keberadaan TU Otsus Papua yang tidek berlaku bagi keadaan
sudah berjalarmya parekaran berdasarkan UJ Parekaran seoelum UU
Otsus Papa terseaut berlaku.

h UUNaror 18 Talun 2003 tentang Advakat

Putusan MK yang mengalbulkan permchonan terkait dengan UU
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advakat (U0 Advokat) adalah Putusan
Perkara Naror 006/FIJ-11/2004 yerg dilacakan peda hard Senin targpal
13 Desenber 2004 dan telsh dimuat dalam Berita Negara Republik
Trdonesia Navor 102 Tahin 2004 tangogl 24 Desenboer 2004.

Putusan Perkara Nowor 006/PUU-I1/2004 meryatakan Pasal 31 WU
2dvokat bertentangen dengen D 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hikummengikat. Rumusan Pasal 31 UU 2dvakat meryeboutkan, “Setiap
ararg yarg dergen serpaja mergjalarnken pekerjaan profesi Advakat cen
bertindek seolah-clah seepi advdkat, tetapl ukan 2dvdkat seoecpinmara
lama 5 (Lime) tahn dan denda paling beryak Ro. 50.000 000,00 (lime
pulthjuta) npiat’;

Pasal 1 ayat (3) UD 1945 secara tegas meryatakan Indonesia
ek kanstitusiasl werca necpra, kercbtipn Unckrg-Unckrng Desar tidek
secara eksplisit merphur ataurayatakanya, danolehkaram iturecgra
wajib memjamin paveruharmya.
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Dalam rargka merjamin pareruhen hak untuk mendapatkan bentuen
hikumlegi setigp ararg, keboeradeen den peran lenbecp-lantecanirlas
mereka yarg tergplag kurang mempu untuk memenfaatkan Jjasa paresibet
hukum atau advakat profesianl . Adanya lenagp savecam ini dianogsp
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi
pencebdian kepeda mesyarakat .

Di saping itu, penberian jasa bentuen hukim juga dimasukkan
Yegi. perkenttarncen pendidikan hukum den perucalen sceial, ssoacpinera
diturrjukkan oleh peroplaren necpra-necara Averika Latin, Asia, Eroa
Timr, Afrika Selatan, behkan Juga necpra yeng suceh teroplag necpra
meju sekalipn seperti Iverika Serikat. Peran damikiannarjadi ticek
murokin lagi dijalankan oleh karena adanya ketentuan Pasal 31 TU

Dalam praktik, rumisan Pasal 31 UU Advokat bukan hanya
' tidek memugkinkan lagi berperarmya lenacp-lentaca

t sebacainmena dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat
acalah “ararg yarg berprafesi manterd jasa hukum, etk di dalammeupn
di Tuar pengedilan yerng maverihi persyaratan berdasarkan ketentuan

yarg sesuogihrya tidek dimeksudkan ssoacpi haorarium, dapet ditidih
telahmelakukan peroetan “ertindek seolah-olsh ssoegpi advdet” den
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dan dijamin oleh Pasal 28F UD 1945. Adalah mamjadi hak seseorarng
Pasal 31 UU Advckat telah membatasi kebebasan seseorang untuk
hiumdi Tver peropdilan.

WJ Advakat adalah undang-undeng advakat yaitu undang-undarng
yarng mencaitur syarat-syarat, hak dan kewajilen menjadi anggota
arcpnisasi profesi advokat, yang memuat juga pencemasan terhiadsp
pelakesanean profesi advdkat dalamneteriken jasa hukum, kaik di
meupun di luar pencgedilan. Meka, tujuen undang-undang advakat, di
adalah melindingi mesyarakat dari Jjasa advakat yang tidsk memeruhi
Syarat-syarat yerg sshatau dard kemrgkiren peryalarg reen jasaprofesi
addet.

Selagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusiya U0
boleh tanpil di depen pencpdilan hanya advakat: karena hal demikian
herus diabir dalamhikumacara, pacehel hikumacara yarg berlaku seat
Gerpen erggurekan pergacara. (verplidite proaraurstel lirg) . Oleh
pilek yarg berperkara di depen perppdilan. Hal ini juga sesuad dergen
kadisi riil mesyarakat saat ini di mera jumlah advokat sancgt tidek
sdeanding, dan tideknerata, dilardincken darpen lues wilayeh dan junilsh
perduduk yarng menerlukan jasa hukum.
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Mahkamah Konstitusi, lembaga negara pangawal konstitusi.

Jika maksud perumusan Pasal 31 UU Advokat adalah untuk
melindungi kepentingsn mesyarakat dari kemingkinan penipuan yang
dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat,
Kitab Undarg-undeng Hikum Pidarg, sehingog oleh karerarya ketentuen
Pasal 31 tersdout harus dinyatakan sebecai ketentien yerg berlebiten
yarg berakibat pada terhalanginya atau setidak-tidakiya makin
parenienhekutik diadili secara fair (fairtrdal) , tentararerdkayag
secara finansial tidsk manpu, sehingop katradiktif dencen gegpsan
negara hukum yang secara tegas dirunuskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UD 1945.

i. UUNaror 24 Talun 2003 Tentang Mehkameh Konstitusi

Ketentuan yarng dinyatakan bertentangan dengen UD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hikimmengikat adalah Pasal 50 UU Nawor 24
Telhin 2003 tentang Mehkaneh Konstitusi (WUMK) berdasarkan Putusan
MK Perkara Noror 066/PU0U-11/2004. Dalam Putusan ini yarg dincharken
untuk diuji sesuncgultya adalah UUNo. 1 Tahun 1987 Tentang Kaner
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Dagarng dan Industri. Nemn karena undang-undarg tersebout dibuat
sebelum perukelen pertama UD 1945, meka dinchankan jucg penguajian
Pasal 50 UJMK. Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik
TIrdmesia Naror 35 Tahin 2005 tanggal 3 Med 2005.

Pasal 50 UU MK mertyatakan balwa Undang-undang yang dapat
dimdhoken untuk dig i adalah underg-undarg yerg diurcergken setelah
perubehan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun
1945. Terkait dengan Pasal 50 UU MK sesunggulrtya telah terdapat
Perkara Naror 004/PUJ-1/2003. Pasal 24Cayat (1) D 1945 dercen
jelas menyatakan, “Mahkameh Konstitusi berwenang mengadili pada
tirgkat pertara dn terakhir yarg puusanya bersifat firal wnhkmerguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ....”" , tarnpa memat
latasan tentang pengundancen undeng-undarng yang diuji. Pasal 24C
ayat (6) UD 1945 yarg berlbunyi, “Pengangkatan den perberhentian
hekimkonstitusi, hikumacara serta keteen laimmnya tentang Mebkarsh
Kanstitusi diatur dencen underg-undary’, ticeklah dineksuckan untik
mentoatasi kewenangen Mehkameh Kanstitusi yang telah dengan jelas
dinyataken dalamayat (1) Pasal 24C.

Meskipun Pasal 50 UMK termasuk dalam Bagian Kedelapen BAB
VHIKIM ACARA, namm substansinya bukan samata-mata hukum acara
secara jelas den limitatif aleh D 1945, sehinomp unckrg-uroerg ticek
depat mengurangl. atan nenantoehkan kewenanoen tersaaut . Seandairya
memang dimeksudkan untuk menbatasi kewenangan Mahkameh, maka
parbatasan demikian harus dicanturkan di dalam Undeng-Undang Desar
sedivd denlbukan di delamperatiran yarg 1eoih renceh;

Adartya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD 1945 yang berlouryi,
“Secpla peratiuran peruncang-uncancen yarg aca mesih berlaki selame
elun diadakan yerg baru merurut Undeng-Undeng Desar ini”, ti
depat ditafsirkan meniatasi kewenangen Mahkameh Kanstitusi untuk
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melakukan pergurjian secara meterd il underg-undeng tertedep UD 1945.
2danya Pasal 50 UJ MK akan meryelalkan ketidakpastian hukim yang
pesti meninoulkan ketidakadilan karena dalam seoush sistem bukum
akan terdapat tolok ukur garda: pertam, yerg diberlakikan terhadep
undang-undang yang diundancgkan sebelum Perubahan Pertama UD
1945; dan kedia, yarg diberlakikan terhadap undang-undang yeng
diundarngken setelsh berlakurnya Perulcshen Pertams D 1945.
Keduduken undang-undang sebegpi pelaksanaan Pasal 24C ayat
(6) UD 1945 adalsh udarg-undarg yerg berfurngsi untuk melaksarskan
Unherg-Udarg Dasar den tidsk meoust atran beru gealagi yargbersifar
menbatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Untuk melaksanakan
ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimeksud, pemouat undang-undang
menpuryai kewenencen untuk menentukan hal yang tertoaik den diarngogp Mahkameh Knstitusi adalah lenboacp necara yerng kekuasaan dan
tepat, namn tidak boleh mengubeh hal-hal yang secara teges telah  kewenangarmya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamseh
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 50 WUWMK dipendang  hukanlah orgen undang-urndang elainkan orgen Undeng-Undang Dasar.
merediksi kewenangen Melhkenseh Kanstitusi yang diberikan olehUD  Dengpndamikian, landasan yarg dipekai oleh Mehkareh Kastitusi
1945 dan bertentangen dengen doktrin hierarkd noma hukumyarng telsh  merjalankan tugas den kewenangen kanstitusianalryya adalah Undang-

Sidang pengujian UU tentang Mahkamah Agung.

diskui dnditerima secara universal . Undarg Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan penindang-
uvacm laiye, seaBi dapmasss lecplitas, wajibditeati dlehsigpn
o dan lembaga apapun sebagai subyek dalam hikumnasianal, segala

peraturan perundang-undangen dineksud sudah seharusitya dipahami

j UUNaror 5 Tahun 2004 tentang Perubshan UU Naror 14 Tahun 1985
tentang Mehkameh Agung

Ketentuan yang dinyatakan bertentancan dengan UD 1945 dan
tidek memiliki kekuatan hukummerngikat adalah Pasal 36 Uncerg-Uderng
Naor 5 Tshun 2004 tentang Perubshan atas Undang-Undeng Nomor: 14
Tahin 1985 tentang Mehkameh 2gung (WUMR) . Hal ini diputusken dalam
Butusan Perkara Naror 067/FUF-11/2004 yerg dilecsken pada hard. Selasa
tarnopal 15 Paaruard. 2005 den telsh dimet dalamBerita Negpra Repibl ik

Trdmesia Novor 17 Tahin 2005 tarogel 1 Maret 2005.
Gedung Mahkamah Agung.
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Pasal 36 UJMA berbunyi, “Mahkamah Aqung dan Pemerintah
melakukan pengawasan atas Penasibat Hukum dan Notaris”. Dalam
penrjelasan Pasal 36 terseout dinyatakan, “RPada unmiya parbinazn
aan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggug
Jemab Parerintah. Ksus dalanmayelaygarakan tioas-tucagya yarg
mayargkut peradilan, para Rresibat Hikumden Netaris berach di bewah
pengawasan Mahkamah Aqung. Dalam melakukan pengawasan itu
Mehkameh Aqurg den Parerintah marghormsati den manjaga karerdirian
Pgmsihet Hikmdan Notaris dalannelaksarakan tioes jabatan masirng-
Hikumatau ssararg Notaris yearg bengea parecatan dan parbertaitian,
temmasuk patberhantian sarattara, Qropnisasi profesi mesing-mesing
terlehih cihulu dicaar parioatiya”.

Pasal 36 UUMA terseout telsh meninbulkan tidek terdapatirya
persesuaian dengan UU Naror 18 Talun 2003 tentang Advokat dan
sejumlsh udeng-undeng 1ain. Sesungguitya Pasal 54 WNaor 2 Tehin
1986 (yang telah divbsah oleh U Namor 8 Tatun 2004) telah dicabut
secara meryeluruh oleh UU Jalatan Notaris. Dengan demikian secara
ticek langsurg juop berarti telshmergucsh ketentien Pasal 36 WWNamar
14 Tahun 1985 juncto UU Nomor 5 Talun 2004 sehingga membawa
dilakukan cleh MA den peropdi lan-peropdi 1an delam lirgk roen Feradilan
Unmyarg berada di benelrya, yaitu Rengpdilan Negerd den Rencpdtilan
Tirpg, suckh tidekberlaku lagi . Yargberlaku acblah ketaien Pasal 12
UUNarer 18 Tehin 2003 tentang Advakat yarg ayet (1) -ya meryatakan,
“"Paroawasan tertadap Advakat di lakukan oleh organisasi Advakat”,
Saventara pada ayat (2) -rya dikatakan, “Pengawasan sebagainena
dimeksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam marjalankan
perurhn-uche?’.

Telah nyata kelwa panbentuk urndeng-undang tidsk cermet dalam
melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya
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inkmsistensi antara satu undeng-undang den underng-urnderg laimrya.
MK kerkesinmpulan balwa ketidakcermatan dalam proses peruoshan U
Nomor 14 Tahum 1985 menjadi UU Novor 5 Talun 2004, yang tidak
mengubah Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dimeksud, telah
meninbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksansarmya. Sehingoa
setelah berlakinya Pasal 12 UJNaror 18 Tahun 2003 tentang Advakat,
meka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahum 1985
(sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004) ,
ertentangen dengen Pasal 28D ayat (1) UD 1945 dan oleh karerarya
permohanen Para Penohon harus dikalbulkan.

Meskipun MK berpendirian Pasal 36 UU Nomor 14 Talum 1985
sebecpimena telah divbsh dengen UJ Narar 5 Tahin 2004 bertentangen
dengan UUD 1945, pendirian MK tersebut tidak dimeksudkan untuk
diartikan belwa Advakat same sekali terlepas dari pengewasan oleh
pihek-pitek lain di lvar arcpnisasi advakat. Paverdintah, begitupn
lenteca peradilan, dencen sendirinya tetap maniliki kewenanogn yerg
bersifat nelekat (inherant power) unbuk nelakiken pargewasan di luer
pengewasan profesianal sebagaimena dimeksud dalam UU Advokat,
seperti halrya peroawesan terhadap arcpnisasi Advakat cen percpwaesan
terhedap Advakat dalamberacara di persidancen pengpdilan.

Pancpwasan terhadep suatu profesi, 1eoih-1ebih yang fungsinya
melayani kepentingen publik, adalsh suatu keniscayean, kehkan dapst
dikatakennenyeakentel varghersifat meldat (ierat) pohprofesi itu
sadiri . Sehirgop, persewesan tertedap pelaksanean furgsi st profesi
yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kelbutuhan
sekalligus keharusan agar publ ik yarg dilayeni cleh profesi itu tidsk
dingikan. Qlehkaran iy, imdgpadas] atankarerdirian setuprofesi
tidsk oleh diartiken beas dard paroawesan. Nemn, peroswesan juop
tidek boleh diartiken sedamikian rupa sehingma sulit untuk dilecbken
dergen canpur targan yarng terlalu Jauh yang mengekibetken sesearang
yargnagalarken sietuprofesi, dalambel ind profesi advdat, mergadi
terhantat dalammelaksanekan fungsirnya secara independen.
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k UUNaror 37 Tehun 2004 tentang Kepailitan den Peundaan Kewejiben
Parbayaran Utang.

Para Kuasa Pemohon dalam Sidang Pengujian UU Kepailitan.

Pasal 6 ayat (3) beserta Panjelasamya dan Pasal 224 ayat (6)
separjang meyargkut kata Yayat (3)” U0 Nanor 37 Tahin 2004 tentang
Kepailitan Den Pernndaan Kewajjiban Penbayaran Utang (UU PKPU)
huikummengikat. Hal ini tertusng dalam Putusan MK Perkara Noor 071/
PUU-II/2004 001-002/PU-III/2005 yarg dibecekan peda hari Selasa
taropal 17Mei 2005, Rubusan ini telshdimet: delamBeritaNecpra Repddl ik
TIrdresia Noror 42 Tahn 2005 tangggl 27 Med 2005.

Pasal 6 ayat (3) UU PKPU berloutyi, “Panitera wajib menolak
aran permohonen pentyataan pailit begi institusi seoacpinera
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dimeksud dalamPasal 2 ayat (3), (4) danayat (5) jika dilakiken tidsk
sestel daropn ketentien ayet: tersdout” .
Dalamnerefsirken Pasal 6 ayat
(3) secara sistamtik harus dikaitken)
dapm ayet sselunya [ayat (1) dn
ayet (2) . PesAl 6ayet (1) sElagkapya
berbunydi, “Permohonan peryatasn
pailit diajukan kepada Ketua
Pengadilan” . Pasal 6 ayat (2)
selengkaprya berfunyi, “Panitera
mercaftarken permdhonen penyataan
pailit pada tangeel permdren yarg
bersangkutan diajukan, den kepada
Pemohon diberikan tanda terima
tertulis yeng ditandatangeni oleh
pejabat yang berwenang dengan
tanggal yeng same dengen tanggal
parvaftarary’ . Sedargken Pasal 6 ayet
(3) berbuyi, “Beniterawsjibmenlak
perdaftaran permohanen pentyatasn
peilit begi institusi sebagaimena
dimeksud dalamPasal 2 ayet (3), (4)
dmayet (5) jikadilskuken tidek sesai dappnketentien ayet tersdat” .
Penitera walapmn menupskan jatatan di perppdilean, tetapi kepeca
yarg merupekan kewenancen hakim. Sehuloungen dengen itu, Pasal 35
Underg-undang Namor 4 Tahun 2004 neryataken, “Panitera, penitera
perppart, denjuru sita adalsh pejabat peradilan yerg pergprokatan cen
patberhentiamya serta tuges pokdkya diatir dalam urnderng-undery” .
Dalam penjelasan Undang-undang Nonor 2 Talin 1986 tentang
Peradilan Uum sebagaimena telah diubeh dengan Undang-undang
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Nomor 8 Tahimn 2004, ditentukan kelwa. tugas pokok panitera adalah
“renernoeni adninistrasi perkara denhal -hal administrasi lain yerng
(rechtgorekende firctie) , yang merupskan kewenarncen hekim. Menolak
perdaftaran suetu permchonen peda hekikatrya termesuk rareh (dorein)
yustisial . Menmut Pasal 6 ayat (1), permdhaen harus ditugukan kepada
Ketua Pangpdilan. Apsbila Panitera dikerikan tuggs, wewenang, dan
tanooung jaweb nmelaksanakan fungsi yustisial, meka hal tersebut
bertentangen dengen hekikat dari kekuasaan kehekimen yarg merdeka,
serta penegekan hukum dan keadi 1en sebagaimera terkending dalam
Pasal 24 ayat (1) UD 1945.
berlonyd, “Bagadilan tidek bolehmerolak unthk neneriksa, meopdili,
denmemitus suatu perkara yerg disjukan
derpendalil hikum tickk adh atau kurerg
jelas, melainkan warjib untk meveriksa
dnnmecpdilitye” . Ases ini telahdimet
dalam Pasal 22 2B yarg beruryi, “De
reger, diewslgert regt te gareken, Qrkr
of avalledigeidderwet, kenuit hoofce
859 v.; Civ.4)”. Terakhir asas ini
dicanturkan dalam Pasal 16 ayat (1)
Undang-undang Nomor 4 Talum 2004
tentang Kekuasaan Kehakinen. Dengen
mengounaken perafsivan argumentuma
axtrario, weka Pappdilan tidek boleh
suatu perkara yang hukumnya jelas
mergptur perkara yerg diajuken kepaca
pereedilan.
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permohonen pertyataan pailit suatu perusahean asuransi, meka hal
untuk menoerd. keputusan atas suatu permchnen. Kewerernoen damikian
menghi langkan hek pemchon untuk mendepattken peryelesaian sengketa
hikum dalam suatu proses yang adi 1 dan terouka untuk umim. Hal ind
bertentanoen daopn prinsip “de process of Iaw” dan “aaoess to aarts”
yarg merueekan pilar utams begi tegpkiya “rule of law' seacpinera
dimeksud oleh Pasal 1 ayat (3) UD 1945.

Meskipun hasil akhir atas permdhonan yeng bersangkiitan boleh
Jedi same, yeitu ticek dacet diterinarya. (et atvarkelijkieio) pamdoen
yarg bersarngkutan, karema tidek terpauhinya syarat kedudiken hukum
(Iexl stadiry) sdeecpinera ditatikan dalamPasal 2 ayat (5) WWEEY,

Dua orang ahli diambil sumpahnya dalam Sidang Pengujian UU Kepailitan dan PKPU.
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yang merurut Mahkameh tidak bertentangen dengen D 1945. Karena
patjelasan Pasal 6 ayet (3) merupeeken kesatien yarg tidek terpisahkan
darid pasal yang dijelaskan, meka dengen sendirinya Parjelasan pasal
tersdaut diperlakikan save dancen pasal yarg dijelaskanya.

Pasal 224 ayat (6) UU PKPU berlbunyd, “Ketentuan sehagaimara
dinsksudcalamPasal 6 ayet (1), ayat (), ayet (3), ayet (4) anayet (5),
berlakumitatis mitandis sebagai tata cara pangajuan permohanan
parrdaan kewajiban pembayaran utang sebagainena dineksud ayat
(1)”. Rurusan Pasal 224 ayat (6) UJ BKRU tersabout bevarti betwa apebila
permohonen pernndaan kewarj iben parayaran utang loukan dilakikan
oleh pihsk sebacpinena yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) UUPKPU
meka Panitera wajib menolak perdaftaran permohonen dineksud sesuai
dercpn Ketentien Pasal 6 ayet (3) .

Karema Pasal 6 ayat (3) UU PKPU bertentangan dengen Undarng-
Undang Dasar 1945, neka pertinbancen atas Pasal 6 ayat (3) mitatis
mitadisberlaki jupbegi Pasal 224 ayat (6) UJBKRU. Oléh karars ity,
Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU PKPU
bertentangan dengen UD 1945 dan Karenanya harus dinyatakan tidek
1 kekuatan hukimmengikat, sehingog Pasal 224 ayat (6) UJ
PKPU nerjadi kerounyd. “Ketentuan sebagainera dineksud dalam Pasal
6aat (1), aat 2), aat (@) dnaet (5), berdakumtatismiariis ssbapi
tata cara payrgjuen pamchaen paircean kenajiban parbayaran utary
sebacpimara dineksud ayat: (1)”.

1l TUUNaror 32 Talun 2004 tentang Parerintahen Daerah

Terdapat dua putusan yang telsh mendeeh tndang-Undang Noror
32 Tshin 2004 tentang Farerintahen Deersh (UU Barda) , yaitu Putusan
Perkara Naror 072-073/PUU-I1,/2004 dan Putusan Perkara Naror 005/
PUU-IIT/2004 . Putusan Perkara Nonor 072-073/PUU-11/2004 dibecakan
Feri Selasa tangmal 22 Maret 2005 dan telah dimet dalanBerita
Republik Trdmesia Navor 26 Tahin 2005 tanggal 1 2pril 2005
Pasal 57 ayat (1) ssparjarg arsk kalinet .. yagbertapgry
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Jjawab kepada DPRD” ; Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta
pertangugjanaben pelaksanaan tugas KAD' ; Pasal 67 ayat (1) hiruf
e sepanjang anak kalimat “.. kgpada DPRD' ; dan Pasal 82 ayat (2)
sepanjang anak kalimat “.. oleh DPRD’ UJ Panda kertentancen dengen.
Undarg-Undang Dasar Negara Republ ik Tndonesia Tahin 1945 dean tidek
menpuryai kekuatan hukummengikat .

Pasal 57 ayat (1) UJ Parda menyataken kelma Pemilihen kepala
daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang
bertanooungjaweb kepada DPRD. Sedarpkan Pasal 66 ayat (3) huruf e
mengetur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam peryel engoaraan

Hamid Awaluddin dan Moch. Ma'ruf memberikan keterangan selaku wakil
Pemerintah.

meninta pertanggungjawalen pelaksanaan tugas KPD. Pasal 67 ayat
huruf e mengatur salah satu kewaj iben KBUD adalah menpertanooung-
jawalkan pengounaan angoaran kepada DPRD.

Mahkaneh berpendapat betwa penyel enggarasn Pilkada largsurg
harus berdasarkan asas-asas Pamilu, yakni langsung, unm, bebas,
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Prof. Dr. Ryas Rasyid dan Dr. J. Kristiadi seusai memberikan keterangan dalam
Sidang Pengujian UU Pemda.

ratesia, jujur, deanadil serta diselengppraken cleh paryelengpra yarg
Indeparden (merdird) . Meksud D 1945 tersdour, ticek mungkin dicapai
geebila KAD sdoacpi paryelanogara Pilkadh langsurg ditentiken harus
bertanggungjawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga
ervekilan vakyet di deereh terdid atas unsur-unsur pertad politik yarg
itu KPUD harus bertangoungjaweb kepada publik buken kepada DPRD
sedangkan kepada DPRD harya mernyanpaikan laporan pelaksanasn
tugagya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UJ Barda.
Dami merjamin kuelitas pelaksarsan dardkrasi di deersh, meka ketatien
Pasal 57 ayat (1) WU Parda dinyataken bertentancen dengen UD 1945
Pasal 66 ayat (3) huruf e WU Parda.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak
menpertangoungjawalkan penggunasn anggaran kepada DPRD oleh
karena dalam panyelengoarean Pilkada dama yang dipergunakan tidsk
hanya bersunrber/berasal dari APRD tetapi juga dari APRN. Oleh
karenanya pertancoungjanalen pencpunsan angogran harus dilakikan
mELIUE peratiuren perurncerng-uncencen yarg kerlakil. Selain itu yarng
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kepada DPRD dapat mengencam jaminan independensi KPUD sebagai
largsurg, unm, bekas, rahasia, jujur, denadil ssecpinera dimsksud
dalam Pasal 22 functo Pasal 18 ayat (4) TD 1945.

DPRD sebacpi. 1antaca perweki lan rakyat di daereh yeng bersifat
kekuasaan di tingkat daerah harus dihindarkan dari kemmgkinen
potensinya untuk melakukan intervensi terhadap independensi KAD
dalam penyelenggaraan Pilkada langsung melalui mekanisme
pertancoungjawelen angoaran. Pasal 67 ayat (1) huruf e dinyataken
bertentangen dengen D 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mergikat.

Pasal 82 ayat (2) UU Panda mertyatakan alwa Pasangen calan
dimeksud pada ayat (1) kerdasarkan putusan pengadilan yang telah
menpunyai kekuatan hukum tetap dikenad sanksi parbatalan sebegai
pasandgen calon oleh DPRD. Terhadap Pasal 82 ayat (2) sepanjang
meryergkut arek kalinet, “..oleh DERD', Mehkash berpercepet batwa
oleh karena KPUD yang menetapkan pasangan calon kepala daerah/
wakil kepala daerah maka yang berwenang mengenakan sanksi
panoatalan pasangen calan bukanlah DPRD, melainkan KAD. Merurut
Pasal 66 ayet (1) huruf g tersdout Jelas ditatken belwe KAD-1sh yarg
berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala
deerah. Sesai Gappnrinsip a axtrarioactus, yargberlakuuniversal
merurut cara dan oleh badan yang same dalam parbentukarmya. Guna
hikummenmut Pasal 1 ayat (3) UD 1945, neka karena lembaga yarg
menetapkan pasangen calon kepala daerah dan wekil kepala
adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi
untuk menoatalkarrya.
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Di sanping bertentangen dengen prinsip
hukum dimeksud, kewenangan DPRD sebagai
larecp politik uituk mendcatalkan pasanopn calm
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
menpurlyal kepentingen langsung meupan tidsk
langsung dengan penetapan pasangan calon
dimeksud merupskan hal yang fundamental dan
substantif untuk menjaga independensi dalam
payelercparaan Pilkaca larpsung sesuad derpen
avergt UD 1945. Olehkarara itudalil Pasal 82
ayet (2) UWJPardh diryataken bertantaroen dagen
D 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
nergikat.

Butusan selanjutaya adalah Putusan atas
Perkara Noror 005/PUJ-111/2004 yarg dibacakan
peca hard Selasa targogl 22 Maret 2005 dan telsh
dimuat dalam Berdta Negara Republik Indmesia Nomor 27 Tshun 2005
tarcgal 5 Ao 2005 mernyataken Parrjelasan Pasal 59 ayat (1) UJ Barda
bertentangen dengan UD 1945 dan menyatakan tidak lagi mempatyai
kekvatan hukummengikat .

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) W Parda yang berlunyi “Partai

kepala caerah achlah pasarcan calm yarg diusulkan secara berpasarcen
clehpartai ataugghrpmpartal politik” dnayet (2) ryaberhnyl "Ratai
itik atau caburan partal politik sebacpinara dineksidpech ayat (1)
dapat mendaftarkan pasangan calan gpabila memarhi persyaratan
sekrag-krargya 15% (Lima belas persan) dard jumlsh kst
DERD atau 15% (1ima belas persen) dard akumulasi perolehan suara sah
calam pani 1ihan unm anggota DPRD daerah yarg bersargkutan”, suoeh
jelas sistansiya.
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Pembacaan Putusan UU Pemda diwarnai oleh mati listrik.

Penjjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Panda tersebut bertentangen
dengen nome yarg terkanding dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan
lehkan telah menegpsikan nomme yarg aca itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2)
tersehut telah dengen Jjelas menoaiur batwa yerg boleh mengeguken
atau gglourncen pertai politik yargmarperoleh 15% kursi di DERD Vataut”
yarg menperoleh 15% akunmulasi suara dalam pamilu anggota DPRD di
Oeerah yarg bersargkutan. Kata “atau” dalamPasal 59 ayet (2) menguk
ataupn calo irdeperden separjarg diajukan oleh partai atau geoursen
perundang-undangean, yarg juga diakui mengikat secara hukum,
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dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat
Stostansi yang sama sekali bertentancen denspn name yarg dijelaskan.
Tegi pula kebiasean ini temyata telahpula dituargken dengen Jelas dallam
Lampiran U Naor 10 Tshun 2004.

Kebiassan tersdout tenyata telsh diskaikan oleh parbentk udarg-
udang dalammenunuskan Pajelasan Pasal 59 ayat (1) UJ Parda. Hal
era tarpsk dard fakta kslwa Patjelasan Pasal 59 ayet (1) tersdout di
atas secara nyata telah memiat nome baru yang berbeda meknartya
dencen nome. yarg terkanding dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang
axkehjelas.

Terjadtinya pertentarcen antara suostansi pasal dard sust unoang-
underg den perjelasanya yerg nyata-Tyata mengandlrg inskonsistensi
yarg melahirken interpretasi ganda, den neryekelkan kevagu-raguan
dalanpelaksarearya. Adarnya keragu-reguen dalam inplamentasi suatu
underg-undeng akan memnoulken ketidekeastian hikum dalam praktik.
Keadaan demikian dapat meninbulkan pelanggaran terhadap hak
knstitusiasl ssecpiners diatur dalamPasal 28D ayat (1) D 1945.

2danya Penvjelasan Pasal 59 ayat (1)
WU Penta secara nyata telah menghi lancken
hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai
kepala ceerah yarg telah dijarin secara tegps
dalam rumusan Pasal 59 ayat (2) . Hak
konstitusional Para Pemchon untuk
berpartisipasi dalam pererintahan yang
dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UD 1945
cen telsh dijaberken dalamPasal 59 ayet (1)
cen (2) W Barch tenyata dihi langken oleh
Panjelasan Pasal 59 ayat (1) . Oleh karema
itu, MKmemutusken untuk neryatakan betmwa
penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentanoen
dergen UD 1945 den nexyataken tidek lagi
menpuryai kekuatan hukummengikat .

m UUNaror 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasianal

Putusan MK yang mengalbulkan permchonan terkait dengan UU
Naror 40 Tehin 2004 tentang Sistem Jaminen Sosial Nesiasl (U STN)
adalah Putusan Perkara Noror 007/PU0U-TTT,/2005 yang dibecekan peda
herd Rabu tanopal. 31 Agustus 2005 dan telsh dimet: dalamBerdita Nepra
Republik ITndmesia Nowor 73 Tahun 2005 tanggal 13 Septenber 2005.
Putusan ini menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SISN
ertentangen dengen D 1945 dan tidek mampuryai kekuatan hukum
mergikat.

Pasal 5 ayat (3) WU STN meryataken belwa Baden Paryelengopra
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
Perusahaan Perserocan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) ; b. Perusahaan Persercen (Persero) Dana Telbungen
dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) ; ¢. Perusahaan Persercan
(Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indoesia
(ASAERT) ; dand. Perusahean Persercen (Persero) Asuransi Kesehatan
Indomesia (ASKES) . Pasal 5 ayat (2) SISN menyatakan balwa sejak

Para Pemohon memberikan keterangannya dalam Sidang Pengujian UU SJSN.
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Lerlakurya udarg-uncerg ini, beden peryelerpppra Jjamiren sosial yerg
a diryatakan seoagpi Badan Penyel engopra Jaminen Sosial nerrut
uncerg-urncerg ind.. Sedergken Pasal 5 ayet (4) meryatakan belwa dalam
hal diperlukan Badan Panyelengopra Jaminen Sosial selain dineksud
pehayet (3), dapat dibetuk yarg beru dencen undarg-urderg.
Terkait dengen ketentuen U SN tersdaut, Pasal 34 ayat (2) UD
1945 menyatakan, ‘Necara mergenbergkan sistem jaminen sosial bagi
seluruh rakyat dan manberdayakan mesyarakat yarg lamh dan tidak
manpu sesBl daxpn nartabat kamrsiaay”. Selajurye, ayet (4) dard
Pasal 34 UD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undarg-undang” . Yang merjadi
adalah againenskah undang-undang harus menjabarkan pengertian
“Negara” dalammelaksanakan amenat Pasal 34 D 1945, khususiya
Pasal 34 ayet (2), sehinppamergadi jelas di tangen sispa sesucgdya
kewenerncen untuk neroatcerckan sistem jamninen sosial tersdaut beradh.
di tangen (Parerintah) Pusat atauksh Deersh atau keduarya.
ia, sebagainena ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UD 1945
yang menyatakan, “Setigp orang berhak atas jaminan sosial yang
bermartabat” . Pergpkuen demikian menindoulken kewerj iben pada Necpra
untuk merghometi. (o regeect) , melindugl (toprotect) , dannaganin
(to fulfil) hek terseait.
Merimut UD 1945, kekuasaan parerintahan necgra dilaksanakan
oleh Parerintah (Pusat) dan Pamerintahen Deerah, sehingoa pada
demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna
funosi terssout. Hal itu seoecpi kansekuensi logis dard
dianuya ajaran octaxmi, ssacpinena diatur terutama dalamPasal 18
ayet (2) denayat (5) UD1945.
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Penerintahan Daerah juga memiliki wewenang dalam rangka
pelaksarean furgsi pelayersn sosial necpra lebih javh telsh dittengken
dalam WU Pemda, Khususrya Pasal 22 huruf h U0 Panda yang secara
tegas menyebutkan bahwa pengembangan sistem jaminan sosial
merueskan kewejiben deersh. Sarentara itu, menmit Pasal 167 ayet (1)
dan (2) WU Pada, pengarendan sistem jaminan sosial dimesukkan

seperdapat dengen perdirian Pererintsh meupun DER yarg meryatakan
balwa kewenangan untuk meryelenggarakan sistem jaminan sosial
tersehut secara ekeklusif merupekan kewenancen Parerdntah (Pusat) ,
sebecpimera tercermin dard ketentuen dalamPasal 5, ktususya ayat
(4), UU STSN. Sebab, jika
bertentangan dengan makna
pengertian negara yang di
dalamya mencakup Parerintah
(Pusat) meupun Pemerintahan
Deerah sebagaimena dimeksud
oleh Pasal 18 ayat: (5) UD 1945,
yarg keamdian dijaberken dalam
UU Pemda.

Atas dasar Pasal 22 hiruf
h UU Pemda, Pemerintahan
Deerah mempunyai kewer] iban untuk mengembangken sistem jaminan
sosial .. Nemn, Mehkaneh juga tidek sependapat dengen pemohm yang
merdalilkan kewenangen untuk mengenoenckan sistem Jjaminan sosial
secara eksklusif merupakan kewenangen Deerah dengen argumentasi
betwa sesuad darngen ajaran ctanami. yerg seluss-luasya, yarg merrut

Fakir miskin yang terlantar menjadi tanggung
jawab negara.
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parmchon sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana
dijabarkan 1ebih larjut dalamUU Penda Kiusustyya Pasal 22 dan Pasal
167aet (1) dn ).
Ketideksetirjuan Mehkameh dilandasi pamikiran belwa jika jalan
pikiren danmkiandiikiti, meka di satupitek, besar kemrgkiren terjadi
keadaan di mena hanya daerah-daerah tertentu saja yang mampu
meryelengoprakan sistem Jjaminan sosial dan itupun tidek menjamin
kelwa. jaminen sosial yeng diberikean tersdout akup mareihi standar
kebutuhen hidip yarg layek antara daerah yarg satu dengen ceerah yarg
lain, sertadi lainpitek, jikakaras dlasan tertenn seseorarg terpsksa
harus pinceh ke 1ain daereh, tidek terdapat jaminen eken kelarjutan
penikmetan hek atas jaminen sosial areng yeng bersangkutan setelah
berada di daersh lain. Keadaan damikian akan bertentangen dengen
meksud Pasal 34 ayat (2) D 1945 yerg mernghenceki. hak atas jaminan

Anak-anak tidak akan terlantar apabila sistem jaminan sosial
berjalan dengan baik.

Dencen manaca. dan mamehani. secara seksama seluruh ketentuan
dalamPasal 5 W SIN, tampsk kelma, di satupihek, pennusan Pasal
5 tersebut menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut
mergEtengkan Suaiu sub-sistem jamiren scsial dalamkerargka sistem
Jjamiren sosial resiarl sesuai daopn kewenarcen yerg ditimurkan dard
ketentuen Pasal 18 ayat (2) dan (5) UD 1945. Di pihek 1ain, dalam

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI

ketaen Pasal 5 ity sadiri terdbeat rumisan yarg salirg bertentarcen
serta sancpt berpelvang meninoulken milti-interpretasi yang bermera
eda ketidekpastian hikim (rechtsawzekerheid) yarg oleh karena itu
ertentancen dengen Pasal 28D ayat (1) D 1945.

Dikatakan terdapat rumisan yang saling bertentangan serta
berpeluang meninoulkan ketidakpastian hukum (rechtsanzekerteid)
karena peda ayat (1) dinyataken kalwa Badan Panyelenggara Jaminen
Sceial harus dibentuk denoen undeng-undarg, saventara peda ayet (3)
dikatakan bahwa Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero
ASARRT, dan Persero ASKES adalah Badan Pertyelenggara Jaminan
Sosial setecpinena dimeksud peca ayat (1), pecehel ticek sama ledan-
laden tersdaut dibentuk dencen uncerg-underg. Seardhinya parbeantuk
undang-undang bermaksud menyatakan bahwa selama belum
terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimena
dineksud peda ayet (1) , aden-kedan sseagpinera dissourken pach ayat

(3) di atas diberd hek unhuk bertirdsk sebecai kedn paryeleroppra jamiren
sosial, mekahel itu sussh akup tertampung delam Ketentien Peraliten
pada Pasal 52 UU STSN.

Jika dalam rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN di atas
penbentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa badan
penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam undang-undang — yang meksudrtya adalah UJ STSN-
maka penggunaan kata “dengan” dalamayat (1) tersebut tidak
urdarg-urndeng” erbeda dengen frasa “dalam underng-undarng” . Frasa
“dengan undang-undarng” merurjuk peda pengertian belwe
setiap becen peryelerpppra. jamiren sosial herus dengen urdarg-uchrg,
sedarokan frasa “dalamudeng-undery” menrjuk peda paroertian kehwa
pambentukan badan pernyelenggara jaminan sosial harus memeruhi
ketentuan undang-undang. Ketentuen dalam Pasal 5 ayat (4), i
memperkuat kesimpulan bahwa peroentuk undang-undang memang
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bermeksud meryatakan, badan peryelenggara jaminan sosial harus
dilberink deropn udarg-urdarg tersadivi .

Kamngkinen tafsir laimya rumisen Pasal 5 ayat (2) dan (3) WU
5ayat (1), seoeb kadan-leden sdoagpinera yarg dissout peda ayat (2)
den (3) itulsh yerng dimeksud oleh ayat (1) den pada seat yerg sanme
tertargdalamayet (@) . Olehkararn ity, dasnethbrgenketaien
ayet (1), @), B), dn @) dard Basall SUWISIN tersdat, neka ticek det
ditarik kesimpulan lain kecuali batwa memeng kehendsk pembentuk
undang-undang untuk menyatakan bahwa JAMSOSTEK, TASPEN,
ASARRT, dan ASKES sajalah yang merupakan badan pernyelenggara
Jamiren sosial setegrimere dimeksud pach ayat (1) serta tidsk migkin
1agi mendcentik baden paryelengopra jamiren sosial laindi luar itu.
Kesimpulan demikian juga tercermin dari keterangen Pererintah,
keterarcen DR, nevpun keterangen para Ahli yarg diajukan Baverdintah.

Begi Mehkaneh telsh tenyata belwa Pasal Sayet (1), 2), (3), dn
(4) WU SIN salingberkait yarg sdeagai akilatrya deershmarjadi tidek
i peluang untuk mengentengkan sistem jaminen sosial dan
eden paryelaogara social . Di pitsk 1ain keberadeen udarg-
Undarg yarg mercpiUr tentang paroantukan beden paryelencopra. janinen
sosial resiasl di tingkat pusat nerucsken keuturen. Meka Pasal 5 ayat
(1) UU SJSN cukup memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak
bertentangen dengan Underg-Underg Dasar separjang ketentien dalam
Pasal Sayat (1) TSI tersehit ditafsivien saveta-mata dalam randka
leeden payelengopra jaminen sosial nesianl di tingkat

ile-Wic1abisl Pe | aksanaan
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n UUNaror 20 Talun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasianal

Penjjelasan Pasal 49 ayat (1) UJ Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pandidiken Nesiawl (WU Sisdiknas) dinyataken bertentancen
dengan UD 1945 dan tidak mampurtyai kekuatan hukummengikat . Hal
ini berdasarken Putusan MK Rerkara Noror 011/FUU-TTT/2005 tangggl 19
Cktdoer 2005 den dimet: dalamBerita Necpra Republik Tndesia Navor
89 Tahun 2005 tanggal 8 Noparder 2005.

Pasal 49 ayat (1) UJNo. 20 Tahun 2003 berbunyd. "Dara pe
selainggji padidik dan hiaya padidiken kedirasan dialdasikanmininal
20% dard APBN pach sektor pardidikan dan minimal 20% dari APRD”.
Sedangkan Perrjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik
TIndonesia Nomor 20 Talun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiaal
yarg meryatakan: “Pareruhan pandanaan padidikan dgeat di
secara bertahgd’ . Saventara itu, Pasal 3layat (4) UUD 1945 meryatakan
loshiva Necpra manariard tasken anpgaren pardidiken sekirang-Kurangya.

Fathul Hadie Ustman sebagai Pemohon Perkara Pengujian UU
Sistem Pendidikan Nasional.
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Mantan Mendikbud Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro bersama para guru berdemo
menuntut agar Pemerintah menaikkan anggaran pendididikan sekurang-kurangnya 20%
dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

20% dard APRN dan APBED untuk memeruhi kebutuhen peryel engopraan
Belaksarean ketentien Kastitusi tidek boleh ditinde-tinda. UD
1945 secara expressis verbis telah menentukan balwa anggaran
padidikenmininel 20% harus dipriari tasken yerg tercemmin calam APRN
den 2PRD tidek boleh divediksi oleh peratiren penirndarg-pencercan
varg secara hierarkis berada di kewelrya. Parjelasan Pasal 49 ayat (1)
W Sisdiknas jua telah manbentuk nomme aru yang nencelourkan norme.
yarg terkandimg dalam Pasal 49 ayat (1) Sisdiknas yang ingin
dijelaskarya, sehinoop ketentuen dalam Panjelasan Pasal 49 ayat (1)
tersaout juga bertentangen dencen prinsip-prinsip den teard perunderg-
undangen yerg sudah lazim diterime dalam ilmi hukum yarng kemidian
dituangkan dalam Undang-undang Republik Tndonesia Naror 10 Tahun
2004 tentang Panbentukan Peraturan Penurndarg-undancen.
Terlebih lagi padidiken di Tndoesia sudeh sanopt tertingpl,
pambangunan di Indonesia yang perwijudartiya antara lain adalah
panberian pricritas di bidang anggeren. Adanya Panjelasan Pasal 49
ayat (1) UJSisdiknes mamjadi alasanlkegi Parerintah, kaik Parerintah
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Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memeruhi pagu 20%
angoaran pendidikan dalam APRN dan APED, sehingga dalil para
paohon cukup beralasan.

o UUNaror 25 Talum 2005 tentang APEN TA 2006

Dalan Putusan Perkara No. 026/FUIJ-IT1/2005 tanogal 22 Maret 2006
yarg telah dimiat dalam Berita Necpra Republik Indomesia Nanor 25
Tahin 2006, MK meryatakan UJ No. 13 Tshun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahin Angoaren 2006 (UU APEN 2006)
separjarng meryargkuUt angopren padidikan sdoesar 9, 1% sebegpi atas
tertinggi, bertentancen dencen UD 1945 dan tidek menpuryai kekuatan
hikmmengikat.

Dalamputusan ini dinyatakan belwe ketentuen undcerg-uncerg urtuk
diseut “bertentangen dengpn UD 1945”7, tidek selaluharus dilihat
bertentangen atan axiflict dalampesisi diaretral daen Urbrg-Udarg
Dasar, nelainkan dapat juop terjadi karena ketentuan tersdaut tidek
kansisten (Inoasistat) atauticek sesl (mar-axifaming, unereirtar)
dergen Uncerg-Undeng Desar sebedpi hukum tertinggi . Karena, jumlah
karkrit persentase arpgaren perdidiken verg disdout Pasal 31 ayat (4)

Prof. Dr. Soedijarto dan H.R. Rusli selaku Pemohon dalam Sidang
Pengujian APBN TA 2006.




- Kewenange

Bambang Sudibyo dan Sri Mulyani selaku wakil Pemerintah memberikan keterangan
dalam Pengujian UU APBN TA 2006.

UD 1945 merupskan salah satu ukuran kanstitusianalitas UJ APEN
2006, meka telsh tertukti belma alckasi arnggaren perdidikean dalamAPRN
31 ayat (4) UD 1945, sehingop aldckasi angopran padidikan seoesar
9,1% dalam UU APBN 2006, bertentangan dengan UUD 1945
(kostnsiasl) .

Terkait deropn putusan MK perkara No. 012/FUJ-I11/2005 (pergujian
APEN 2005) , MK menjelaskan putusan itu ada pada kurun waktu
yang lerbeda dengan pengujian UU APEN 2006 ini. Pada saat itu
diajukan den diperiksa pada mesa akhir talin angoaran,

kesunoouhan Parerintah dan DPR untuk memeruhi ketentuen Pasal 31
ayet (4) UD 1945 yarg secara tegps diperintalken itk dipriaritaskan.
Selanjutmya MK meryatakan, meskipun APRN 2005 kertentancgan
dengen UD 1945, akan tetapi permohanan para Pamchon dinyatakan
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tidek depet diterime (niet aitvankelijk verklaard) karena apebila
dikailkan, akibatrya damat ldoih bk merginegt akenberlaku aroopran
perdidikan talin seoelumya yang justru 1ebih kecil dard angopren
sebelunmya yang 1ebih kecil, masih tetap relevan. Akan tetapi,
pertimbangan demikian tidak dapat dijadikan alasan pembenar
(rechtsveardigingsgrax) . Upaya untuk sekadar meraikken argoaran
perdidikan yang sameta-meta didasard oleh meksud untuk menghindar
dard kemungkinen dikalulkarmya dard permchonen sejenis di kemdian
herd, Ferus diparcerg ticsk sesuai deropn saveropt UD 1945 (the soirit
of the amstitutian) . Karera, dengen adanya Putusan Mehkameh Namor
012/PUU-III,/2005, Parerintsh dan DER sudsh seharusnya mengetahui
dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang kurang dari 20%
bertentangan dengen Pasal 31 ayat (4) TD 1945.

Untuk merphincari. kemacetan den kekacauen dalam paryels
pemerintahan, putusan MK harya menberi akibat hukum terhadap
tentarglatas tertinggi, dnlbuken terhedep keseluruhen TJAPRN 2006.
Hal ituberarti belwa TUAPRN 2006 tetap mengikat secara hukum dan
dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APRN dengan
kewajiben begi Pamerintah dan DER untuk mengalckasikan kelebiben
dera yarg akan diperoleh dard hasil penghamatan belarja negara dan/
P2006.
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Para Pemohon perkara Pengujian UU PJTKI.

Para Pemohon perkara Pengujian UU PJTKI.

P UU Naror 39 Talum 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Teraga Kerja Tndmesia di Iuer Negerd. (UU PPIKT)

MK meryatakan Pasal 35 huruf d UU Naror 39 Tahin 2004 tentang
Penenpatan dan Perlindingen Tenaca Kerja Tndonesia Di Tuar Negerd
(WU PPIKT) lertentangan dengen UD 1945 den tidek mami 1iki kekuatan
hikmmengikat. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Berkara Noror 019-
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020/BUJ-ITT/2005 tarncgal 28 Maret 2006 yarg telsh dimet dalamBerita
Negara Reaublik Trdmesia Neor 28 Tshin 2006 Tangogl 7 2pril 2006.
Pasal 35 hiruf d WU PPIKT bevounyd, “Rerekrutan calan TKT oleh
pelaksara paanpatan TKT swasta wajib di lakukan terhadgp calan TKL
yag telahmara1hl persyaratan . . . d) beypadidikan sskurag-kragya
Iulus Sekolah Lamjutan Tingkat Rertam (SLIP) atau yarg secerajat.”
marerlukan pekerjaan untuk dapet mamerihi keoutuhen hidip kaik untik
tersdout Tulusan SITP atau bukan. Apebila tidsk depat merdapatkan

Hamid Awaluddin dan Erman Suparno selaku wakil Pemerintah memberikan
keterangannya dalam Pengujian UU PJTKI

secara sempurma memeruhi kebutuhen hiduonya dan oleh kavenarya
akan teroaropu hek atas marpertaharnkan hidip dan kehid penya, 1doih-
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Batasan tinpkat perdidikan (SLTP) herya dapet dibenarkan geebila
persyaratan pekerjasn mareng mamerlukan hal tersdout. Paroatasan
tingkat pedidiken di Iuer persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan
seloacpimena. tercantim dalam Pasal 35 hiruf d WU PPIKT Jjustru tidsk
menpuryal dasar alasan parbenar (rechtsvaardigingsgrad) merurut
Pasal 287 ayat (2) UID 1945.

Dengan demikian, penbatasan tingkat pendidikan SLTP yang
terdapat dalampasal WJ PPIKI bertentangan dancen hek atas pekerjaan
seseararg yarg dijenmin oleh Pasal 27 ayet (2) , hek untuk menpertaberken
hidip dan kehidipan berdasarkan Pasal 284, serta hak untuk hidiup
sejahtera berdasarken Pasal 28H ayet (1) UD 1945. Lagi pula, syarat
perdidikan dalam Pasal 35 huruf d UU PPIKI menjadi tidsk relevan
menbiayai pendidikan dasar sesuai dengen Pasal 31 ayat (2) UD 1945,
yarg seandainya telah diparuhi oleh Paverdintah, dengen serdirinya
angkatan kerja ITndonesia sudsh mencapai. tingkat pandidikan mininel
Sekolah Larjutan Tingkat Bertane (SLIP) .

2 Putusan Iain yang Mendapat Perhatian Publik
-putusan MK yang mergubsh ketentuan suatu undang-undang

058-059-060-063/PUU-I1,/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-I11/2005
tentang pengujian Undang-Undang Navor 7 Tehin 2004 tentang Suroer
Daya Air den Putusan Berkara Norar 012/BUU-ITT,/2005 tentang pergujian
-Undang Namor 36 Talim 2004 tentang APRN Talun Angoaran

ikle=Wik1a 8ol Pe ] aksanaan
ol MK-RI

a Pengujian UU SDA

Pergujian terhadap UJ Naror 7 Tahun 2004 tentang Surber Dayal
pacarya, yaitu hampir mencapai 3000 orarng yang divegister
Perkara Norar 058-059-060-063/FUJ-11/2004 den 008/FU-IT1/2005. Dari
sisi neskehputusan, Putusan ind merupekan yarg paling teal, yaitu 523

Pemohon dan Kuasa Pemohon sedang mengikuti jalannya persidangan Pengujian
UU SDA.

Delampagujianmeteriil, Randhm mengajuken permchoren kepeda
Mahkameh untuk melakikan pengujian meteriil sebaryek 19 pasal WU
SDA dan di samping itu juga terdapat Pemchon yang mengajukan
UU SDA. Sebelum melakukan pengujian pasal-pasal UU SDA yang
dimchonkan para Pemohon, Mahkameh menyampaikan dasar-dasar
panikiran yarng digunekan dalam pengurjian pasal-pasal UJ A,
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Peserta demo yang menolak berlakunya UU SDA di depan gedung MK.

Fungsi air maerg sangat perlubegi kehidupen merusia den cepet
dikatakan sebagai kebutuhan yang penting sebagaimana kebutuhan
diakui sebagai hak asasi merusia yang dijabarkan dalam Piagam
panoentukan World Health Orcgnization 1946, Article 25 Universal
Declaration of Hmen Rights, Article 12 Tntermatianl Govenant an
Foonrnic, Social and diltural Righits, danArticle 24 (1) Gaventionan
theRigtsof Gild (1989) .
hal, yaitu pengpkuen tertadap karyatasn air sebagpi kebutilhen yeng
merdepatken air kegi setigp ararg. Dami perlindingen tersdout perlu
yaituhek asasi merusia. Ssoecpimare M lainya, posisi necpra terkait
dengen kevwarjilarrya yang ditintulkan oleh HAM adalsh negara harus
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meghometi (toregeect) , nelirdrgi (to
rctect) , dnmenenihinya (to fulfill) .
Meka mergjadi keniscaysan begi negara
untuk canmpur tangan gura melakukan
pengaturan yang tujuarrya agar hak
asasi merusia tersdout daeet dihometd,

Para founding fathers secara
pencaturan air dalam ketentuan UID
1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) . Dernggn
paetren air acklsh Pasal 33 ayet (3)
UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945
hek atas air sebagai kegian dard hak
tidek diperiolehkarryya negara untuk mencanpUrd. Urisan ait warch necara,
Perlindimgen terhadap hak asasi atas air tidak hanya meryarnokut
ararg 1ain, tetapl jusa mamjamin kepastian harus benar-benar dapat

Tica aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu
penghonetan, perlindingan den pemeruten, tidek henya menyangkut
keluturen sekarang tetapi harus juga dijamin kesinenourncarmya untuk
mesa depan karena secara langsung meryarokut eksistensi marusia.
Necpra juop perlu terl ibet secara aktif dalamperancansan
nesyarakat .

Pemenang kedua lomba foto jurnalistik MK 2005.
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keoutuben lainya, sgperti pappiven untk pertanian, padeargkit tascp
listrik, danuntik keperluen indistrd. Juca menpuyai andil yerng pating
egi karejuen kehidyeen menusia, dcenmarjadi faktor yarng pantinglegi
Oleh karenanya, pengaturan suroer daya air tidak cukup hanya
meyarokUE parcpturan aitr sdeacpi keutuhen desar nernusia, tetapl jup
perlu diatur parenfaatan sunber daya air untuk keperlven sskurder yarg
tidek kalah pentingya begi merusia agar dapat hidup secara layak.
Kehadiran undang-undang yeng mengaitur kedia hal terseout sangat
wElea.

Salah satu peserta aksi demo yang menolak privatisasi air di depan gedung MK.

Berdasarkan pertincaroan-pertintencen yang dikemikakan dalam
putusan ini, Mahkameh berpendapat TU SA telah cukup menberikan
kewaj ilan kepada Parerintah untuk menghormati, melindungi dan
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meneruii hek atas air, yerg celamperatiren pelaksareartya Baverintsh
haruslah menmperhatikan pendapat Mehkensh yarg telah disampaikan
dalam pertintengen hukum yarng dijadikan dasar atau alasan putusan.
Ppabi 1a Undarg-undang SDA dalam pelaksansan ditafsivkean lain dard
meksud sebagaimera termuat dalam pertintengen Mehkeneh di atas,
eka tertedep Unoerg-underg terseaut tidek tertubp kemrgkdren untik
diajuenpegyiankatali (cadlitiarlly castitutiasl) .
camre yerg tidek menjadi dojek harop secara ekanoni . Hak Gura Alr
marpuyei de sifat. Pertam, pedalekgra pekai hek tersdart bersifat
hak in persaona. Hal dimeksud disebabkan hak guna pakai adal
pecermiren cerd hek asasi, olehkarerarya hek terseaut melekat kepach
SUojek meruisia yang sifatrya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Gra
oleh Parerintah yerg terdkat oleh kaideh-kaideh perizinan. Mehkaneh
berpendapat meskipun U SDA mentouka. peluang peran swasta untuk
merdapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sunber daya
air, remnhal tersdout tidek akan mencgkilatken penguasaan air akan
jahke tarcen swesta.

Selarmjutrya, dalil Rardhm antara 1ain adblsh UJ SR mayasEckan
Jasa pergelolaan sutber daya air wejib merenggurg biaya pergelolaant’
sesuai dengan jasa yerg dipergunekan. Mahkaeh berpencepat belva
secara ekaomi, karerarya tidek ada harop air ssoagpi kapanen dalam
menchitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima menfaat . Oleh

b Pengujian UU APEN 2005

Pergujian UJ Naor 36 Talin 2004 tentang APEN 2005 dilakukan
dalam Perkara Naror 012/PIU-I11/2005 tangopl 19 Ckidoer 2005. Para
Pemohon mendalilkan UU No. 36 Tahun 2004 yaitu UU APBN

bertentargen dangen Pasal 31 ayet (4) UD 1945 yargbertunyi, ‘Necpra
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menprioritaskan angoaren perdidikan sekurang-kurangya dua paluh
persen dari arpparan perchpatan den belarta negara serta dard arpppran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
paryelencgarean padidikan nasiarl” . Runisan Pasal 31 ayet (4) UD
1945 tersebut ditujukan kepada “negara” dalam menyusun APEN dan

Pasal 31 ayat (4) D 1945 di sanping bertuibungen dengan hek
untuk mendapatkan pendidikan juga berkaitan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, maka MK memendang perlu untuk
balwa APRN ditetapkan setiap tahin dengen undarng-undarg. Artirnya
Nemun, pembuatan UU APRN berbeda dengen pemouatan WU yarg lain,
RIUAPN selalu kerasal dard Presiden yang kemudian dibehes bersam
dengan DPR dengan menperhatikan pertinbengen Dewen Perwakilan
Daerah, sedangkan pada UU yang lain pengajuan RUU merupakan
kewerarngen DER meskipun dapat juga diajukan oleh Presiden. TUAPRN
menpuyad katas wekitu berlaku herya untuk satu talhin anggpran, el ind
berbeda dengen WU 1ain yerg tidek menoatasi jangka berlakuya. UJ
2PRN diperiluken adaryya setiap tahin, den apebila UJAPRN tidsk dapat
ditetaokan karena DER tidek meryetirjui RIUAPRN yarg diajukan oleh
Presiden, maka Pemerintah menjalankan APEN tahun anggaran
sebelunya. Parberlakuen APRN sebelumiya dimeksudkan aggr tidek
terjadi kekosagen hukum (rechtsvaarm), mergingat APRN sancptlah

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak memberi batasan apa yang
termesuk dalam “anoopren pendidikan” . Dalamusaha untuk menentukan
karpaen angopren pardidikan, atas persetirjuan bersare Presiden dan
IER telah ditetapkan balmwa yarg termasuk dalam angopran perdidikan
ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Telin
2003 tentang Sistem Padidiken Nesiamgl, yaitu dana untk pedidikan
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Dencpn adarya ketentuan Pasal 49 ayat (1) WU Sisdiknas, meka
secara tidak langsung akan menaikkan jumlah nominal anggaran
tersshit dimestkken karpaen oaji padidik den padidiken kedinasan.
agpr cepat melaksarekan ketentien knstitusiasl decenlaik, karea
geebila delammerafsivkan 20 persan yarg terchpat dalamPasal 31 ayak
(4) D 1945 dimasukkan kompanen gaji pendidik dan pendidikan
kedirasan, meka aken dicapatken jumlsh mamirel yearg lebih sedikit dalam
adanya itikad baik dari Paverintah bersama DER untuk melsksanskan
Pasal 31 ayat (4) UD 1945. Hal ini ditaneh pula dencen telsh acerya
kesepakatan antara DPR dengen Parerintah untuk selalu menaikkan
persatase anppran pardidiken cerd. tahin ke tahn sehingpp dalam jagka
wektu line tahn ke depen keterttuen UD dapst: diperuhi .

MK telah memutus permchaonen Perkara Naror 011/PUU-111/2005
yarg pada avenya menyatakan betwa Perjelasan Pasal 49 ayat (1) W0
Sisdiknas tidek mempurnyai kekuatan hikummengikat . Oleh karenarya
pemervhan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi
arcppran 20 persen tideklah dilakuken secara bertalep don seecpinera
telah diuraiken di atas terhadsp Pasal 31 ayat (4) UD 1945 necpra
mempuryai kewajiban yang termasuk dalam kewajilan negara untuk
memervhinya. Adartya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APEN
yarg kurang dard. 20 persen adalah bertentancen dengen perintah Pasal
31 ayat (4) UUD 1945, yarg menyatakan balwa anggaran tersebut
diprioritasken sskurang-kurangrya 20 persen, meskipn telsh tenyata
lalma. DER bersane Presiden telah dengen itikad baik memenfaatkan
secara progresit dalam parryusunen APRN seterusrya.
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Meskipun UU APBN telah nyata
bertentancen dengan Pasal 31 ayat (4) UD
1945, nemmn apsbila Mehkameh meryatakan
permohoren dikaloulkan, meka berdasarkan
Pasal 23 ayat (3) UD 1945 akan berlaku
ketenen 2PN tahin yerg 1alu. el tersdait
tidsk murgkin diterapkan pada permdhren
ini, karena akan menimboulkan kekacauan
(goverrmantal disaster) dalamadministrasi
keverngen negara, yerg depat mengekibarken
ketidakpastian hukum (rechtsanzekerheid)
cen kshkan akibetrya dapat akan 1ebih ik
APRN sebelunmtya lebih kecil jumlalmya.
Berdbsarkan selurnth uraian pertinterncen di
atas, MK berpendapat UUAPEN tidsk dapat
dinyatakan tidak mempuryai kekuatan lukum mengikat, sehingoa
pera Barndm herus diryataken ticek depst diterding.

B SENGKETA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Perkara sengketa kewenangen kanstitusional lembaga necara
perkara yang pemchamya adalah lembaga negara yang
kewenandarmya dilerikan oleh UD 1945 yarng manpurtyai kepentingsn
terdapat enpat perkara saroketa kewenangen yarg ditangeni oleh MK,
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Akhir dari sebuah perseteruan berakhir di MK dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

VIK — K
Fas

1 Sengketa Kewenangen Konstitusianal Pengangkatan Anggota BPK
2004-2009
Paca tahin 2004, tercatat satu perkara yang diajukan oleh Dewen
Perwakilan Daerah (DPD) . DPD menganggap, dengan keluarmya
Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahin 2004 tertanggal 19 Cktdoer
2004 tentang Penberhentian Anogota Baden Paverdiksa Keveropn Beriode
1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Periode 2004-2009 telah menggbaikan kewenanoen kanstitusianal DD
Oleh karena itu, DPD maminta kepada MK agar memituskan gpekah
benar Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 bertanggal 19
Cktdeer 2004 tersebut mencgbaikan kewenangen kanstitusianal DPD
sebagaimena ditentukan dalam Pasal 23F UUD 1945 atau apsbila MK
berpendapat 1ain DPD nohon putusan yang adi 1 dan bijaksana. Pihak
Termohon perkara ini adalah Presiden RT (Termohon I) dan DPR
(=ndm I0) .
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Berkara ini selain menyeskan perkara yarg diajuken terkait dancan
sergketa kewenangen kanstitusianal lenbaca necara, Jjuge menjadi
sefjarah seoecpi perkara pertans yang mendapatkan putusan sela dard
MK dalam bentuk penetapan yang memerintahkan agar samia pihak
(Pemchon dan/atau Termchon) untuk menghentikan sementara
pelaksansan kewenaengan yarg dipersangketakan sanpai adarnya putusan
MK.

Rutusan MKmeroetaken, parnoargkatan tevsdout tidek bertentanomn
mergplaikan kewenanoen kanstitusiaal DED. Di sanping itu, terlepas
dari kelarshan dalam permchonen Pemchon yang dapat meryebalokan
permdhaen Pardm dinilai kel (cbsaur) , Pavdm Jugs tidek bertasil
meyakinksn Mehkaneh guna mentuktiken calil-daliliya, sehingga oleh
kareranya permohanen panchon harus ditolak keseluniden.

Dalam salah satu pertintengen hukum putusan yeng dibecakan 12
Noverdoer 2004, MK menjelaskan lalwa DPD baru ada (pelantikan
anggota DD 2004-2009 dilakikan 1 Qktdoer 2004) setelah DER selesai
melaksanskan proses pami 1ihean calon anggota BPK 2004-2009 (artara
tanggal 16 Septerer 2003 sampai dengan 7 Juni 2004) . Merumut MK
wallau DED sebegai lembaga necara mamerng telah diatur dalam Pasal
22C dan 22D UD 1945 sebelum tangoal 1 Cktdoer 2004, namm tidak
berarti weverarg yarg dinti 1iki. aleh D itu telsh dgeet dijalarken, karas
wewenang DPD selaku lenoaga negara baru dapat dijalanken setelah
leragp itu ada angootarya. (geen bevosgheden zaxer reditssubject) .
Di. begyian akhir putusen di tetadken pula Rubusan Sela taropal 8 Nopenber
2004 yerg marerintahkan penghentian saventara pelaksansan Keputusan
PresidenMo. 185/MTahn 2004, tidekberlaku lagi .

2 Sengketa Kewenangan Konstitusional Gubermur Lampung dengen
DPRD Lampung
Gubermir Lanpurng Sjadroedin, Z.P. mencgajukan surat pemdhaen
kertanggal 21 Desatber 2005 yang terdaftar di. Kepaniteraan MK dengen
registrasi No. 025/SKIN-ITT/2005 dalamperkara Sengketa Kewensngen
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Lenbaga Negara dengan Termchon Dewen Perwekilan Rakyat Deerah
(DPRD) Provinsi Iampurg.

Zkan tetapi pada tanggal 26 Desanber 2005 Sjachroedin, Z.P.
melalui kuasa hukumya mencajukan permohonan perihal penarikan
kenbali permohonan perkara Nawor 025/SKIN-ITI/2005, yang pada
pokakya menyataken dengen alasan yerg merirut Penchon, “kandisi
terakhir di Provinsi Lanmpung yarg kelihatarmya cenderung manoaik” .
Ahimya Perkara ini diakhiri dengen Ketetapen MK yarg diterbitkan 6
Janerd 2006.

3 Sengketa Kewenangan Kanstitusional Kandidat Walikota Depck
dengan KPUD Depok

dinyatakan memenangkan Pilkada Depok 26 Juni 2005 oleh Komisi

Pemilihan Umnum daerah (KPUD) Depok dengen Badrul Kamal dan

Syihaluddin Ahed calan wal ikota dan wekil walikota laimmya yeng

Sidang Putusan Pilkada Depok selain diliput secara luas oleh media, juga menari
perhatian masyarakat untuk menyaksikan secara langsung.
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Rkhirmya Badrul Kamal dan Syihabuddin Almed mengajukan
perkara tersdout ke Pangadilan Tinogi (PT) Jawe Barat sesuai dengpn
ketentuen Pasal 106 ayat (7) TUNb. 32 Tahun 2004 tertang Parerintahen
Daerah yang menyatakan PT Jawa barat merupakan pihak yang
ervarerguntk mergurji serta menceluarkan putusan yarg evsi fat final
dnmergikat Kissh ini berlamjut dergen dinerargkarmye/dipilitrya
Badrul Kamal dan Syihabuddin Almad oleh PT Jawa Barat yang
berkeddikan & Barding melalui putusan No. 01/PITKADR/2005/PT. Bdg.

Akan tetapi kemudian KPUD Depok mengajukan surat yang
berjudul: Mamori Peninjaven Kemceli kepada Mehkaneh 2gung (VR)
terhedep Rutusan Pengpdilan Tincgi Java Barat No. 01/Pilkads/2005/
PI.Byg. terseout hingoa dikeluarkarmya putusan Mahkamsh 2gung No.
01 PX/Pilkada/2005 yang mencatalkan putusen Pencpdilan Tinogi Jawa
Barat di Bardung tersdaut . Tentu saja hal ind sancgt merugikan Bacrul
Nurmehmudi-Yuyun sebagai pasangen parenarng Pilkada Depok.
Dilarengi dengen pengaijuan putusan parglrjian Putusan MA yarng
berisi permchanen acar MK menyatakan Putusan MANo. 01 PK/Pilkada/

Perkara SKIN tersebut diajukan dengan Termohon KPUD Depok
yarg diangoep setegai. lentaga necpra peryelengopra Pilkaca.

MK menrjelaskan penolakarmya atas anggapan yang neryatakan
balwa. Pemchon merupakan walikota dan wekil walikota sekaligus
lentecp Negpra. Hal ini terkait dengen ketentuen WU Pavca dan PP No.
6 Talun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

ikle=Wik1a 8ol Pe ] aksanaan
ol MK-R1I

Barberhentian Kepala Deerah dan wekil Kepala Deerah, untuk depetrya
pavenerg pilkada menjadi walikota dan wekil walikota, mesih harus

Mk juga menyatakan batmwa KPUD Depok bukanlah bagian dari
KPU yang dimeksudkan Pasal 22F UD 1945, melainkan KPUD yang
kewenangarya diberikan oleh WU Parda. Dengen demikian meskipin
KPUD adalah lenbaga Necara, nammn dalam peryelencgaraan Pilkada
kewenangarmya ukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD,
sebagaimana dimeksud dalam UUD 1945 dan UJ MK.

Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara mengenai
Bupati Bekasi.

4 Sagketa Kewenenoen Knstitusional Bupati Bekasi dengen Presiden,
Mendagri dan DPRD Bekasi

negara, kemali mmeul dalam sidang perkara 004/SKIN-IV/2006

mengenai Pengujian Sengketa Kewenangen Lembaca Negara (SKIN)

antara Byeti KdoystenBkasi (Ors. HM. SlehMaraf) danwekil Bupatd

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI



(Termdm T) , Menterd DalamNegerdi Republ ik Tidresia (Temdhon IT)
den Deven Perveki 1an Rakyat Deereh Kalogeaten Bekasi. (Termohon IIT) .

Pemohon mengungkapkan beberapa pokok permohonannya,
diantaranya keoeratan terhedap Menterd DalamNegerd. (Merndegrd) yerg
menberhentikan Pavchm dari jakatammya selaku Bupari /mekdl Bupatd
Bekasi. Pemohon juga keberatan kepada DPRD Bekasi yang telah
menuat Peraturen Daerah (Perda) tentang APRD Bekasi talin 2006

Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra selaku Wakil Pemerintah
dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Bekasi telahmelanmpai kewenangarmya den bertentancen dengen Pasal
18 ayat (2), (5) dan (6) WD 1945 jo. Pasal 25 WUNo. 32 Talin 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) . Pemohon juga
mempermasalahkan keputusan DPRD Bekasi yang menetapkan,
mengesahkan perancangan Peraturan Daerah tentang APRD menjadi
Peraturan Deerah tentang APRD 2006.
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Terkait dengen Presiden RT yarng merjadi termohm jugg, Saleh
Manaf dan Solihin Sari menjelaskan alasan bahwa maka sudah
seharusnya presiden mengoreksi tindaken Mendagri yang merupakan
pendentupresiden. Selain itu seluruh tindekan dari Mandegrd nerupekan
tanggung jawab presiden, karena dia yang mengangkat dan

Menangoepi permcharen terseout, MK berpendapst betwa sargketa
pemohon dengan Termohon IT bukanlah sengketa kewenangan
sebsgpimera yang dineksud oleh Pasal 24C ayat (1) UD 1945 sehinooa
permohonan Pemchan tidak memeruhi syarat sebagaimena dimeksud
oleh Pasal 61 UMK. Hal ini didasarkean balmwa dalil Pamchon yeng
meryatakan Termohon IT telah melakukan tindakan yang melampaui
kewerergarmya. (ultra vires) merurut MK tideklah dapet diuji secara
langsurg dengen Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18AUID 1945, tetapi
berdasarkan Pasal 29 sampai dengen Pasal 31 WU Parda.

Ketentuan yang terdspat dalam Pasal 18 ayat (4) den Pasal 18A
UD 1945 juga bukenlah sebush ketentuan yang memoeri kewenangen
kepada Gubermurr, Bupati, denWalikota, tetapi merupskan norma D
yang mergikat: kepada penfouat undeng-undeng dallammengatur pemi 1iken
GQubermirr, Bupati, denWalikota agar pemilihen kepala dasrah tidek
dilakukan secara parjukan atau percprokatan, melairkan denspn cara
denckratis yaitumelalui pamiliten langsurg atapn pami liten melalui
larbecp perwekilan. Parbuat urndang-urnderng oleh Unoerng-Uncerng Desar

Dergan demikian, MK berpendapat belwa Pasal 18 ayat (4)
Pasal 18A D 1945 tidek menupskan dasar atau suroer
dard kepala ceersh kaik kewernarnoen pakk, kewernaropn inplisit,
keweneroan yerg diperlvken (necessary ard praeer) untuk el sksarskan
kewenangen pakak kepala parerintah daersh provinsi, kaloupaten,
laa.

Terkait dengen Ternmohon I, dalam pertimcengen hukum putusan,
MK nercerngoep Pandhmn tidek secara jelas menpuraiken tindsken yarng
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dimchonkan kepada MK terhadap Termchon I, sehingga permchonan
marjadi kabur (dbsauwr 1ikel) . Di samping itu Mehkash bevpendepat
alwa Termahm T tidek mengoreksi. tindskan Termchn IT tidek termmastk
dalam pengertian senoketa kewenangen lemoaga negara sebagainena
dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Oleh karenanya permohonan
Pardm tidek beralasan.

MK jugp berperndapat: kelwa Bupati adalah argen peerintaten yerg
juga lenbaca necara dalam proses paruatan peraturan daerah yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahn 2004 . Kewensngen Bupati
tersaout diberikan oleh undang-undang, dan di dalam undeng-undeng
tersaout tidek terdapat kewenangan inplisit atau kewenangan yang
diperlukan (necessary and proper) untuk melaksanakan kewenangen
pckok Bupati yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan
demikian, Mahkamsh berpendapat balwe senoketa yarg terjadi antara
Pemchon dan Termohon ITT bukanlah sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangarmya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
sebagaimana dimeksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Dengen berbagai
i terssout MK meryatakan permchonen Penchmn tidek dapat

C PERSELISTHAN HASIL PEMILU

Berdosarken Pasal 24Cayat (1) UD hesil Perucshen Ketica yarg
disahkan pada 9 Novenoer 2001, MK berwenang salah saturya untuk
tus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umm (Pemilu) .

dilakikan oleh Komisi Pemilihen Um (KPU) den merugiken mermmut
Perchon. Perselisihan hasil Pamilu ini dimeksudkan untuk selurvh
rargkaian pamilu, etk untik legislatif, meuon untuk Bami lu presicen
pertam dnkedia.

Setelah Perubahan Ketiga UID 1945 berlaku, Indonesia laru
i satu Pamilu, yaitupeda tahn 2004 yarg terdiri dard beberga

Pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004.

tahep. Dimilai dengen Pamilu Iegislatif (5 Zpril 2004) , kemudian
(5Juli 2004) cen Pamilu presiden denwekil presiden putaran keda (20
Seotenber 2004) . Dard ketica tahep tersdat, terdaoat d B tahaoan Rani lu
2004 yarg tesil perhiturgarya rergadi doyek persel isiten dan diajuken
pitaranpertara.

Pach tahn 2004, Mehkaeh Kanstitusi telshmeyelesaiken perkara
penililen unm, di nena perkara yang masuk berjunlah 274 perkara.
Berkara ini terditd derd 23 perkara pertai politik, 21 pekeraIFDdn 1

Dard sejunilshperkera terssot,  terchoet 41 perkara yarg dikaulken,
135 perkara yarg ditolak, 89 perkara yarg tidek dapat diterima dan 9
perkara yarg ditarik kentoali . Di sanping itu jusa terdapat 23 perkara
telahditatiian.
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Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Secara keselunien, MKmererine perkara perselisihen hasil Bamilu
chri 23 partai politik yarg terdaftar danbertek untuk ikut delam Bamilu
Legislatif 2004. Dengen kata lain, kecuali Partai Nehdlatuil Uheh
Tdaesia (BNUD) , henpir kesehimiben pertai politik peserta Bamilu 2004
merasa ada kesalahan peda perhi tuncen pami Tu 2004.

Pasca Putusan MK, terdapat penibshan yang cukup beartyak dan
signifiken pch peroleEn kursi partai politik i Dewen Berveki lan Rekyet.
8l ini karare dard 252 kesus yarg diajuken alenpartai politik, terchest 38
kasus yarg dikabulken. Sisarya, 131 kasus ditolak, 74 kasus tidek dapet
diterima, dn kesus ditarik kentali.

2 Perkara Perselisihan Hasil Pamilu Untuk Calon Anggota DFD

Dard sekdan keryak calon angoota DED yarg terdaftar dalam Bani lu
Legislatif 2004, terdapst 21 calm yangnelayargken permohanen ke MK
oleh KR, sehingop marpengemnihi. terpi litnya mereka mejadi. ancoota
DPD.

21 calon anppota D tersdaut berasal dard 13 provinsi 3 idaessia.
Suetera Selatan, Sulawesi Selatan, Suretera Utara, Sulawesi Utara,
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Jewa Tergeh Gen IKT Jakarrta erupskan provinsi-provinsi yerg terdepet
1ebih dard satu calan anggota DPD nencaijukan permchanen di MK. Pada
akhinya terdgest 3 kasus yarg dikaulkan, 3 ditolak, dan 15 yang tidsk

3 Perkara Perselisihen Hasil Pemilu Untuk Pasangen Calan Presiden
denWekil Presiden Putaran Pertara Tahin 2004

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan
Cawapres) Wiranto-Salahuddin Wehid mengajuken permchonan ke MK.
Jika permmcharearmya dikaoulkan seluniya, mereka depat raik peringkat
dnnagadi peserta pani luputaran kede. Berkara ini menyeskan pertara
kalinya dalam sejjareh hukum den ketatanegpraan Indoesia sehingg
akuprayitapertetian pdolik.

Capres dan Cawapres Wiranto-Salaluddin Wahid mengajukan
depat menerine Penetapan KPU karena menganggep telah kesalahan/
kekeliruan penghitungen suara baik yang disengaja maupun tidek
disengaja oleh pihak KPU, sehingga hasil penghitungannya
itu, menmut mereka tentyata terdapet sejumlah surat 2.513.881 stara
yarg tidsk dapat dijjelaskan oleh KEU.

Merurut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
dicalaken oleh Partai Golaren Karya tersdout, akilet dard kesalahery/
kelkeliruen perhitungen secara resiael yarg terjadi, secara jelas den
meyekinkan telah meniniulken kerugian begi mereka sejurilah 5.434.660
sEradi 26 provinsi.

Dalam permohonantya, mereka memchon agar MK menerina.
mengabulkan permchonan untuk seluruhnya, membatalkan hasil
penghitungen suara untuk pasangen Capres dan Cawapres Wiranto-
Salahuddin Wehid pada putaran pertana Pamilihan Uhim Presiden
Wekil Presiden Tahin 2004 kerdasarkan Surat Keputusan KPU Nonor

79/3K/KEU/Tehn 2004, tertaropel 26 Juli 2004, tentarg Reretapsn
Pergumuaen Hasil Penghitungen Suara Pemilihen Unm Presiden
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Wakil Presiden Talun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
KPU Noncre 125/15-BA/VIT/2004.

Selain itu, mereka mamdhm agar MKenetagken hesil parghitinoen
Suara yang benar untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-
Wakil Presiden Tahum 2004 sejumlah 31.721.448 suara, dan/atau
manerintahkan kepada KPU untuk melaki kan penghitincen suara ulang
Provinsi seboegainena dimeksud dalam Pasal 70 jo Pasal 72 WUNo. 23
Tehun 2003 tentang Pamiliten Presiden; denmenerintahken kepada KFU

Setelahnmereliti denopn cemmat sau persatu perolehen sara di 26
provinsi yang dipermesalabkan, MK berpendapat balwa Pamdhon tidsk
yarg mengekikeatkan mereka kehilangen seboesar 5.434.660 suara. Oleh
karars itu, permoharen calo Presiden Wivanto den calanWekil Presiden
Salahcdin Wehid herus ditolak.

8 0

ile-Wic1abisl Pe | aksanaan
Sl=eEislerisl MK-RT

Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi RI



T N



(00000 o000 dodonaoono dodooondnooo foonnondo bnODo-
(000000 (o0 dond onndaon bOOodooog (oa; Dooon oo Aoeoen
[T Coy Cmnns Erocnor Erog s ommg g v
[0 00 O ons (o oo ronog (oo oo onoood
(OO0 00O non oo oo boof boMM0 o oo, P oMM m
(OO0, om0 oodu0s OO uaon0non oo Ao oo onn nonnon,
(000000 dodod foondndooo fnOnoonOoOo DOonO-nOnOndng nood
(000000 dooood fooo dooo Gonooo dooo fonoo honoood foood oo
oo .

0000000 DOnon fond Gooao oo foodo dnonnondod bonoo
0000000000 Oondod food boodo doonononoo ooon Dooododoood
(000000000 GonnOooo0 dooononoo fonnondnoo fo foonooo DOnoooo
(00000 0000 Oodo fonooo dnfdoonndo 0ondo, Dondnoon, dnoood
(T, OO C OO e O O (T
(LT (e,

1. [000NONOnO0 food dooodoo@

(000 0000 dononoo doonndodod Doondo o (dnoonood) oonoo
(T 7 O QX0 ] 1 (000 26003, 000 LD A
(00000000 dnono doooodo oo oooa 19 000000 2003 OOOOOOO00 OO
(000 QO0nd doooo 0. dondonadon hoooa donog hooo o fodhoo0odd
(000 Q00 EOnnn000n donnon oo ooodo0n oo doooo00e doO0 oo
(000 QOOnOoo00D bonnOCnof oo onodooo dooooa Qonoo foofoodooo
(00000 000 DoOn0oonndo Dodood Qooon DubouDOODO Ooo donod
(COOCn0000n Aoodonnod ddooo Goodono.

(A0 CT I v (o dom oo (oo fm oo
(XXX (2. CInnonn CCrnnnninnn (o0 Qo oo, doddo0s ooo0m
(00000 Qoo onnno00 fdon d0non GoodH0Hood dOd00x dHood, ooood
(0. 0. Q0000 onodonond, £.0. onoonnon bodoooodo dHo (oo, doooo
(000 E0nn Qoo (0 0o (oo bodon do. oooo foooood0 foooooa
(000 o (00000, Q0000 dnd00nn0 Q0000 e (0000, Godon dooood
(000 (00 donnon0da0a, oodon (oo 0. onoo0a fooog bo©dHnon, 0o,

8 2

Sembilan Hakim Konstitusi.

(T L CTC T v oo povrnnn oo
[l

(00 GOn0n0a0n Godon 0 hoCHnodo, oo dd-oood-dog OOoo. o,
(007 E00000i0oan, £.0. 00000 s (00 oo 000 s (00000, oo
(O0OCO000n oo doooo. foooaonodon (oo hooo fooo©Mooog odHo oo
(OO0, oo o000 doonn0do0n oo bodo fdooof fdAMoo doooo
(00000 d00n (oo, G0n oo donoo. fonooood fdAn 00oa Coom
(00 (00 (o0 o0 o000 oooddo oodm oo

(OO0 X000 000 o000 0 OOuoionron (o oood oooom
(0000 (0 GO0o donoodoooo Donan, 0o, bonoond oong doooodo, 0.
(00 (0. GOnodoo, 0.0, 0.0.0 ood-00o0 doodnoonoao 4 (Joodo) doooo.
(1000 0000 QOonOnnonon ooono onond dondodo, oo. bonondo dodona
(00000, 0.0, oonooood s (oo, foooo doonoooog oo, boooood, 04,
0.0.0 (0000000 3 (oo, Goood. dondno doodoooo oo. fodoooo boooo
(000, .. D000 Qo000 (00nn (oo on. dodoo oo 2o o000
(0000000 QOonoodo doooodo onoa bod dd0oa GooMo (o fNDoof 3 ooy

(000 00000 OOtdoooD Odoooooooo Od



(0000 0n00D bonnoonof o GOo0a 24 00000 2003 0000 Q0000000

(T

(00 000 00000 £, o 000 oo (oo oo
(000000000 Oodod fondo dooodndnan nonoo donono fondodoood
(0000 a0 dnodoon Godooa Ao0Moood00a AodMa CoooMoodCcoodbo,
(0000000 dodnndn doodn ononod odoo dObooo-Dobodo b, Donoo
(00000 dondnndonn oonodo dodoo, dondonoonod doooo dooftoodo oo
(T O COU EX T e O E e E )
(00000, honooooo doodonooo honnoooo Hooooooo dooMooo CooCooo
([T AT,

(00000 0000 oo, oooo Goooo Aoooodoood dooodhooMoao b0
(00000 QOd0o- om0 00 o000 a0 o- o000 o0 ooog DO
(0000 00000 donoooooo honnoOndnod dodoodHodoo DooOnoo doooooo
(000000 QonnOon0 doodoo oo doodo dodnod ondo fodno boondooooo.
(X000 CIT XS (00 Eonnn oo Armrmmnnnnn oo
(OO (000 o QO 0onood, onod oo,

(U0Ca00n00 doodoodo o fododonooo foOCoodho bOMna ddooo-
(00000 0000 (a0 1945 000 00O000-000000 (00) 00000 24 00000
2003 (1000000 (0 0000 (0000 (oo, onnd00nn ood oon, bodo doooo
(00000000 dndonoaao Qonoooo Aodondono dooodHoo fooodHodo Cooo
(IO QX0 Q000 00 00 o oo oo onoom.
(10 000 EndOnn000n0 odoo fooo doood fooo0MHood frho0M o DdCoo
(OO0 Qoo oo, don0o0o boCoo0O oG LOMo oo o.M o
(000 (00 donnn0on dnnnoo, fondon, bod oMo o0z CooQMooooa
[Im

(0000 OO0 dOnOnoon dooondnoo Gonoo GonoOnonoo Gono oo
(0000 donnon0 oodoaon Aoodonnoo0 hO©Mo dA0Ko0dG, oooMoo, Do
(Y. (IO T E CCc Cnnnnnn d,

(1. 000 0000 Goonndona Qoo oo foooo fodoo fo-ha (hoftodooo o
00000 o1,/ 2003, 24 OOOOOUOD 2003). HOOOOO0N O0-00 000
(00000000 dodonOodooo foononoOoo0 bono dodonoo Dood Oodog
(00000 (000 19 X000 2003 OOUHO0N QOOO000M0 dOo00nonD
(000 (00 D0 (o0 o - Go0o fooo oog oo,

(000 00000 DoDoDDoD OOOOoooooo oo

(1. 0000 000 000 Gonoono dooo0o0 ooo0 ooooo fofoooooon @oooooooo
(0 00000 o2 /002003, 24 TOO0OOOOO 2003).

(1. 000 (0o QOnonaoi0n (oo oo-0o (dooona00o oo 0ood os 0/
2003, 24 (OO0 2004).

2. (100000000 On0OnOOnDa

(00000 oOnnoon donood oooo fo dOooon bodoo doodoooo0o oo
(000 Q0D Qonod dondood doodoog ooooooq, Oooo fonoo dod-oofooo
(00000000 DOnao Coooo dododndoo dnoodndoo dnondodndo Donood
(000000 dodnndo- Aonodoo donooo. footdnodo LonoU0od foUoodoo
(0000 (000000 o000 donooodonno0, HHnoa bodA0Ooa CooMMo 7,
(000 (00000n dondoooodo0ohdo fonnoo (oo Oodo. 0o, 0. 0. foooo
(0010 (00 Cnnda0nn bod dooooda, fodon fonod doooo0o0an bodMog (o
(. f000 dodnnaod oo foondodo boo onoodn, foond foood foood
(0000000 OO00o000 (o oo, 0. bodoon donoo fonoood ddo g0
(00 00000,

(0000 QodoOoo Co0dOOn00 bodOo a0 oMM f oo
(0000000 (oo don fooao donod do-0o. boooo bodoodOoooMHG Ooon
(000 in0onnn0 Qooon donodooonog odoo oo, BooodHoa doodHooo
(00 Q000 dodnndanao Gonodood fooOooOoooo hoooo doooodoodooq
i

3. [0000[a0n oonad oo dnnoooon oononnoond
(I o0 Qoo Do oo oM
000 000000 000 0000000 E00A000a008, 000 0000 Q0000

0000000000 000000000 00 00 000000 0000 00 0000000 000, 00000

COUCD00) 00 00000000 D000 000 ) 000 0
0000 0000 EOUAD0000) £ 0 GA000E0003 00000000 o0 0 Q00D

00000 00 00 00000 00000 Q00000 0000 s-+3 D000 2003 0000

COOOUEEY) ) O OO 0K, 0. 0. O DO O

1.0, 00,0 000 D000A00000, 1.0, 00000 0000000000 0000000 00000 0

0000 00000000 D000, 0.2, 0.0, 00000000 €0 00 0000000 Q00000000

(00 0000 000000 D000 DDA, 1.0, 0 000 00000000000

8 3



(0000 Cnno0an d0-00 00 Goodo ooo0on annodoo0on aooodo00ono0 o
(00000,

(0000 QONOo0oaoo o 0o 0ond fonnonood foonddng nood oo
(000000 dnna0o. Godon doodonoodo ooodooa fodO0oo, f.0. CooC0o0o
(00000000 0 Onodoo Oood -3 0000000 2004, 00 00000 000 3-
(0000000 2004, 00 GO000 000 7-11 00000000 2004 0000 Q0000000
(0. 000000, 0.0., 0.0.0. dnundodod foononood 0o foondo ooo 2-e
(0000000 2004. 0000 00000 0. 0. 000000 o000, 0.0, oo,
(00 0 000 noo doooooo, a.0., 0.0., 00 Doooo fondnoo 0od s-1o
(0000000 2004. 00D OOOOOO0O 0000, 0. . 0000 Ooooooo, 0.0.
(00000000 fonnonona oo fonono dooo 3o O0000000-10 DODOOOC

2004.
(0000 Qoo dondonnon GO0 (oo food fHooMho o fo-
(0 00 Q0000 OOaoonnn00 Goo0dona, Gonodoo oo (s oooo0m

Ketua MK menjadi pembicara pada konferensi Internasional di Ukraina.

2003), 0000000 G000 0nn000no0 o bodooon Godona, o. dooooooo
(0000 (s (00000 2004 CO000 OO0 QOO00a0d, on0o ooooo oo
T i
(000000 donoaooodo.

8 4

RN |

Ketua MK memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas
MGIMO dalam Kunjungan kerja ke Ukraina.

(000 COO0nn0000 000 200s, KOO0 (0 00, (0. Goodo oooono0000,
(11 Q00 0 Do oo oo Cnnn oo oooom
Q0000 7307 Q000 CnauaaEeaans coauenmg denumnz-Nopoodooon
(00000000 Joononooo0o0o 00-+3- (0 Gnoo, oonoooo. o000 oooo fooo
OO0COOOO00000 (000 0000000 2200 2oy foooon dermnnon 000D oo
(000 o, foo0n 10 dooodoo0on000 de0no0dHMo 0o Moo doooa
(00000 000 Doodo dooonood
000 O (s
0000000000 DoOnOODOood
(00000000DDOO DDoooOd
[0000nOn00od ooooo dooood
2004.

(0000 DOO0noOD booo
(00000 don0ooo0oo0 ooooo
(0 000 000000 Oobodoood
(000 0000Dod, oopood
0000000 CoOdom0on oooom
(T A

Ketua MK memerima kunjungan kerja MK J¢

(000 00000 OuoopooD OooooooDOD Og



i
- i
L] [

s
(00000 QOO 00 bonndnoo fnooo dooooooodon Cooda, oda, doonooo.
(000000 oo doodo o booodnngon oo fonod doooMo fodioo0ooo
(0000000 foonoodoon Goo DOnonoo Conooo doooo odonood ooood
({00, 0 Quodn, 0od fodndondnoo hooodo.

(000 (000 000000 2004, Q000 00D 000 ion0d od dod00o
(10 d000, 000 Gooan 0o Godo. . 0. 0. o000 nodooa, £.0. Godooooo
(1 00000 dndaoda, fndnoao, oo dndnoao. fodooo foood doooooood
(0000 00000 (Do op pooO00000m o (o
(000 (00000 00 donoonodoo fodo 0o Godooo donoodn oo oo doooooo.
(00000000 doodoo oooooooo donoa odoo dOfoOoohonoo dooOooo
(NI O OO o (O,

(002 (00 Q0o fondo0o0d 2004, 00 OOQOO0MD GO000 doood00o0
0000 2000 o o Cmrz o oon, Do dononn.
(0 X000 Qoo d, d0-00 oo oo oo aonodoo0oo doooo0m
(000000, 0.0., 000 0 DoOD 0OoD Doobodo, 0.0., 0.0. oooonodood
(A00000n A ooodooo0 doboa hg oo AodMa foodo (oo, foo0dood
(000 QOnaanaanoan oo 0o foonnd-0nodon oonooo fofboon.

|
= b}

Kunjungan Jimmy Carter ke Mahkamah Konstitusi RI.

(000 00000 OooooooD Ooodoooooo Od

(000 (10000 2000, KOO0 £ (0 OO C0n (00 Cnnm
(000000 do0ooan, 0.0, onnooon onoa0n doodo oo bodooodoo foood
(I 0000 OO, Q0 oo 00000 f o o o oo
[T (OO OCCConnnnn (000 2000 Ao (s Copouoo (o
[I00ea0azma0 (i foamane e oo fomo; bondoon.

(0 000 Coono0nnn0000 doo0oa oMo 00o o o0OMA7Gn Moo
(00000000 nnn0d ooon. Qoo doo0on ooo0d0noa bodOooog MM oo
[0 o f0nnd, donoooooodo0nng dooooooMo Bdooq fdMoo CoodH oo
(000 (00 fonnno boonnoodo dooa dnodona oo fog dOO0no, fooooo
(00000000 nnn00 Connoodo do0on oo bodMood. MhooMo oo, Hooon
(A00On0ann0 doodoooaoo Lodho0on foo fooodOna ho oo MUCGodhoon
(0000 GO0000 00000o0 (00 194s.

4. (10000000 QOnOoOoOnonQ

00 O00000A00A00 EXC00000 DOACOAD0AN0 C00 A00A00 00
(00D FEEDXOCCEEENO ) O AN 0 0000 (T
(000 00 D000, X000 0 EDXCEE) 0, 25 0000 200, DCTIND
(000000 000 0000 00000 X000 (00, 0000 O0a00an0nnD
D000 (0, 0000000 00 o0y, 0000000 EXTo00d ooy

o i

= = |
Penandatanganan MoU MK dengan BPM‘. j

8 5




(000, 00000 GOooooog (o, Goonoo doonoooD boo Goono oooooo
({0000 0o, foodo nOnondnoo booao.

(000 1+ 0000000 200 00 O0OQOOOOO0O00D G000 O0O0O0O0000
(00010 QX000 CO0Onnn o0 ooduonOno (o oo onoood boom
(0000 do00ndnndon doodno-0ono0o dOnodoo doo Joodood fo. fodooo
(GO0 O, 00 Godon doonnod oo oo fooodonHood doo oo,
(0] (0000 (0 (00 O Do Cnnn donnomn fuoonornn,

(00 (00 Cnnn000ia0n dudo oOUOdommianinnog 4 000 200, 000000
(000 dO0o0o donoo0od (oo, donooo doodoo bodPoa dd-ood doodd
(00n000n0 QdoodOon bodoo Aod0oo0o oo ooMCCoOG Mhoa MUPhod
(0000000 200 - EvuConCnnn. ooododn oo ooom
(0010 (000, nn000n dnodo ooonod oo ddo0on Gooo0Hoo bof fooooMm
(000 222 (00 0 00 Cn o Qoo Qo000 QOoo00on oo aoono0m
(. (I (000 000 000 doonon00o oo n0no00Ho M0 oo oo
I
[Im
() (000 Cnn00000 o0 (o0 oo, o boog boooa00 f20 o0
(010 CX000 Cn00-(n00n donan 00 foonn0do. onodMn 0 0o,
(I 00 000 Cinnn0 ooo oodoonna, oodo ooMoC Doz Cooodm
(10 (0000000 o0 0 oonod doodoooonoo doodo-do00nodo. oodoooo
(0000 Q0000 donod, Goonnod oo oonog Ze0ms feowemm, fooem
(000, (g Enns, foenng o0z, fooenng fenpe, 2o o, ooo
[, 00 20 Zrnannnndan do0on aonoo0anno bod boMo0o0
(O0000no0 donnoo0o fod doonOonoodHo oo boMho AodHa oMo oo
2005

(10000 0000000 doooondoo bOndnano DOoooo donondnOnOnOoa,
(0000000 donodon dooonood Jooo0oho dd-oog booM¢o CodCood
(OO (0 (00 G0 ooouonaa o000 (o, doo0o Jooo0dm
(T (T AT (O T (I [ CO T (O
(00 Q00000 rodo0on aondo oo doooood dOC0Ho0d b, ooo0gH00, D

8 6

I (0000 Do

OO0OOOCOO00 Q0000 oo oodo oodan, nno000on, oo doooo0m
(0 0000 Q0000 o0 oO0onannon. Qonan o domonon00 bodom fom
(00, C000on o0 odonnon0 nod oo oo, Joooodio Ao M
(00 X000 (i 0000 23.00-23.:30 00, QOCAOOC00 CO0000 0000000
() (00 Cannd o Qoo donncn (o honood, s 0000 200s.

5. Q000NN COnnUonon foodond 000 194s
(00 00 0

(00000 DOOndo0oOooo0 foonooodo fonndnndo bonndnooo booa
I nnigeys
(0000 00000 19949 OUOON AO000C 00000 200 COMOOOOOOON QOOO000D
000000000 doOnanano Qoonoo odndndna DOnoon Ong 194s OODO
(0000000 0000 o 00000000 2001. 0000 00O 0OO0O0OCC 000 1945
(0000 0000000 onodoan fooo dooodHa doodoHoodo ooo0Moo.

(00 0 00, D000 000D BdCooo0d bodA0 oo
(000000 000d foodo doao dnoonoo-noono. 0o fonondnoo odnoona
(00000000000 dooondnoon Onoonanoo DOn 19e4s OO0 OO-UD O0OO

Temu Wicara dengan para guru SMU se-DKI.

(000 00000 OOtdoooD Odoooooooo Od



Dialog dengan mahasiswa yang berkunjung.

[U00000O00000 Gonond oo fofdndnooo dodndndnoo Doo Coonoooo
(000000000000 bOn 0Oboond boooonoon (dnj 0oo. dnnooo ooooa
(0000000000000 foooonood hoo nanao fnooo Doonoo Oododoooa
(00000000 DOOD fUbOtDoonanod Doonnd ooo Oooononndo oonod
(T

(000 0 0 O O D 0 M o0 oo
(X0 (000 (oo booo0oo0az J00g, Do oo, o foe ;o-
(000 CCCC ) (o Coon, O,

{. d00n0a0 Ooood Qoo

(000 d0aan, dood doooo Qoo dododoodo dodoodnod doodo
i
(0000 DOOOD0OOnD DOoDOo OoooOnDOOoD DOUDO DOooo Ooooo
AOOOnO00no00nn GoonoodHn doodnoa hod 1945 00 O0- 0. dooooo fodo
(XD Crns o Crnnnns Crvnrs oo, o
(00000000 0000 d0on G, ooooa dood odooa food fooooodHa o-
(0000 don00o0 doodonoon hoonoo oo oooo bofoodnodn. dooo oog
(000 do00no0ao oo-0o, fonnonoo fooo dondofoodonoono doooodooo
(00O (O (I QOOiannnnn QO oo CInnn duononom o
(00000 oo 0o Oaoon oo, dooooood, ooo0on, booo0nood boMoo-
(IO (0, 00 Cnnnnn (0 000 2003

(0 000000 Qo0 Qood, ooog doooo 0o fonndnof fodoo fooooono
(000000 do-00 donooo doon0o0oa0 LOM0 s Qo000 2003 0000000 00
(0] CInnnn oo, o000 oo oo D s pooo00m

(000 00000 OOoooooD OddooCDooo Od

. -- . . .
Berita téhtang MK di berbagai media massa.

(00000000 GoOnoann Oonoo fooonoo dooonoda (o Oooo Jooooofooo
(0000000 OOnnno oodo dnoodon foa doodo0oa CoOMo, Dooo 0o oo
(I YD QYD (O oo O Crrrroc o fooom.
(T C o CXYOnn 0 E-CO o CC, oo Qoo
() CC D D D, Koo, nnnonno

(00000 COnOnooo00 GonnonOoo dood dndodondo bonoood oo
(A0 (o o0 ooood o000 oo000a 0o oo o0
(500 (170 Cnnn (000000 /722y 00000 0D 0000 00000 22.30 - 23.00
(100, 000 Gonoon doonnood doondnon, foonond Onood oooodnoooa
(0000000 Conaod dnood dndndnoo oo fooo 0Ona fooo foooo fooooa
(000 00 0000 Gonoood foooo dooooonooo Dondnoo fonoonooo ooog
(000000 0000 dnoonood dooodooo o,

Acara “Forum Konstitusi” ditayangkan TVRI setiap Rabu malam.

8 7



UL ([0 Coree

ETITLS Do ETTNTANE

(000000 Qo000 Gononooa ponoon ooononn000 oo0nan 0000 4 dibrta, T ..mu-ﬁ
(0000000 2003 OO0O00 00000 00O 0O0C. 00000 doDoooooooo, 0.0. i
(OO0 (N0 o o0 G0 o0~ aonaoodooa oo i ||
(000000 0000 o000 a0 anonaod ononoao, 0.0, 0, 0.0 00 Do | I'
(S CCCE) CC00 CnUCOCCC 0 COnU X DO oo :
(17 10 Y X S ) . | | et

|

(1. 0000 000000 . i__ A

(IO On00na ananaonao donao Qoo Gooniaonao oo oo
Temu Wicara dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

1945 (00 00000 00DOOUDD DOOOODOOODO OO DOooooono Dood
[U000000000o0 DOoood oo DOnoodndno dooo- (nOnonoo DOO 194s,
(0000000000000 CO000n0a0 (000 1945 00000000 Qin000000 ooiooo0 - do00o0oonono Gondnooo 0o GOnoooo Oononooo 0o, 0000 ooooooo
(000000000, 00000D000O 000 000000000 00-00 000D 000000 COnand00nn CGondon 0o Gooo00n fondoonond ddoonoodo oo doooodo
(0000000000000 D0R0CO0OD 0000 Doo0nanaD DOR0oOnOD 000oOn (000 COnnon0000 QOOC0C0Gn (oo G Goood bonooo000n.
[00nO0nanO0oo0 dodnndnod oo honodnod dodnod foooog doodoodooo (] Q00000 dndonooo dooodo nodon doodoo Godooog Xbo0dbO
(00000000 000000000 Goa0n0 0000000 Ana0on, 0ona0nnan,0000, - Oon0onn AOnConnnn COonnn o oOdu0i0 oOOu0o, oo (o000 oo
(X0, 0000000 (0000 CX000 (300 70 [0, 0 00000 - G000 nnuda000 Gonooo0oo fonoo 00000 23 0000000 00 23 0000000,
(0000 (00000 CoOnnoOo0no0on (oo oo oo fa, DoCoooMo foo Goooo0o
(T (00 CCTCCCID EXC0 (OO 23 (OO (OO0 (- 00 (0000 u0nnodonn foodo doooodoaoodo doooodo doooodo0oo000o
00y 0000 00000000 00 23 00000000 000000 00000 00000000 200s.— OO00O0O0 000 1945 000 00-00 OO0O00D 0000 000000 0000000000
(000000 000 00000 (0000 000 000000 f0000n G0 aoooo0 - oAa0on OOO0oon (00 U000 (00 2.
(000000000 DUDOononnd Coonod oooo hoooo Dooondnndo oonod

M Para mahasiswa yang berkunjung ke MK.

8 8 (000 00000 OOtdoooD Odoooooooo Od



(000 (00000 oonndonn doooof doooo0od dooodooodHog dooodo0
(000000 dofnoooa0 (0aood,, 0ono fodood fndoood ndnoo honoaa,
(000 00000 0 bonodo Qoo doo ooa. /oo 0o-000 Donoood oooooon
(000 00000000 DonOnndo oo 0ononnd, Dooo Oondoo 0o Doooon
(000000 0000 0000 do000000a (dam, d0 oo do000000an. Jom
(0 G000 Cnnr00anann 00 oO©do oG oMo boc0 0 ona oo
(000000000 Condod fonoooon, doondnd, dodo, oooononaod, oono,
(000000, dodnnon, donoon, dnodnoon, nodnodn (odoo, fodood. boood
(000 CX000 (0 doono0 ooo0nno0d0 oo0on oo fooodonn oo, do0ooo.

Temu Wicara dan sosialisasi MK di Pesantren Lirboyo Kediri.

(0010 CX0000 nn0000nn (nn 00000 0 - hooodHn dm0 o000
(00 194 QOOOOO000 QOQOO0CO QO0no0o donnodo (o0do fooo doooood
(00000D Gofnnoono0 o0 fodonodo doodnoodna. foog dooodhood o,
(00000 dnnnoodn dooo 0 o000 dnoonndona boooooodhoo oo
(00 Q000 ndnao dndnoood dodondnof dodoooodoooo bonnonoo oo
194, OO0 QO0O0000 - 000 oono0ooono0d000nn.

(0000 do0odo dodndnonon Qonondnoo dodndo dodnonoDooo0
(00000 Q00 nnnda0nod, o Godo oooo0o doodoo dood-oa-Hooo oo
(000 D0 oo Gooonnood foo, doo0oo00o 0o bodHoooMCooa
(oO0noo0nood doooo0ood hod 194s, ONOOOD LOCO0OO0 0o,

(000 00000 OooooooD Ooodoooooo Od

Kunjungan calon hakim dan hakim militer ke MK.

OO0OCOCOrO000n (000 oo oo oodonan Onoa oo foodo oo,
(0000 QOOOOnno00000 o00on donoo0do Bdon0oa odoa hono, 7o fo00m
(IO OO OO OO OO oo OO (-0
(0000, 0000, CInnnnn, oo oo o, conoood oo, o oood-
(™Y T o,

(000 Q0o oooo, doodo dooanooaan bo-oodoo bodHodoo fodoo
(0000000D Gon foonodandaod doodnoanod, Onoon, doooo-Doooo oo,
(0000 Cnda0no00nn Aodonoo0 o000 bdboa oo MooMo 7o Ooon
(0000 Q0000 nn0dan 00 +e4s Q00000 onoo0 coooono0m
(000 G000 d00 1945 Q0000 d0a00 fodonoa dnaao n. fodooo ooooo
(00 T CYTTT (D CXT T (T 0 ) (X
0000 DO00 doonnoo doooodnoon Ooonnd bonoood DoondnOnodoo
(00000000, dnnnodon, don dooonnnodon Godono Godno GodCoodoon.

(0000000 Onn0an f0na doonon bodono ddCaa hOMo CoooMo oo
(000000 oo oo odooo AUCooodOooodHa oo boMo oo ooodoo0n
(0 Q000 (00 donnod0 dono, donoodo, odo d0o2-200s, HOOQOOOM0D
I
(I (Y0 TS s o, o (o
(00000 0, 00an 0onn oonod, oo fodnod nog dooon.

CCOOC000 o000, oo o0 oo 200, 0000 Aono oo
(0000 d0oo-000o fonodooo0 doooOood-oodHog (hody bOoo 2se (o0

8 9



(000 000 o0 do0, don,00n donaoo0 bodo foooo0oo0 Jooooooood
(00 000 0. (00 00 oo o000 boootdn oo boom
(000 (0000 oo0n donoonoo0d doooodoo fooo00 foo0dM0x, DO0ood
(00 000 Q00 0000 DOuonmnion0 o000 oodoo0on oo o000 oo
(00 0000 00 oo o0 oo, oo OO0 o oo
(IO (00000 Goo00o odooonnn00 bodooo-0oo00n.

(A (I X, S (o CCnn o v (i (o oo
(00000 o000 donnod, (oo bodoioog doo0oa0 AooPCHood DU oo,
(00 QX000 Cnn0do0nn. onnong hodo oo oMb, bodin A0;oa oo
2005 (1000 Q000D Q0D Godnno oonood dooodnood o doodoo-doo0oo
(0000 D00, Qo0 o000 rnninnn, oo oo Hoooo0om oo
(00000000 Qoo fonoon do ononood onooo, oonood ono dooon,
(0000000, doooono0nad, oooo, hoonodoo, hoona, oo dooooo,
(0000 QX000 Q000 EO00 (000 Oudonn doo00n 00 oo /0o
(10 Q00000 {000 danood 0o dooodooad. oMo dd-oog O Codbooi
(00 Cr00 0 oo, doOO oo o oo OO
(00000 fO0nOnaooo. bood foonoo fodno dnoodndnono do doonoooo
(IO, Q00D (000 00 00000 onooo000 (ono0Mon,. 0 oooood
(0000 (0000, 000000 000 (0o oo o0 o o
(0000, fn0u0 dnndo0ood dooooooD dooodoondoy,

90

I (0000 oo

(000000 fnannd fnod fooonof dodood (ood doodoa. fodood0
(0000000 ooadn ooo oo doo boMoodona. oodhoon dhoo ddooio
(1) (XX [T D O s, X o o o
(0000, QOOOnn000nn Gooooonog, oodoooodHn fooodA0oog, MooodCooMm
(0000 0n00o doondood dondoodo, HooUoooMHoo foofoofo hofoa, ooo
(00000 CoO00o00nn o000 (o0o0os.

(. Q0000 ninnnn, fodooo, Donooano

CO0OCOCOnOn000 oOCOO0Onn oo donnn00s ooodo fodoo o000
(00, Cinn0 oouonnnnn00 oodoonon fOnonod, o0Hnoo, eooonp. m
[OOOoOOOnO00n00n dnodooo- ondonod oonoMo (oMo foooMooda M-
(000 00000 DO00 A0aaazan ocaea (e fomamm feommmameae
(T T O (T OO (0 (O O I
(00, o000,

(0 000, Cnn0 o000 oaonann00s o000 ooonnon anodo00z Moo
(000 CITnn E o0 CInnnn, onninnn (oo oo, fom
(000 X000 o0 o0 oodoon0n onoa oo ooo0Mg, oo
(] Q000000 Gono dobodooo dooo0nof oooo hom, doooo0oo oodooq
(0000000, on0aon Aodonodonn0n dooodo, dOoood, fodn, dooodCooi0
(A0, X QX0 (00 (0 dnnnnnnn duoaonnnn O ooooo00m
(0000000, fndnoood, dondoooo ondnooo DOooo bona oodod./boooo

Hakim MK dalam acara seminar di Universitas Brawijaya Malang.

(000 00000 OOodoooD OddooCoooo Od



(00000000000 Godo0n, onnoo, oo do0on0oo nno000a, boC0oo bor
000000000, oo noo 0on dodoonano Qoo foodo doonoonond oo
[O0000oc.

(. OO0 Cnron oo

(000 DOO00 donooDoooo donoon Onoo Ooooo Doooo Onooo
Q00000000000 Go0o0n donodon ooodooa oo Go0oo ono0do. boorhood
(00 CXnan CCCnnnn daon D foan oo oo oD g
(00 EXOnnn o oo o000 a0 oo, oo bon-
(000 (0000000 Godon dn0o oo ddCooodo0o b o, HooMnoog ddoo,
(I T, T, COnnnn o o rH T E, oo (o
(00 0000 (o oo boodA0n 0 o-000o d0Ho o0
(00000 fndoo, fodoodoooono0n Goo doooooo 0o, dodooonoodnoo ooo
g
(000000 fOononoon dooodndo oooon dooodndndoo non-(ooo oooo
(0000 Cr00000HJoornnn oo, do00MAC G (g (na ooo0m
(000000 donoo0ooao.

() D000 o0, K00 K00 (oo oo boooddo od bogdd, o0
OO0, L0000 OO DD (000 CICnnnnn foo0000 om0
(L7 gy, Connn ooodo0n donon fonoo fdoo o0noo, fonoog

Jurnal Konstitusi terbit setiap dwi
bulan.

(000 00000 OUodoooD Oooopooooo oo

Sebagian kecil buku-buku ilmiah tentang konstitusi dan ketatanegaraan karya para
hakim MK.

(1000 dnan0ndon dodnd fooo-nond fonnoo dooondo Cooonondog oo
iy

(J00- 00 d0nnd doood dooodooodo, ooooodoo fodooodooo0 ooo
(00000 ooooooo oo o honndo fo0o bo-ndnod oooooo dodood
(00, C0n0-0000 dono aoodonnodan fooa bodooo0Ma OooQMhoa oo M0
(A0 T -0 ooo0oo oo oo CoQMHA ooz oo ooo0m
(000- 0000, nnannna, nno00o ooa, oooooo0o0a o AooChoodo0n-
(00000000 ooooo.

(000 CCHE000) 0 v Cnnnrnnnnn f oonnom
(0000 (00000, oo do0n onnodan oanood o oo booo oo
(0000 oo0-(0. oo Go00o0nn o000 o o0 ooOHGD,
(000000 Gr00-(0000 G0 (000 Godo0oa o boodoboa Coof doro Aooo
(00, - 00 Y O OO oo (i dOoioaan oo omiom.

9 1



(000 00000 OOtdoooD Odoooooooo Od




(000 00000 OooooooD Ooodoooooo Od




(000 00ooD Oooopooo Oodopooooo oo




%.

Dukungs
ministragmuisii
ez8JUSC1S1S




JILIUL L
=ile

-

.'IPJ

b

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya,
Mahkamah Konstitusi (MK) didukung oleh sebuah Sekretariat
Jenderal (Setjen) yang menangani administrasi umum dan sebuah
Kepaniteraan yang -menangani administrasi Justisial. Sebagai
bagian tak perpisahkan dari lembaga MK, Setjen dan Kepaniteraan
MK mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai organ
pendukung pelaksana bagi MK. Dengan demikian, keberadaan
Setjen dan Kepaniteraan MK melekat erat dengan eksistensi MK
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Secara kelembagaan, MK memulai masa kerjanya terhitung
sejak tanggal 15 Agustus 2003, ketika Hakim-hakim Konstitusi untuk
pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia

-
o=

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003
yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim
Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Terkait dengan
hal itu, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. dalam berbagai
kesempatan seringkali mengatakan bahwa dirinya mulai
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua MK hanya dengan
bermodalkan tiga kertas, yaitu UUD 1945, UU Nomor 24 tahun
2003 tentang MK, dan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun
2003.

Secara konstitusional, MK memiliki 4 (empat) kewenangan
dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C dan
Pasal 7B UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguii

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

MK berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden.

Ketika sembilan Hakim Konstitusi MK dilantik di Istana Negara
pada 16 Agustus 2003, belum ada aparatur pemerintah yang
ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap
pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi. Demikian pula belum
ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konsitusi. Perlu
dicatat, saat pertama kali melakukan surat menyurat, yang dijadikan
nomor contact person untuk keperluan administrasi adalah nomor
handphone Ketua MK.
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Setelah melalui serangkaian pembahasan, para Hakim
Konstitusi akhirnya menyepakati untuk meminta pelayanan dan
dukungan teknis administrasi kepada Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertimbangannya, Sekretariat
Jenderal MPR telah terbukti dan teruji memiliki pengalaman dalam
memberikan pelayanan dan dukungan kepada anggota MPR. Juga
adanya keterkaitan yang erat antara MK sebagai lembaga negara
hasil amandemen konstitusi dengan MPR sebagai lembaga negara
yang melakukan amandemen.

Sehubungan dengan itu, Ketua MK mengirimkan surat kepada
Sekretaris Jenderal MPR untuk meminta tenaga perbantuan yang
berasal dari PNS Sekretariat Jenderal MPR. Akhirnya, Sekretaris
Jenderal MPR Rahimullah, S.H. M.Si. menetapkan 77 pegawai
Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan teknis
administratif kepada MK. Bersamaan dengan itu, para Hakim
Konstitusi sepakat untuk mengangkat seorang pejabat Pelaksana
Tugas (PIt.) Sekretaris Jenderal MK sampai ditetapkannya
Sekretaris Jenderal MK definitif oleh Presiden. Melalui Keputusan
Ketua MK Nomor 01/K.MK/2003, tanggal 4 September 2003 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas (PIt.) Sekretaris Jenderal MK,
diangkatlah Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen MK.




Sementara untuk aparatur pemerintah di bidang Kepaniteraan, para
hakim konstitusi meminta dukungan SDM dari MA. Pada 1 Oktober
2003, berdasarkan usulan MA, Ketua MK menetapkan Keputusan

tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (PIt.) Panitera
MK, yaitu Marcel Buchari, S.H. serta pejabat Pejabat Pelaksana
Tugas (PIt.) Wakil Panitera MK, yaitu Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi,
S.H., M.Hum.

Selanjutnya, dilakukan rekrutmen pegawai Setjen dan
Kepaniteraan MK untuk pertama kalinya sebanyak 95 orang dengan
status pegawai perbantuan yang berasal dari instansi pemerintah
dan non-pemerintah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan
dukungan dan pelayanan kepada MK, sangat penting adanya
Keputusan Presiden mengenai organisasi Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK.

Terkait dengan itu, Ketua MK telah mengirimkan surat
Nomor 30/MK/KA/09/2003, tanggal 8 September 2003, yang
ditujukan kepada Presiden RI
u.p. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN) perihal
Rancangan Organisasi

Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK. Sebagai
tindak lanjut usulan tersebut,
Menteri PAN telah membahas—
nya secara mendalam dengan
para pejabat di lingkungan
kementeriannya. Selanjutnya
Menteri PAN mengirimkan surat Nomor 376/M.PAN/10/2003,

tanggal 31 Oktober 2003 kepada Presiden RI berisi Rancangan

Marcel Buchari, S.H.

Keputusan Presiden tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK. Sampai akhir tahun 2003, Presiden belum menerbitkan
keputusan mengenai hal ini.

Pengucapan sumpah pegawai MK pada masa-masa awal.

Sebagai jawaban atas surat
Ketua MK tersebut, pada 1
Desember 2003, Presiden
menerbitkan Keputusan
Presiden Nomor 238/M/Tahun
2003.
Presiden Megawati Soekarno—

Dalam putusannya

putri mengangkat Anak Agung
Oka Mahendra, S.H. sebagai
Sekretaris Jenderal MK dan
Drs. A. Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. mengangkat Brs. H. Ahmad
Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera MK. Anak Agung
Oka Mahendra, S.H. sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Drs. H. Ahmad
Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. sebelumnya menjabat sebagai Hakim

Tinggi Justisial pada MA/Sekretaris Ketua MA.
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Dengan telah ditetapkan-
nya Sekretaris Jenderal dan
Panitera MK secara definitif,
maka pelaksanaan pelayanan
dan dukungan teknis adminis—
tratif kepada para Hakim
Konstitusi dapat dilakukan
lebih
Sekretariat Jenderal MK mem-

Secara mantap.

punyai tugas melaksanakan

A.A. Oka Mahendra

dukungan teknis administrasi

umum kepada para Hakim Konstitusi. Tujuannya adalah agar
pelaksanaan tugas konstitusional Hakim Konstitusi berjalan lancar
dan mengarah kepada pencapaian tujuan. Tugas tersebut antara
lain; tata surat-menyurat, rekrutmen pegawai, pengadaan sarana
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dan prasarana, teknis administrasi umum, penelitian serta
pengelolaan keuangan.

Memasuki tahun 2004, pelaksanaan dukungan administrasi
umum dipimpin oleh Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK yang diangkat Presiden
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238/M/Tahun 2003
tertanggal 1 Desember 2003. Pengangkatan Sekjen MK masih
belum cukup untuk melakukan konsolidasi organisasi
kesekretariatan jenderal, sebab masih dibutuhkan peraturan yang
mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kesekretariatan
jenderal. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan dalam
jangka waktu yang cukup lama, pada akhirnya Presiden
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 2004 tentang
Setjen dan Kepaniteraan MK tertanggal 22 Juni 2004. Keputusan
Presiden ini mengatur berbagai hal mengenai organisasi MK

dimana peraturan itu telah
memberikan aturan limitatif
terhadap organisasi MK, dimana
Setjen MK terdiri sebanyak-
banyaknya lima biro, tiap biro
terdiri dari sebanyak-banyaknya
empat bagian, dan setiap bagian
terdiri dari sebanyak-banyaknya
tiga sub bagian.

"R \ B 1 Di tengah masa-masa
Henet] 4, el memimpin Setjen MK, Sekjen
MK Anak Agung Oka Mahendra, S.H. menderita sakit yang
mengharuskan dirinya menjalani operasi dan atas rekomendasi
dokter diharuskan untuk beristirahat. Dalam perkem-bangan
selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2004 Oka Mahendra mengajukan
peng-unduran diri dari jabatan Sekjen MK. Untuk mengisi jabatan




Pelantikan pejabat struktural MK.

Sekjen yang kosong tersebut, Ketua MK mengangkat Drs. H. Ahmad
Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. menjadi Pelaksana Tugas (PIt.) Sekjen
MK. Selanjutnya Ketua MK mengusulkan Sekjen MK yang baru
kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai jawaban atas
surat tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2004, Presiden
mengeluarkan Keppres No. 138/M/Tahun 2004 yang mengangkat
Janedjri M. Gaffar sebagai Sekjen MK yang kemudian dilantik oleh
Ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2004.

Untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan
MK serta menindaklanjuti Keppres Nomor 51 tahun 2004, maka
diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK bernomor 357/
KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan
Kepaniteraan MK RI. Sebagaimana yang tercantum dalam SK
tersebut, susunan organisasi Setjen terdiri dari empat biro dan
satu pusat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum,
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Administrasi Perkara
dan Persidangan, dan Pusat Penelitian dan Pengkajian. Sedangkan
susunan organisasi Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan

fungsional Panitera sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya Sekjen MK mengangkat
pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan
struktural dan fungsional dalam organisasi
Setjen dan Kepaniteraan sebagai tindaklanjut
SK mengenai Organisasi dan Tata Kerja.
Pengangkatan pejabat struktural eselon |1, III,
IV dan jabatan fungsional di lingkungan Setjen
dan Kepaniteraan MK dituangkan dalam Surat
Keputusan Sekjen MK Nomor 361/KEP/
SET.MK/2004, tertanggal 6 September 2004.
Sampai saat ini hampir seluruh jabatan
struktural dalam organisasi Setjen dan
Kepaniteraan sudah diisi oleh pejabat karir. Sedangkan beberapa
jabatan struktural yang belum diisi tengah dalam proses seleksi
terhadap para PNS yang dipandang memenuhi syarat. Para pejabat
dan pegawai PNS tersebut berasal dari berbagai instansi, antara
lain Setjen MPR, Setjen DPA, Departemen Keuangan, dan
beberapa pengadilan negeri di ibukota Jakarta dan luar ibukota
Jakarta.
Dalam melaksanakan tugas teknis administratif mulai tahun 2005,
Setjen dan Kepaniteraan MK telah merumuskan tahapan
pelaksanaan program yang terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:
1. Tahap Konsolidasi (2005-2006) merupakan tahapan
memperkuat organisasi dan manajemen, peningkatan kualitas
SDM, sistem manajemen informasi yang modern dan terintegrasi,
serta pembangunan sarana serta prasarana termasuk
pembangunan gedung MK yang memadai untuk digunakan
sebagai kantor MK. Dengan kata lain, tahun 2005-2006 merupakan
tahapan yang diharapkan dapat mewujudkan tiga besaran, yang
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meliputi aspek institutional building, capacity building, dan
infrastructure building.

2. Tahap Pelayanan (2006-2007) merupakan tahapan mewujudkan
pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada pemangku
kepentingan (stake holder) serta warga masyarakat.

3. Tahap Profesionalisme (2007-2008) adalah tahapan puncak
dimana pelaksanaan tugas administratif diharapkan telah dapat
diselenggarakan secara profesional dengan dukungan sistem dan
alat yang modern dan canggih sehingga makin mendekatkan
terwujudnya cita-cita membentuk MK sebagai lembaga peradilan
yang modern dan terpercaya.

Di tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah menetapkan program
kerja yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat.
(1) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan
Kepemerintahan; (2) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan
Hukum; (3) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan
Lembaga Penegakan Hukum; dan (4) Program Pembinaan dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program kerja tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang merupakan
standarisasi nasional sistem pemerintahan yang transparan dan

akuntabel yang diperuntukkan sebagai acuan dalam pembuatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
sebagai bentuk dari perwujudan program kerja yang berbasis
kinerja.

Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di Setjen dan
Kepaniteraan maka pelaksanaan tata kelola organisasi
dikelompokkan berdasarkan prinsip transparansi (transparency)
dan akuntabilitas (accountability).

Aspek transparansi dalam pengelolaan organisasi Setjen dan
Kepaniteraan MK dapat dilihat dari berbagai bidang. Dalam rangka
transparansi kepada publik, maka keterbukaan secara luas
merupakan kata kunci, baik sesuai dengan peraturan yang ada
maupun yang dilakukan atas inisiatif organisasi dalam rangka
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara
keseluruhan.

Sesuai dengan prinsip transparansi, Setjen dan Kepaniteraan setiap
tahunnya telah menerbitkan Laporan Tahunan yang dibuat dalam
dua versi (Indonesia dan Indonesia-Inggris) dengan tujuan untuk
memberikan informasi perihal perkembangan MK sekaligus
perkembangan Setjen dan Kepaniteraan.

Selain itu, selama tahun 2005 Setjen dan Kepaniteraan telah empat
kali (Mei, Juni, Juli dan September) melakukan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi Il DPR. Kegiatan ini merupakan
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bentuk penyampaian laporan sekaligus menerima masukan bagi

kemajuan pelayanan dari Setjen dan Kepaniteraan bagi para Hakim
Konstitusi dan masyarakat luas.

Di samping itu, Setjen dan Kepaniteraan berinisiatif menerbitkan
media informasi dwi-bulanan berupa majalah Berita Mahkamah
Konstitusi (BMK) atau Majalah KONSTITUSI yang berisi berita
tentang perkembangan perkara yang terdaftar sekaligus kegiatan-
kegiatan MK. Selain itu juga diterbitkan Jurnal Konstitusi yang
memuat pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan konstitusi
serta masalah-masalah ketatanegaraan.

DUKUNGAN ADMINISTRASI UMUM

Untuk memperlancar tugas-tugas di bidang administrasi umum,
Sekretariat Jenderal (Setjen) MK telah menerbitkan Surat
Keputusan Sekjen MK bernomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK.
Sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, susunan
organisasi Setjen terdiri dari empat biro dan satu pusat, yaitu Biro
Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Humas dan
Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, serta
Pusat Penelitian dan Pengkajian.

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Keempat biro dan satu pusat tersebut memiliki tugas pokok dan
fungsi masing-masing dalam melakukan berbagai kegiatan yang
mendukung kinerja organisasi Setjen MK. Melalaui biro dan pusat,
Setjen MK dapat menggerakkan sekaligus mendinamisir
organisasi dengan berbagai program kegiatan sebagaimana
tergambar berikut ini.

1. PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI
Sebagai sebuah organisasi, Setien MK dilengkapi dengan tenaga

kepegawaian, administrasi surat-menyurat, infrastruktur dan
perlengkapan. Selama tiga tahun ini, Setjen MK secara terus
menerus melakukan penataan dan perbaikan internal untuk
meningkatkan kinerja organisasi.

a. Kepegawaian

Kinerja sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kinerja para
pegawainya. Dalam hal ini, Setjen MK secara gradual telah
melakukan rekrutmen pegawai dan upaya-upaya lain yang
dipandang dapat meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi.
Pada tahun 2003 Setjen MK merekrut pegawai sebanyak dua kali
sehingga pada akhir tahun 2003 pegawai MK secara keseluruhan
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Suasana ujian penerimaan CPNS yang dilaksanakan di Kampus Ul Depok.

] LOKAKARYA
enyusunan Pedoman Tata Naskah Dina

tan Tata Kearsipan di Lingkungan MKR
Jakarta, 16 - 18 Desember 2005
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Untuk meningkatkan kemampuan staf di bidang kearsipan dilaksanakan Lokakarya
pada Bulan Desember 2005.

Kegiatan Penataran CPNS di lingkungan MKRI
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tercatat sebanyak 172 orang. Dari 172 orang tersebut, sebanyak 77
orang berstatus tenaga perbantuan.

Pada tahun 2004 pegawai MK tercatat sebanyak 165 orang dengan
komposisi PNS sebanyak 56 orang dan pegawai non-PNS
sebanyak 109 orang. Pada tahun 2004 mulai dipikirkan usaha untuk
meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Setijen MK dengan
diterapkannya Sistem Daftar Hadir atau presensi dengan
menggunakan mesin absensi hand-punch terhadap pegawai-
pegawai MK.

Pada tahun 2005 komposisi pegawai MK terdiri dari 61 orang
PNS dan 131 orang non-PNS sehingga total keseluruhan pegawai
MK sebanyak 192 orang. Pada fase ini pula MK mulai meminimalisir
pegawai honorer dengan mengagendakan pengadaan CPNS di
lingkugan Setjen MK yang pelaksanaannya baru dapat
dilaksanakan pada tahun 2006. Melalui rekrutmen CPNS tersebut,
komposisi pegawai Setjen MK pada tahun 2006 terdiri dari PNS
sebanyak 63 orang, CPNS sebanyak 90 orang dan non-PNS
sebanyak 71 orang, sehingga total keseluruhan pegawai MK
sebanyak 224 orang.

Untuk meningkatkan kualitas pegawai, Setjen MK
melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti
kursus bahasa Inggris, pelatihan, lokakarya dan rintisan gelar bagi
pegawai MK.

¢. Administrasi Surat Menyurat

Surat yang masuk ke MK cukup banyak dan sangat beragam
jenisnya. Surat yang masuk mengenai permohonan perkara secara
langsung ditangani oleh Biro Persidangan dan Administrasi Perkara.
Surat mengenai permohonan perkara memiliki mekanisme
prosedural yang berbeda dengan surat-surat lainnya. Ragam surat
masuk antara lain berisi permohonan uji materi UU, pengaduan
konstitusional, perlindungan hukum, permasalahan hukum,
tanggapan terhadap UUD 1945, penelitian, permohonan, ucapan




terima kasih, penyampaian makalah, pernyataan sikap, undangan,
dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2003, terdapat sebanyak 173 surat masuk
dan sebanyak 971 surat keluar. Pada tahun 2004 terdapat sebanyak
1.819 surat masuk dan sebanyak 188 surat keluar. Pada tahun
2005 terdapat sebanyak 1.726 surat masuk dan sebanyak 3.092
surat keluar. Sedangkan pada tahun 2006 hingga bulan Juni
terdapat sebanyak 2.442 surat masuk dan sebanyak 1.539 surat
keluar.

d. Infrastruktur

Ketika masih menggunakan Plaza Centris sebagai ruang kerja pada
tahun 2003, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka
Loka) Kompleks MPR/DPR sebagai ruang sidang karena belum
memiliki ruang sidang yang representatif. Setelah menempati
gedung di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat yang disewa
dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
pada tahun 2004, persidangan-persidangan MK digelar di gedung
tersebut.

Namun, jika penanganan perkara yang menumpuk harus segera
disidangkan agar dapat diputus sesuai dengan ketentuan UU MK,
sementara ruang persidangan yang ada di gedung MK terbatas,
maka MK meminjam tempat lain untuk dijadikan tempat
persidangan. Ini dilakukan MK ketika melakukan pemeriksaan
perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2004
di mana MK meminjam ruang di RRI yang terletak di samping
kantor MK. MK juga pernah meminjam ruang dan fasilitas
teleconference di Mabes Polri untuk menggelar persidangan jarak
jauh.

Rancangan Gedung MK yang sedang dibangun
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Sejak tahun 2005 hingga sekarang MK tengah memproses
pembangunan Gedung MK yang representatif untuk melaksanakan
tugas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan MK. Lokasi
pembangunan gedung yang dipilih terletak di sebelah kiri kantor
MK saat ini yang dibeli dari PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom).
Proses pembangunan gedung baru MK tersebut kini sudah
memasuki tahap akhir.

f. Perlengkapan
Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas

kerja sekaligus dapat memperlancar tugas dalam melaksanakan
proses administrasi umum. Peralatan kantor atau perlengkapan
juga merupakan aset MK yang juga merupakan aset negara.

Pada saat operasional MK masih bertempat di Plaza Centris,
setahap demi setahap pengadaan kebutuhan peralatan kantor mulai
dilakukan. Peralatan kantor yang disediakan mulai dari meja kerja
berserta kursi, meja rapat, barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK),
lemari arsip hingga beberapa unit komputer, LCD Projektor, HP

Proliant ditambah dengan Rackmount Server, peralatan Switch dan
Router, CCTV, dan sebagainya.

Pada tahun 2004 hingga tahun 2006, Setjen MK
menambahkan daftar inventarisasi pengadaan barang sesuai
dengan kebutuhan seperti komputer dan alat penunjang
transportasi.

2. PROGRAM HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan masyarakat (humas) memegang peranan yang
penting bagi perkembangan MK. Sebab, humas merupakan
corong yang bertugas menyampaikan pesan dan informasi kepada
publik tentang keberadaan MK beserta manfaatnya.

Sebagai lembaga negara baru, sejak berdiri hingga sekarang
MK secara aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik
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di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat umum.
Selain itu, MK juga aktif membangun jaringan dan menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun
dunia internasional.

Melalui program humas, Setjen MK memberikan pelayanan
informasi kepada berbagai pihak mengenai jadwal persidangan,
salinan putusan, dan lain-lain. Program humas juga melakukan
pendokumentasian persidangan MK, membuat kliping berita-berita
tentang MK dari berbagai koran, majalah dan website dari dalam
dan luar negeri.

a. Kerjasama Antarlembaga
Pada saat mensosialisasikan kelahiran MK, Setien MK pertama

kali mengadakan dialog publik yang terselenggara atas kerjasama
MK dengan berbagai perguruan tinggi dan LSM, seperti Komite
Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Yayasan Tifa. Setjen MK
juga bekerja sama dengan International Foundation for Electoral

System (IFES) Indonesia untuk mempermudah penyelesaian

Ketua MK menandatangani MoU dengan Menteri Pendidikan Nasional.




sengketa hasil Pemilu 2004. Sementara kerja sama MK dengan

media massa dilakukan melalui pemberitahuan jadwal kegiatan-
kegiatan MK dan pemberian fasilitas peliputan yang diorganisir
oleh Media Center MK.

Selanjutnya, Setjen MK juga telah menjalin kerjasama dengan
The Asia Foundation (TAF), Konrad Adenauer Stiftung (KAS), dan
Hanns Seidel Foundation (HSF). Kerjasama dengan lembaga-
lembaga internasional ini terutama dalam hal melakukan kajian,
penelitian, peningkatan sumber daya, dan kunjungan kerja ke luar
negeri. Pada tahun 2005 hingga 2006, MK semakin intensif
melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga baik perguruan
tingi, departemen, maupun lembaga pemerintah non-departemen.
Selain itu, untuk mempererat hubungan antarlembaga pemegang

kekuasaan kehakiman di seluruh dunia, para Hakim Konstitusi

MK terbuka terhadap siapa saja, termasuk insan pers.

mengadakan kunjungan kerja ke berbagai negara. Dalam setiap
kunjungan luar negerinya, para Hakim Konstitusi, selain
mensosialisasikan keberadaan MKRI juga melakukan studi
banding mengenai kewenangan MK di negara-negara lain.
Sebagian dari negara-negara di dunia yang memiliki lembaga MK
telah dikunjungi oleh hakim-hakim MKRI. Di sisi lain, MKRI juga
kerap menerima kunjungan dari Hakim Konstitusi atau Hakim Agung
dari negara-negara sahabat.

b. Media Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi keberadaan MK, terdapat beberapa
media yang dimanfaatkan oleh Setjen MK antara lain melalui
pemberitaan media massa, forum kunjungan masyarakat ke MK,
kegiatan temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat,
dan produk penerbitan Setjen MK.

Dalam hal pemberitaan media massa, Setjen MK selalu
mempublikasikan hasil putusan MK di beberapa koran nasional
dan beberapa majalah yang relevan. Setiap kali MK hendak
menggelar persidangan, Setien MK menyajikan berita pers yang
dikirim ke berbagai media massa yang biasa meliput kegiatan
persidangan di MK. Bahkan, untuk perkara persidangan yang
mendapat perhatian luas dari masyarakat, Setjen MK menyiapkan
konferensi pers untuk Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Selain
itu, Setjen MK juga bekerja sama dengan media massa elektronik
seperti TVRI dan RIl untuk mensosialisasikan keberadaan MK
melalui program “Forum Konstitusi” yang disiarkan secara live dan
interaktif seminggu sekali.

Sebagai lembaga negara baru, MK seringkali mendapat
kunjungan dari kelompok-kelompok masyarakat. Mereka datang
ke MK untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai MK,
termasuk keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan dan
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perkembangan pelaksanaan tugasnya. Sebagian besar dari para
pengunjung tersebut adalah mahasiswa dari berbagai perguruan
tinggi. Pertemuan para mahasiswa dengan MK itu diselenggarakan
dalam bentuk dialog di mana pihak MK menjelaskan berbagai
aspek mengenai MK.

Untuk mengoptimalkan sosialisasi keberadaan MK ke tengah-
tengah masyarakat luas, hakim-hakim MK juga secara intensif
mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Dalam kunjungan

Kunjungan Mahasiswa ke MK.

Lokakarya untuk mengkaji perkembangan sistem hukum di Indonesia sebagai akibat
dari perubahan UUD 1945.
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tersebut, Hakim Konstitusi mengadakan temu wicara dengan
jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren dan
kelompok masyarakat adat.

Setjen MK juga memanfaatkan media maya (internet) untuk
mendukung kegiatan sosialisasi MK. Sejak awal pembentukannya,
MK telah membangun dan mengembangkan website resmi dengan
alamat http:\\www.mahkamahkonstitusi.go.id. Tujuan pembentukan
website ini adalah untuk memberikan informasi sebanyak-
banyaknya kepada masyarakat luas melalui media yang mudah
diakses. Website MK selain menyediakan berbagai berita seputar
kegiatan MK seperti sidang, diskusi dan kegiatan-kegiatan rutin
lainnya, juga menyediakan dokumen-dokumen peting seperti
naskah putusan, risalah sidang, resume perkara, jadwal sidang
dan lain-lain yang senantiasa di-update dan dapat di-download.

Setjen MK juga memiliki unit penerbitan yang tidak kalah
peranannya dalam mensosialisasikan keberadaan MK. Unit
penerbitan Setjen MK menerbitkan majalah KONSTITUSI dan jurnal
KONSTITUSI setiap dua bulan sekali, serta buku-buku yang
mengusung wacana perkembangan hukum tata negara dan
konstiusi. Produk-produk penerbitan MK baik berupa majalah, jurnal,
maupun buku-buku dikirimkan kepada seluruh pimpinan lembaga-
lembaga negara, pimpinan departemen dan lembaga non
departemen, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota, perguruan-perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Kegiatan penelitian dan pengkajian di MK dilakukan oleh Pusat
Penelitian dan Pengkajian (Puslitka). Puslitka mengadakan
penelitian dan pengkajian mengenai tema-tema yang terkait dengan
kasus yang sedang ditangani oleh Hakim-hakim Konstitusi maupun
tema-tema lain yang berkenaan dengan kewenangan MK.




Penyusunan buku petunjuk teknis administrasi justisial yang dilaksanakan 30 Juni -
2 Juli 2006 sebagai pedoman kerja pada Biro Administrasi Perkara dan Persidangan.

Prs

Kegiatan penelitian dan pengkajian bertujuan untuk memberi
masukan bagi para Hakim Konstitusi walaupun hasilnya tidak untuk
mempengaruhi putusan Hakim Konstitusi. Fungsi penelitian
hanyalah sebatas memasok data yang sebanyak-banyak kepada
Hakim Konstitusi sehingga diharapkan dapat memperlancar dan
mendukung pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi.

Dalam melakukan penelitian dan pengkajian, Puslitka
seringkali bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak
di bidang akademis seperti lembaga penelitian dan perguruan
tinggi. Puslitka telah menyelesaikan penelitian sebanyak 3 kali pada
tahun 2004 dan 11 kali pada tahun 2005. Sementara pada tahun
2003 dan 2006 (per bulan Juni) belum ada kegiatan penelitian
yang selesai dilaksanakan.

Selain melakukan penelitian, Puslitka juga melakukan
pengkajian dalam bentuk kegiatan seminar, diskusi terbatas dan
lokakarya. Hingga saat ini sudah berdiri 23 buah Pusat Kajian
Konstitusi (PKK) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai

dampak dari program kerja sama MK dengan perguruan tinggi
dalam melakukan penelitian dan pengkajian.

Selain Puslitka, salah satu unit kerja yang juga memiliki tugas
utama mengadakan penelitian dan kajian adalah Staf Ahli Hakim
Konstitusi. Posisi staf ahli melekat kepada Hakim Konstitusi
sehingga mereka secara langsung bertanggung jawab kepada
Hakim Konstitusi. Tugas para staf ahli adalah melakukan penelitian
hukum (legal research), menyusun legal opinion (pendapat hukum)
atas perkara yang masuk di MK, mengumpulkan dan menganalisa
konsep, teori, dalil atau dogma hukum, dan bidang keilmuan lainnya
yang terkait dengan perkara.

DUKUNGAN ADMINISTRASI JUSTISIAL

Sebagai sebuah lembaga peradilan, tugas utama MK adalah
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. MK bertugas dan
berwenang menjalankan peradilan terhadap perkara tertentu di
bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi (UUD
1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Perkara yang dapat
diperiksa, diadili, dan diputus merupakan perkara yang masuk
kategori kewenangan MK sebagaimana tercantum dalam Pasal
24C UUD 1945 dan kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam
Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Selama tiga tahun MK telah menerima dan memeriksa perkara
yang tergolong dalam tiga kewenangan amanat UUD 1945. Tiga
kewenangan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah: (i)
pengujian UU terhadap UUD; (ii) memutus perselisihan tentang
hasil pemilu; dan (iii) memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangan-nya diberikan oleh UUD 1945.

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK) menjelaskan, bahwa untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan tugas dan kewenangannya MK dibantu oleh satuan
organisasi pendukung, yaitu Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
Dijelaskan pula terkait dengan hal pemberian dukungan di bidang
administrasi Justisial merupakan tugas pokok Kepaniteraan MK.

Yang dimaksud bidang administrasi Justisial dalam lingkup
tugas pokok Kepaniteraan adalah hal-hal teknis Justisial yang pada
prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas hakim konstitusi dalam
menyelenggarakan peradilan, sejak permohonan diajukan kepada
MK sampai permohonan diputus kemudian disalin dan
didistribusikan kepada pihak-pihak berdasarkan undang-undang.
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: administrasi perkara (seperti
pendaftaran perkara, penyusunan risalah sidang, pelayanan
diseminasi putusan kepada publik); administrasi persidangan
(seperti penyusunan jadwal sidang panel dan pleno Majelis Hakim,
penyusunan jadwal Rapat Permusyawaratan Hakim dan penyiapan
sarana persidangan dan kelengkapannya); dan administrasi
kejurupanggilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepaniteraan MK dipimpin
seorang Panitera yang dibantu satuan organisasi Sekretariat

Kegiatan transkripsi risalah sidang yang menjadi bekal bagi Panitera Pengganti
dalam membuat Berita Acara Persidangan untuk membantu Hakim dalam menyusun
Putusan.
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Jenderal, yaitu Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, serta
dibantu pula oleh tenaga-tenaga fungsional.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan bertugas
melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan
persidangan MK. Biro ini terdiri dari Bagian Administrasi Perkara,
Bagian Persidangan, dan Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan.

Bagian Administrasi Perkara mempunyai tugas menerima
permohonan perkara, menelaah dokumen kelengkapan
administrasi permohonan dan menyiapkan berkas perkara untuk
persidangan.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan persidangan, Panitera
juga dibantu oleh Bagian Persidangan. Bagian ini memiliki tugas
melaksanakan penyediaan sarana persidangan dan
kelengkapannya serta menyusun transkripsi persidangan.

Bagian lain yang membantu Kepaniteraan dalam Biro
Administrasi Perkara dan Persidangan adalah Bagian Pelayanan
Risalah dan Putusan. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan
pemberian pelayanan kepada Hakim Konstitusi dan masyarakat
berkaitan dengan risalah dan putusan.

Sedangkan tenaga jabatan fungsional terdiri dari Panitera
Pengganti dan Juru Panggil. Keduanya dalam melaksanakan
tugasnya bersama-sama dengan Biro Administrasi Perkara dan
Persidangan di bawah koordinasi Panitera.

Panitera Pengganti mempunyai tugas yang secara langsung
akan dipertanggungjawabkan kepada Hakim Konstitusi dan
berkewajiban untuk selalu mendampingi Hakim Konstitusi
memeriksa perkara yang telah diserahkan kepadanya setelah
permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK) hingga sidang pembacaan putusan. Hingga saat ini
Kepaniteraan MK hanya mempunyai empat orang Panitera

Pengganti, ditambah enam orang pejabat struktural dari Biro




Administrasi Perkara dan Persidangan yang sewaktu-waktu bila

keadaan mendesak bisa menjadi Panitera Pengganti.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tahunan, komposisi jumlah
Panitera Pengganti seperti saat ini masih belum ideal, di mana
untuk memperoleh pelaksanaan tugas yang maksimal, setiap
hakim konstitusi seharusnya dapat didampingi oleh tiga orang
Panitera Pengganti sebagai kelompok tim guna membantu hakim
dalam menyelesaikan perkara yang mempunyai bobot
permasalahan yang cukup kompleks.

Kelompok jabatan fungsional Kepaniteraan selain Panitera
Pengganti adalah Juru Panggil. Pada intinya tugas Juru Panggil
menjembatani antara MK dengan Pemohon dan pihak-pihak yang
terkait dengan perkara, serta menyampaikan putusan yang wajib
untuk diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
kepada Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tugas-tugas kejurupanggilan tidak dapat disamakan dengan
caraka (pengantar surat) meskipun ada kesamaannya.
Perbedaannya, Juru Panggil dalam melaksanakan tugas terikat
oleh ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi Justisial, baik di
dalam pelaksanaan tugasnya maupun di dalam membuat laporan
pelaksanaan tugasnya.

Tenaga Juru Panggil pada Kepaniteraan MK dapat dikatakan
sangat sedikit. Pada tahun 2004 berjumlah empat orang, namun
pada tahun 2005 berkurang satu orang, sehingga sampai saat ini
hanya tersisa tiga orang Juru Panggil.

a. Administrasi Justisial

Pelaksanaan administrasi Justisial pada prinsipnya menyertai
pelaksanan tugas substantif, yakni tugas penyelenggaraan
peradilan yang dilakukan oleh MK. Secara garis besar, pelaksanaan
tugas substantif ini dimulai dengan penerimaan perkara,

persidangan, dan melaksanakan ketetapan-ketetapan serta
perintah Hakim Konstitusi untuk pemanggilan, pemberitahuan dan
pemuatan putusan-putusan tertentu dalam BNRI dalam rangka
penyelenggaraan peradilan.

Kegiatan administrasi Justisial yang diatur dalam bentuk

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan berdasarkan
kebiasaan yang dibakukan, dimulai sejak permohonan diajukan
kepada Kepaniteraan. Bagian Administrasi Perkara akan menerima
permohonan tersebut dan mencatatkannya di Buku Penerimaan
Berkas Perkara (BPBP). Apabila berkas permohonan telah lengkap,
permohonan akan segera dicatat di dalam BRPK serta diberikan
nomor perkara, tanggal dan jam penerimaan.
Setelah itu diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada
Pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi tersebut
disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang
dalam waktu yang ditentukan berdasarkan jenis perkaranya.

Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK akan
memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapinya
dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya akta
pemberitahuan. Jika dalam tenggat waktu tersebut Pemohon tidak
melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permohonan Tidak
Diregistrasi yang merupakan pertanda perkara tersebut tidak dapat
dicatat dalam BRPK.

Hingga pertengahan 2006, Kepaniteraan MK telah mencatat
86 perkara pengujian UU terhadap UUD, 45 perkara perselisihan
tentang hasil pemilu (45 pemilu legislatif dan satu pemilu presiden,
yang keseluruhannya terbagi atas 275 kasus), dan 4 perkara
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945.
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b. Tahapan Persidangan
Berkas permohonan yang telah dicatat dalam BRPK selanjutnya
disampaikan kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan Panel
Hakim yang akan memeriksa perkara. Setelah itu para Hakim
Konstitusi dengan segera akan memeriksa permohonan tersebut
dalam tahapan persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum.
Tahapan sidang dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan,
dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH) dan diakhiri dengan sidang
pembacaan putusan.

Seluruh tahapan disiapkan Biro Administrasi Perkara dan
Persidangan bersama-sama dengan Panitera Pengganti dan Juru
Panggil. Pada setiap tahapan tidak selalu sama jumlah kegiatan
dan lama waktunya, tergantung kebutuhan dan pertimbangan
Majelis Hakim dalam menggali berbagai keterangan yang
diperlukan. Hanya pada tahap sidang pembacaan putusan yang
bisa dipastikan cuma butuh satu kali sidang.

Penentuan jumlah kegiatan dan lama persidangan tersebut
tentunya selalu memperhatikan asas pelaksanaan peradilan yang
cepat dan sederhana.

c. Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang pertama merupakan sidang pemeriksaan
pendahuluan yang dilakukan dalam bentuk sidang panel yang
sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Tujuan
persidangan pendahuluan ini untuk memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan MK,
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, serta pokok-pokok
permohonan.

Apabila Panel Hakim berpendapat permohonan belum
lengkap atau belum jelas, Panel Hakim berkewajiban memberikan
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Suasana Sidang Pleno pengucapan Putusan.

nasihat kepada Pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki
permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Apabila
permohonan telah diperbaiki dan Panel Hakim berpendapat bahwa
permohonan telah lengkap dan jelas, maka persidangan dapat
dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persidangan.

d. Pemeriksaan Persidangan
Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang

dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Dalam sidang
ini, Majelis Hakim akan menggali keterangan dari Pemohon atau
pihak-pihak terkait, baik itu dari warga masyarakat, pejabat
pemerintah maupun pejabat negara dalam rangka pemeriksaan
pokok perkara dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pembuktian di MK, berdasarkan Pasal 36 ayat
(1) huruf f UU MK, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa
dengan itu dapat menjadi alat bukti yang sah.




Suasana Sidang Panel dalam pemeriksaan pendahuluan.

Mengenai berapa kali dan/atau berapa lama tahap
pemeriksaan ini berlangsung akan sangat bergantung pada
kompleksitas permohonan, kesiapan Pemohon, dan kepastian
ketersediaan informasi yang diperoleh dari persidangan.

d. Rapat Permusyawaratan Hakim

Setelah semua informasi terkait dengan permohonan yang
diperoleh melalui pemeriksaan persidangan dianggap cukup, maka
Majelis Hakim segera akan mengambil putusan terhadap
permohonan. Pembahasan dan pengambilan putusan dilakukan
di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia dan
tertutup untuk umum. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan
adalah sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Konstitusi, dibantu
Panitera, dan petugas lain yang disumpah tidak akan
menyebarluaskan hasil maupun proses RPH.

Dalam permusyawaratan tersebut, Kepaniteraan akan
mencatat dan merekam setiap pokok-pokok bahasan dan
kesimpulan, serta mendampingi hakim dalam menyusun putusan.

-

Setelah draft putusan selesai, kemudian dilakukanlah editing dalam
rangka finalisasi putusan.

e. Sidang Pembacaan Putusan

Bersamaan dengan finalisasi putusan, Kepaniteraan
merencanakan jadwal sidang pembacaan putusan. Di sidang
pembacaan putusan, Panitera Pengganti mendampingi hakim
serta mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, dan atas
dasar itu disusunlah berita acara persidangan. Dalam tahapan
sidang ini, sesaat setelah putusan dibacakan, Pemohon maupun
pihak-pihak terkait lainnya pada saat itu akan langsung diberikan
salinan resminya sesuai dengan apa yang telah dibacakan di dalam
persidangan. Masyarakat umum juga berhak memperoleh salinan
putusan secara gratis (tidak dipungut biaya), baik dalam bentuk

Di ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) inilah segala kasus persidangan di
bahas dan diputuskan.
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hard copy maupun soft copy. Salinan putusan tersebut dapat juga
di-download melalui website www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Sampai saat ini jumlah perkara yang telah diputuskan MK
berjumlah 79 perkara pengujian UU terhadap UUD, 45 perkara
perselisihan tentang hasil Pemilu, dan 4 perkara sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945.

Tekait dengan putusan MK pada perkara pengujian undang-
undang yang mengabulkan permohonan, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK, putusan perkara
tersebut wajib dimuat dalam BNRI paling lambat 30 hari kerja sejak
putusan diucapkan.

Sampai dengan di usia MK yang ketiga, BNRI telah
menerbitkan 17 Putusan MK.

f. Pengaduan Konstitusional
Memasuki usia tiga tahun, MK telah berusaha berkiprah

mengawal konstitusi dan demokratisasi di negeri ini. Kiprah MK
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini nyatanya mendapatkan
respon dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan
dengan banyaknya perkara konstitusi yang terkait dengan
kewenangan MK masuk ke meja Kepaniteraan. Selain itu, ternyata
di hampir seumur jagung ini, MK telah menerima banyak
permohonan untuk perkara yang berada di luar lingkup
kewenangannya.

Beberapa di antaranya berupa pengaduan konstitusional
(constitutional complaint), permohonan perlindungan hukum,
permohonan fatwa hukum, hingga permohonan untuk
membatalkan produk perundang-undangan di bawah undang-
undang. Akan tetapi karena pada prinsipnya MK tidak berwenang
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untuk memeriksanya, maka bermacam-macam permohonan
tersebut dengan berat hati tidak dapat ditindaklanjuti.

g. “Judicial Administration System”

Untuk mewujudkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang terpercaya untuk mencapai visi tegaknya konstitusi
dalam rangka mewujudkan cita negara hukum demokrasi demi
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bemartabat, maka
Kepaniteraan MK akan terus berbenah diri guna memberikan
kesempurnaan pelayanan administrasi Justisial, baik kepada Hakim
Konstitusi maupun kepada publik.

Sejauh ini Kepaniteraan MK telah berusaha memperbaiki
penyelenggaraan sistem peradilan MK dengan melakukan, di
antaranya mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh tenaga
administrasi Justisial MK dan pembuatan MOCCA (Management
of Constitutional Court Administration).

Selain meningkatkan performa dan profesionalitas (yang
sudah sewajarnya dilakukan) tersebut, Kepaniteraan MK berusaha
melakukan penyempurnaan penyelenggaraan administrasi
Justisial berbasis teknologi informasi, yang akan dikembangkan
sebuah sistem terpadu yang diberi nama Judicial Administration
System (JAS). Semuanya itu dilakukan demi terciptanya pelayanan
yang partisipasif dan interaktif dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas kepada publik.
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

B Misi Mahkamah Konstitusi:
® Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
® Membangun konstitusionalitas Indonesia dan
budaya sadar berkonstitusi.

MAHKAMAH KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

B Visi Mahkamah Konstitusi:
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita
negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan yang bermartabat.
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